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ABSTRAK

Nama . Saraswati Atmowidigdo
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta

Di Bawah Tangan Yang Dilegalisas

(Tinjauan Y uridis atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan
Rumah Susun PT X dan Putusan Mahkamah Agung Nomor
840 K/Pdt/2005)

Tesis ini membahas hubungan kontraktual pengembang dengan pembeli atas
transaksi jual beli satuan rumah susun secara pesan terlebih dahulu (indent) dalam
bentuk perjanjian jual beli pendahuluan. Pengembang menggunakan jasa Notaris
untuk melegalisasi perjanjian agar dapat memberikan kepastian hukum dan akta dapat
digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Penelitian ini adalah penelitian analitis
dengan desain deskriptif dan didukung dengan penelitian lapangan, wawancara
dengan Notaris, pengembang dan pembeli. Hasil penelitian menunjukkan tanggung
jawab Notaris dalam melegalisasi surat atau akta di bawah tangan sejak berlakunya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
terbatas mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat atau akta
di bawah tangan, sebagaimana diatur Pasal 15 ayat 2 huruf a. Dalam praktek Notaris
tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan tersebut, dan tetap menjelaskan isi akta
terlebih dahulu, karena Notaris mempunyal tanggung jawab profesiona secara
perdata atas dasar prestasi pemberian jasa yang tidak terukur.

Kata kunci:
Tanggung jawab Notaris, legalisas
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ABSTRACT

Name . Saraswati Atmowidigdo
Study Program : Master of Notary Programme
Title : The Function and Responsibilities of Notariesin Legalizing

I nauthorised Deed

(Juridical Observation of Preliminary Sale and Purchase
Agreement of Apartment Unit of PT X and Supreme Court
Decision Number 840 K/Pdt/2005)

The focus of this thesis is about the contractual relationship between devel oper
and buyer of sale and purchase transactions of apartment unit were reserved in
advance (indented) in the form of a preliminary purchase agreement. Developers use
the services of Notary to legalize the Agreement to provide legal certainty of the deed,
so can be used as evidence. This research is analysis descriptive and supported by
field research in form of interview with Notaries, developer and buyers. The result of
research reveals that the Responsibility of Notary in legalizing letter or inauthorised
deed since the effectuation of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year
2004 concerning Notary, limited to ratify the signature and establish certainty date of
the letter or inauthorised deed as stipulated in Article 15 paragraph 2 point a. In the
practice of carrying out Notary duties is not entirely refer to the mentioned Article,
the Notary remains explain and give information on the contents of deed, because
Notary possess a professional responsibility in public law based on the unmeasurable
performance of services.

Key words:
Responsibilities of Notaries, legalize
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Per masalahan

Dewasa ini aktivitas dunia usaha dan aldsvitnasyarakat dalam kehidupan
sehari-hari tidak lepas dari peran Notaris sebpggibat umum yang melaksanakan
sebagian kekuasaan pemerintah dalam memberikan petayanan kepada
masyarakat antara lain berwenang dalam pembudian atentik yang memuat
kebenaran formal sesuai apa yang disampaikan keNatkris oleh para pihak,
mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastigaltsurat di bawah tangan
yang dicatat dalam buku khusus sebagaimana diatamdPasal 15 Undang-Undang
nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (uséldnjutnya disebut UUJN),
pengesahan ini dikenal dengan istilah legalisasia dunia usaha legalisasi akta di
bawah tangan oleh Notaris atas pelaksanaan transakbeli sudah tidak asing lagi
khususnya bagi para pelaku usaha pada sektor peanma

Dalam menghadapi tata kehidupan ekonomiajldan mengantisipasi lonjakan
pertumbuhan jumlah penduduk dalam pembangunan gewvekan di Indonesia,
serangkaian kebijaksanaan dari pemerintah diarankamk pembangunan dan
perluasan permukiman, dengan harapan dapat metkagkenutu lingkungan hidup
masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pertianbwilayah untuk mencapai
kesejahteraan bagi rakyat banyak di Indonesia. j&dom ini berdampak
pertumbuhan usaha sektor perumahan di dalam kotgpunadipinggir kota-kota
besar menjadi primadona. Hal ini terlihat denganrak@ya para investor
menanamkan modalnya pada sektor real estat. Pageméang besar berlomba-
lomba membangun dan menawarkan produknya, anterddéaupa rumah tinggal,
satuan rumah susun dari tingkat sederhana hinggkati mewah, rumah toko (ruko),
gedung perkantoran, pusat perbelanjaan (mall), yienigtak dalam satu lokasi
sebagai suatu kawasan permukiman yang terpadu.uRenan yang merupakan

kebutuhan dasar sebagai tempat tinggal dan tempahau manusia dalam
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kehidupannya sehari-hari oleh karenanya para peoaegn menawarkan kepada
masyarakat untuk membeli produknya dengan bebepdjp@an cara pembayaran
yaitu secara tunai, secara angsuran maupun mél@dit pemilikan rumah (KPR).

Pembelian dengan cara pembayaran tunai maupunrangswsedur yang ditempuh
calon pembeli untuk menyelesaikan transaksi julildukup singkat terbatas antara
pembeli dengan pihak pengembang saja, sedangkarbepam dengan cara
pembayaran secara kredit prosedur yang harus ditengleh calon pembeli

memerlukan waktu cukup panjang dan lebih rumit karsetelah calon pembeli
menentukan pilihan produk yang diinginkannya, capembeli harus memenuhi
syarat dan kondisi yang ditentukan oleh pengembdaug,langkah selanjutnya calon
pembeli harus mengajukan permohonan kepada pih@akrguk menperoleh kredit

pemilikan rumabh.

Pembangunan rumah susun yang dalam masyadékenal dengan istilah
apartemen maupun kondominium, saat ini banyak @itnpara pengembang, karena
dianggap paling tepat untuk memenuhi kebutuhanamudian meningkatkan daya
guna tanah pada suatu daerah yang berpendudukdmasn luas tanah terbatas. Di
kota-kota besar di Indonesia banyak pengembangwaekan unit-unit satuan rumah
susun kepada calon pembeli dalam kondisi rumamssescara fisik belum didirikan,
calon pembeli hanya melihat unit satuan rumah sysamng diminatinya melalui
brosur dan/atau maket yang dipersiapkan oleh pelogegn cara ini dikenal dengan
sebutan pembelian secara pesan terlebih dahuatlenf). Oleh karena belum
terpenuhinya syarat untuk penandatanganan aktdb@lishtas pembelian unit satuan
rumah susun tersebut, antara pengembang dan catolmep saling mengikatkan diri
dalam perjanjian pengikatan jual beli satuan rumsabun yang dibuat di bawah
tangan. Untuk mengurangi resiko yang dihadapi aalon pembeli dan dengan
tujuan untuk mengamankan kepentingan penjual darb@ke pemerintah pada tahun
1994 telah mengeluarkan Keputusan Menteri NegarankRéan Rakyat nomor
11/KPTS/1994, tentang Pedoman Perikatan Jual Balis® Rumah Susun, yang
dapat dipakai sebagai pedoman sehubungan dengdougiam perjanjian pengikatan

jual beli satuan rumah susun.
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Menurut Subekti perjanjian merupakan suatispwa dimana seseorang berjanji
kepada seorang lainnya untuk saling melaksanalaragehal dan hubungan antara
kedua orang tersebut dinamakan perikataenurut Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan suatougg&n yang mengikatkan
diri antara satu orang atau lebih terhadap sudijekstertentu. Akibat dari perjanjian
tersebut akan timbul hak dan kewajiban diantara pdrak. Dalam perjanjian dikenal
adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana d&tm Pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan balewaa perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku halnya sebagai undaraigndbagi mereka yang
membuatnya. Berdasarkan asas kebebasan berkosiagi saja dapat membuat
perjanjian dengan isi perjanjian sesuai yang mernekgnkan, dengan batasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab UndamtgtinHukum Perdata, yaitu
suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhireumsur sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan dari pihak-pihak yang membuatnya;
3. Mengenai hal tertentu; dan

4. Suatu sebab yang halal.

Pada umumnya pengembang menggunakan panggngikatan jual beli dalam
bentuk standar atau baku dalam bertransaksi depgarbeli. Perjanjian dalam
bentuk baku timbul karena adanya kebutuhan sepdsgan perkembangan sosial
ekonomi dalam praktek sehari-hari, yang mana palakp usaha dalam skala besar
mencari suatu format praktis dan efisien dalam menbperjanjian dengan
memberlakukan syarat-syarat tertentu, dan biasebya menguntungkan pihak yang
membuatnya. Formulir, surat-surat dan perjanjiafjapgan dalam bentuk baku oleh
pengembang diberlakukan dengan kondisi calon peértidak mempunyai pilihan
lain kecuali menerima atau menolak syarat-syaratgysercantum dan telah
ditetapkan oleh pengembang. Perjanjian pengikateh peli yang dibuat dan
dipersiapkan oleh pengembang dengan menggunakansukda baku dapat

diberlakukan dan diterima oleh calon pembeli, karéedudukan calon pembeli

! Subekti,Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal 1.
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biasanya lebih lemah baik dari segi kedudukan kek@nomi maupun pengetahuan
mengenai isi perjanjian tersebut. Kedudukan panakpyang tidak berimbang dalam
suatu perjanjian yang seharusnya dibuat berdasddsepakatan para pihak akan
tetapi dengan alasan praktis dirumuskan secarbdaepilalam pelaksanaannya akan
banyak menimbulkan pertanyaan dari pihak pembaealid#égat menimbulkan masalah
dikemudian hari apabila tidak dijelaskan dan dszElkan dari awal sebelum
terjadinya penandatanganan perjanjian oleh pamkpiada tahun 1999 pemerintah
telah mengundangkan Undang-undang nomor 8 tahuf, 88tang Perlindungan
Konsumen, dengan harapan dapat meningkatkan r@akanartabat konsumen serta
menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bgumaggjawab sehingga
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumepe&laku usaha dapat terwujud.
Dalam praktek Notaris dan Pejabat Pembuat Alanah (PPAT) seringkali
bekerjasama dengan para pelaku usaha dalam sekiomghan atau disebut juga
pengembang, dengan terjalinnya kerjasama dengagepdrang, Notaris dan PPAT
mengharapkan para pengembang akan menggunakaNq&mas dan PPAT dalam
setiap transaksi jual beli produk yang dijual batikoleh pengembang. Pengembang
yang belum dapat melaksanakan penandatangan AiataBdli (AJB) atas jual beli
tanah dan bangunan yang dijualnya, membuat suganpen jual beli pendahuluan
yaitu perjanjian pengikatan jual beli, yang dapmudakan sebagai bukti adanya
hubungan hukum antara pengembang dengan pembedj, igana pengembang dan
pembeli saling mengikatkan diri, yaitu pengembangnjmal tanah dan bangunan
kepada pembeli dan pembeli berkewajiban membagegahtanah dan bangunan
yang dibelinya dari pengembang. Jasa Notaris yaggndkan oleh pengembang
dalam hal ini untuk melegalisasi perjanjian pengikgual beli dalam bentuk baku
yang dibuat di bawah tangan oleh pengembang. Pdragggnmemberikan kepada
Notaris akta di bawah tangan yang telah lengkaisitakan tetapi belum diberi
tanggal dan belum ditandatangani oleh para pihak, di hadapan Notaris akta
tersebut diberi tanggal dan ditandatangani olela péinak setelah terlebih dahulu
Notaris menjelaskan isi daripada akta tersebut depgzara pihak. Dalam hal ini

Notaris tidak turut membuat perjanjian di bawahgtan akan tetapi seringkali
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Notaris dianggap turut terlibat atas pembuatarapggn yang dilegalisasinya, karena
dalam melegalisasi perjanjian Notaris harus merigeai@ pihak yang menghadap
dan membubuhi tandatangan di hadapannya, menjalaskakta di bawah tangan
tersebut kepada para pihak, dengan demikian Ndiariar-benar menjadi saksi atas
penandatanganan perjanjian yang dilaksanakan alehpthak yang berkepentingan.
Pada awalnya wewenang Notaris untuk mekeggiliakta di bawah tangan diatur
dalam Ordonansi Lembaran Negara (LN) 1916 nomojuA6to nomor 43 dan LN
1919 nomor 773, Pasal 15 ayat (2) UUJN dan Pagd, Fasal 1874a Kitab Undang-
undang Hukum Perdata. Menurut Tan Thong Kie seolwotgris untuk pertama kali
diberi hak untuk melegalisasi berdasarkan ordon@tidi1916-44 jo 43 Pasal 1 ayat
(2), yang menentukan bahwa, sebuah cap jempolf@rgan orang termasuk
golongan hukum pribumi (dan mereka yang disamaabawah wesel, surat order,
aksep, surat-surat atas nama pembaagm (oonder), dan surat dagang lainnya
disamakan dengan sebuah akta di bawah tanganaass{ia itu diberwaarmerking
oleh seorang notaris atau pejabat yang ditunjulk pEmerintah, bahwa ia mengenal
orang yang membubuhkan cap jempol atau sidik jas &anda itu, bahwa isi akta itu
telah dijelaskan kepada orang itu dan akhirnyawbatap jempol atau sidik jari itu
dibubuhkan di hadapan pegawaitu.
Istilah legalisasi menurut Tan Thong Kieakidlikenal dalam undang-undang dan
istilah yang dikenal dalam undang-undang yaitlaistivaarmerken yang berdasarkan
ordonansi LN 1916-46 terbagi menjadi dua macanuyait
1. Verklaring van visum, dalam hal ini akta di bawah tangan yang ditermheh
Notaris dalam kondisi sudah ditandatangani oleh pdrak;

2. Legalisasi, dalam hal ini akta di bawah tangan yditeyima oleh Notaris belum
ditandatangani dan di hadapan Notaris akta terdebmudian ditandatangani oleh
para pihak tersebut setelah isi akta oleh Notarighih dahulu dijelaskan kepada

para pihak yang menghadap kepadanya.

%2 Tan Thong KieStudi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
2007), hal.518.
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De Bruyn Mgz memakai 2 (dua) istilatverklaring van visum dan legalisasi.
Verklarinng van visum merupakan pemberian tanggal pasti, yang mana iNla&ah
melihat akta di bawah tangan pada hari tanggali pastebut, akan tetapi tidak
dikatakan mengenai siapa yang menandatangani dakalapsi penandatangan
mengerti atau memahami isi daripada akta tersdbemgan demikian yang tidak
dapat disangkal terbatas hanya pada tanggal pasty yiberikan. Sedangkan
legalisasi, akta belum dibubuhi tandatangan dahadapan Notaris orang tersebut
membubuhi tandatangannya pada akta setelah terletéulu mereka
memperkenalkan diri kepada Notaris dan Notaris elaskan isi akta tersebut
kepada para pihak. Dalam hal ini tanggal dan peatandan secara pasti diketahui
oleh Notaris dan isi akta telah diketahui oleh paiteak, sehingga para pihak tidak
dapat menyangkalnya. Setelah selesai penandatangaada akta yang dilegalisasi
Notaris mencantumkan keterangan legalisasi dan mieamd tandatangan serta
stempel pada akta di bawah tangan tersebut. Kalyaag dicantumkan sebagai
keterangan legalisasi pada saat ini lebih disengiam dengan adanya penambahan
pencantuman data penghadap lebih lengkap dan iterpetas penandatanganan
dokumen yang akan dilegalisasi.

Pada awalnya format kalimat yang dipergunakan Motamtuk melegalisasi surat

atau akta di bawah tangan sebagai berikut:

- Saya, yang bertandatangan di bawah ini, (nama Nptanenerangkan bahwa isi
surat ini telah saya bacakan dan terangkan kep@gdama para pihak yang
menghadap), yang saya notaris kenal/diperkenalkgmada saya, notaris dan
sesudah itu, maka (nama para penghadap) terselmbubehkan tandatangan/cap
jarinya di atas surat ini di hadapan saya, notaris.

Format kalimat tersebut di atas saat ini telah ndmenakan walaupun tidak

ditentukan standarisasi pemakaian format kalimatlelaih kurang isi format kalimat

menjadi sebagai berikut:

1. Saya, yang bertandatangan di bawah ini, (nama Nptarotaris (kedudukan

notaris), melihat dan mengesahkan tandatangar{mag pihak yang menghadap

dan membubuhi tandatangan, dicantumkan terperaroian tempat tanggal lahir,
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warga negara, status pekerjaan, alamat lengkappm&artu identitas), yang
dikenal oleh saya, notaris, sesudah itu para pelgh@mama penghadap) tersebut
membubuhkan tandatangan pada surat ini di hadapen sotaris, pada tanggal
(isi tanggal);
atau

2. Saya, yang bertandatangan di bawah ini, (nama Nptarotaris (kedudukan
notaris), telah membacakan dan menjelaskan isi Bureepada (para pihak yang
menghadap dan membubuhi tandatangan, dicantumkaeritei nama, tempat
tanggal lahir, warga negara, status pekerjaan, aldengkap, nomor kartu
identitas), yang telah dikenal oleh saya, notasesudah itu para penghadap
(nama penghadap) tersebut membubuhkan tandataagansprat ini di hadapan
saya, notaris, pada tanggal (isi tanggal).

Untuk waarmerking atau pendaftaran pada umumnya format kalimat vaggnakan

oleh para notaris tidak jauh berbeda, yaitu:

- Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, (nama)h#anggal (isi tanggal), oleh

saya, (nama notaris), Notaris (tempat kedudukan).

Notaris sebagai pejabat umum yang dipercayeh masyarakat dalam
mempertahankan profesi jabatannya wajib menjagataspdan citranya. Notaris
diharapkan dapat berperan dalam memberikan kepalstisum dan perlindungan
hukum serta penyuluhan hukum bagi para pihak yargepentingan dalam setiap
perjanjian yang mereka buat pada khususnya danrbagyarakat pada umumnya.
Oleh karena itu Notaris dalam menjalankan jabatafmayus selalu bersikap hati-hati,
bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihan dnenjaga kepentingan pihak
yang terkait dalam perbuatan hukum.

Sebagai pejabat umum yang memberikan pellaylnm kepada masyarakat ada
aturan-aturan yang mengatur dan membatasi dangekahemberi pedoman kepada
Notaris dalam melaksanakan jabatannya yaitu UUJNdeK Etik Notaris dan
Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga yaetudikan oleh Ikatan Notaris
Indonesia (INI). Apabila atas akta di bawah tangang dibuat oleh para pihak dan

dilegalisasi oleh Notaris timbul sengketa dan peFrsmannya melalui pengadilan
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dikemudian hari, pada umumnya Notaris dilibatkdmagai saksi atas akta di bawah
tangan yang dibuat oleh para penghadap, walaupog gdakukan oleh Notaris

hanya mencatatkan tanggal dan menyaksikan penagdai@n para pihak yang
dilakukan di hadapan Notaris atas akta di bawalgaanyang telah dibuat dan
disepakati oleh para pihak. Akta tersebut merupgk@duk hukum dan Notaris

diharapkan dapat memberikan masukan dan pengadatam bidang hukum guna
mencegah timbulnya sengketa dan memberikan kepalstisum bagi para pihak

yang membuatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pef@rmaksud melakukan penelitian
untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran dan gang jawab Notaris terhadap
akta di bawah tangan yang dilegalisasi dengan mik#aktinjauan yuridis terhadap
pelaksanaan legalisasi oleh Notaris atas perjapgmyikatan jual beli satuan rumah
susun yang dibuat di bawah tangan antara pengent®ang dengan pembeli unit
satuan rumah susun, dan tinjauan yuridis atas kBsmgsan Mahkamah Agung
nomor 840 K/Pdt/2005 dalam perkara Ngarijan Salimlalss Pemohon
Kasasi/Tergugat/Terbanding melawan Febrina Sionatisr Bee Robin selaku
Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dalam kaseisnoponan kepada
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memintakan p¢adn dan atau
memintakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukuas peéngikatan Perjanjian Jual
Beli dan surat kuasa tertanggal 11 Desember 1988g ylibuat oleh dan antara
Ngarijan Salim selaku pembeli dengan Febrina Sienathn Bee Robin selaku
penjual, kedua dokumen tersebut dibuat di bawalgatandan dilegalisasi oleh
Andreas Ngikut Meliala, SH. Notaris di Medan, salmdmn dengan jual beli tanah
seluas lebih kurang 1.589 m2, yang berlokasi diugaben Deli Serdang. Pada
tingkat Pengadilan Negeri, Ngarijan Salim selakugligat mengajukan eksepsi
dengan salah satu dalilnya bahwa gugatan Febrma@a@er dan Bee Robin selaku
Penggugat belum sempurna, dengan alasan dari esigilsat tanah berada di tangan
bank termasuk alat pembayarannya dan surat pemjgjojal beli dan surat kuasa yang
dibuat di bawah tangan antara Penggugat dengamudadrdilegalisasi oleh Notaris,

dengan demikian bank dan Notaris yang mempunyaarkalalam perkara tersebut
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harus diikutsertakan sebagai sebagai pihak Terglajat perkara ini. Berdasarkan
salah satu alasan bahwa bank dan Notaris tidakikdiaj sebagai Tergugat yang
berakibat para pihak belum sempurna, sehingga gudgnggugat untuk pembatalan
dokumen tidak dapat diterima. Dalam putusannyaeNsaHakim Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam menolak eksepsi Tergugat seluruhnyardamlak gugatan Penggugat
untuk seluruhnya pula dan mengabulkan sebagiantgugekonpensi yang diajukan
oleh Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi, paitjanjia jual beli dan kuasa sah
secara hukum dan menyatakan Penggugat dalam konpelah melakukan

wanprestasi dan dihukum harus menyerahkan objekketm kepada Tergugat dalam

konpensi.

1.2 Pokok Per masalahan
Berdasarkan hal tersebut di atas, ruandlipgpermasalahan yang akan dibahas
dan dianalisa dalam penulisan tesis ini mencakupdissebagai berikut:
1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta alvab tangan yang
dilegalisasi dan yang didaftarkamaarmerken) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris yang gadiasi akta di bawah

tangan terhadap terjadinya sengketa antar par& pdray membuatnya ?

1.3 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian metapa suatu usaha untuk
menganalisa serta mengadakan konstruksi secaradolegcs, sistematis dan
konsisten. Penelitian dapat dikatakan sebagai sawatuk memperkuat, membina,
dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.
Metodologis artinya, suatu penelitian dilakukan gien mengikuti metode atau
tatacara tertentu, sistematis artinya, dalam mé&kkypenelitian ada langkah-langkah

atau tahapan yang diikuti, dan konsisten artinyeefiéan dilakukan secara taat adas.

% Sri Mamudiji et alMetode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.2.
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Sedangkan penelitian hukum menurut Soerj@oekanto merupakan suatu
kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,nsédtka dan pemikiran tertentu,
yang bertujuan untuk mempelajari satu atau bebegaf@da hukum tertentu, dengan
jalan menganalisanya, serta mengadakan pemerisagnmendalam terhadap fakta
hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan seategahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang hgksaan?

1.3.1 JenisPenditian

Dalam penulisan tesis ini metode yang akgardkan adalah metode penelitian
yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukantuk mengkaji penerapan kaidah
dalam hukum positif. Metode penelitian ini digunalkdengan pertimbangan bahwa
penelitian ini adalah kajian bagaimana tanggun@paiNotaris terhadap akta dibawah
tangan yang dilegalisasi olehnya termasuk perligdornerhadap Notaris dalam hal
terjadi sengketa antar para pihak yang membuatteigabut dalam pelaksanaannya,

termasuk pelaksanaan penegakan hukum terhadampanaya.

1.3.2 Sifat Pendlitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakdeskriptif analitis, yang
menggambarkan permasalahan yang ada berdasarleayashaf ada untuk dianalisa
berdasarkan kaidah hukum yang berhubungan ataaitte8elain itu hasil penelitian

ini juga memberikan penyelesaian permasalajpasblem solution).

1.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulisan tesis ini memerlukan data dan gaemgumpulan data akan
menggunakan bentuk Penelitian Kepustakaan, yanganmerumusan masalah
mengacu pada bahan pustaka dan peraturan perunddaggan, yang menekankan
pada penggunaan jenis Data Sekunder, yaitu data gigeroleh langsung melalui

penelusuran kepustakaan atau dokumentasi berupaanioukum tertulis. Pustaka

* Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum, Cet.3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008),
hal.43.
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yang akan ditinjau berupa peraturan perundang-watarbuku-buku, karya ilmiah,
artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahaseltat secara umum dan
penerapan dalam pelaksanaannya dilingkungan profetris sebagaimana telah
diatur oleh UUJN dan Kode Etik berikut peraturan kang terkait.

Sebagai pelengkap data atau data pendukkery @menggunakan data primer
yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawaxcgaitu cara memperoleh
informasi dengan bertanya langsung kepada pihaf §gkait, pembeli, pengembang
dan Notaris yang mengetahui dan terkait dengamsaiasi jual beli satuan rumah
susun yang menggunakan perjanjian pengikatan plakatuan rumah susun dalam
bentuk baku dan dilegalisasi oleh Notaris.

1.3.4 AnalisisData

Analisis data pada penelitian ini akan dilkdn secara kualitatif, yaitu dari data
yang diperoleh, kemudian disusun secara sisterdatisdianalisis secara kualitatif
untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas! BEhalisa ini kemudian

disusun dan disajikan dalam bentuk laporan peaeltertulis (tesis).

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh disusun dhiouat dalam bentuk tesis yang
terdiri dari tiga bab dengan sistematika sebagakine
BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pedoman dari psaultesis ini secara keseluruhan.
Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan ybetghubungan dengan
pembuatan tesis yaitu mengenai Latar Belakang Palatean, Metode Penelitian dan
Sistematika Penulisan.
BAB 2 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KTA
YANG DIBUATNYA

Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tent&lwgaris, tinjauan umum tentang

akta otentik dan akta di bawah tangan yang dilegsili dan didaftarkan

(waarmerken), tinjauan yuridis praktek pelaksanaan perjanpamgikatan jual beli
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satuan rumah susun antara pengembang PT X dengalpelpeanalisa tanggung
jawab Notaris terhadap akta di bawah tangan yatepgalisasi dan didaftarkan
(waarmerken), perlindungan hukum bagi Notaris yang melegalisé$a di bawah
tangan terhadap terjadinya sengketa antar paré pdreg membuatnya (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung nomor 840 K/Pdt/2005)
BAB 3 PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penualiseang berisi kesimpulan dari hasil
pembahasan sebagai jawaban atas pokok permasafah@rditeliti dalam tesis ini

yang disertai dengan saran.
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BAB 2
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris
2.1.1 Ruang Lingkup Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Masyarakat pada umumnya mengenal Notarisgséborang yang melayani
masyarakat untuk membuat akta atau dokumen yamgilgtdal ini yang menjadi
salah satu alasan seseorang datang ke kantor dNofaitu untuk memperoleh
pengakuan otentiknya suatu dokumen yang dibuat alehg tersebut. Masyarakat
menganggap Notaris sebagai seorang ahli yang indepe mandiri dan tidak
memihak, dapat memberikan nasihat hukum dan kejaraketerangannya dapat
diandalkan dan dipercaya, serta dapat membuat dakwang kuat dalam suatu
proses hukum.

Definisi mengenai Notaris dapat ditemukanaia peraturan yang mengatur
tentang jabatan Notaris. Sebelum berlakunya UUJfihide Notaris diatur dalam
Ordonantie Stb.1860 nomor 3, yang mulai berlakuggah 1 Juli 1860, tentang
Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (untuk getara disebut PIN).

Definisi Notaris dalam ketentuan Pasal 1 PJN selbyekut:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya bamvgeuntuk membuat
akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjmm gkenetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh \J@eTepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta idtemtenjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosaBnan dan
kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan aktaldtu swatu peraturan
umu5m tidak juga ditugaskan atau dikecualikan keppejabat atau orang
lain.

Pejabat Umum menurut PIJN adalah organ negara ygregleshgkapi kekuasaan

umum yang berwenang menjalankan sebagian dari keknanegara untuk membuat

® G.H.S. Lumban TobingPeraturan Jabatan Notaris, cet.4 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996),
hal.31.
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alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang tHukPerdata, yang dapat diartikan
kedudukannya sama dengan Pejabat Negara.

Pasal 1 angka 1 UUJN mendefinisikan, “Notaris ddapejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenarg@mya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang ifi.”

Terdapat perbedaan mengenai uraian definisi menggtaris yang terdapat dalam
PJN dan UUJN, yang mana dalam PJN tercantum balotarisl adalah pejabat

umum satu-satunya, sehingga dengan demikian dagpiatpdilkan bahwa pejabat

umum yang diberi wewenang untuk membuat akta d&térdnya Notaris. Berbeda
dengan uraian definisi yang terdapat dalam UUJMgyedak mencantumkan kata
satu-satunya sehingga dimungkinkan terdapat pejainain lainnya selain Notaris

yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik.

Menurut UUJN Notaris sebagai pejabat umuangkat dan diberhentikan oleh
Menteri, dengan demikian Notaris bukan lagi sebaggan negara yang menjalankan
kekuasaan umum melainkan sebagai organ Pemerirdaly perada di bawah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republikrnedia.

Untuk dapat diangkat sebagai Notaris, seseorangshaemenuhi syarat sebagai
berikut:
Warga Negara Indonesia;

. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;

a.

b

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

d. Sehat jasmani dan rohani;

e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang SttataKenotariatan;

f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah jzekebagai karyawan Notaris
dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turutpgeahtor Notaris atas prakarsa
sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notarislabe lulus Strata dua

Kenotariatan; dan

® IndonesialUndang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 tahun
2004, TLN No0.4432, Ps.1 angka (1).
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g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabatarde@dvokat atau tidak
sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-gndhlarang untuk
dirangkap dengan jabatan Notdfris.

Sebelum menjalankan jabatannya Notaris wagingucapkan sumpah atau janji
menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabay gitunjuk sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN. Seorang Notgaisg telah diangkat oleh
Menteri dengan surat keputusan tetapi belum distighanggap telah cakap sebagai
Notaris akan tetapi belum mempunyai wewenang umbgkjalankan jabatannya,
antara lain membuat akta otentik. Demikian pulagden Notaris yang sedang
menjalani cuti, Notaris tersebut tidak boleh meamp&bn wewenang atas jabatannya
sebagai pejabat umum. Menurut G.H.S. Lumban Tobpemngangkatan sumpah
sebelum menjalankan jabatannya dengan sah, mempakas hukum publik
(publiekrechtelijk beginsel) bagi para pejabat umum, dalam arti bahwa seorang
pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabataml®yagan sah, harus terlebih
dahulu mengangkat sumpah. Selama hal ini belurkudkkn, maka jabatan tersebut
tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan®saéngucapan sumpah/janji jabatan
Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayataN dilakukan dalam waktu
paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggaht keputusan pengangkatan
sebagai Notaris. Jika dalam jangka waktu yang téisntukan tersebut pengucapan
sumpah/janji Notaris tidak dilakukan juga, maka tlkepan pengangkatan Notaris
dapat dibatalkan oleh Menteri.

Terkait dengan Pasal 1 UUJN mengenai kewgararNotaris sebagai pejabat
umum, secara lebih terperinci kewenangan Notaagidiebih lanjut dalam Pasal 15
UUJN sebagai berikut:

a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenauagrarbuatan, perjanjian
dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan pangrgndangan dan/atau yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyataklalam akta otentik,

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyingdda, memberikan

"1bid, Ps.3.
8 G.H.S Lumban Tobingp.cit, hal 114.
° IndonesialUndang-Undang Tentang Jabatan Notaris, op.cit.,Ps.15.
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grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itingegapembuatan akta-akta itu
tidak juga ditugaskan atau diikecualikan kepadalpsjlain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.

b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepaatiggat surat di bawah
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan rftandalam buku khusus;

d. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangampa salinan yang memuat
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalaat gang bersangkutan;

e. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengahasliaya;

_—h

Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan Eerbakta;
g. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
h. Membuat akta risalah lelang; dan
I. Kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturannglang-undangan.
Dari uraian mengenai kewenangan Notaris sebagainensgbut di atas, dapat
dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dat@@mjalankan tugasnya
mengemban amanat yang berasal dari dua sumber,dat@s permintaan atau
perintah undang-undang dan untuk kepentingan mifad« yang membutuhkan jasa
Notaris dalam hal ini anggota masyarakat yang nderfdien Notaris. Dengan
demikian Notaris diangkat oleh pemerintah dalam ihelMenteri, bukan sekedar
untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi bertugasik kepentingan masyarakat dan
Negara.
Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannyaudiatalam UUJN, sebagai
berikut:
a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihalan menjaga kepentingan
pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimgarsebagai bagian dari
Protokol Notaris;
c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kuatipkta berdasarkan Minuta
Akta;
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d. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam Undadgng ini, kecuali ada
alasan untuk menolaknya;

e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yangtmlau dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan aktaisdsogan sumpah/jan;i
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

f. Menijilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulaenjadi buku yang memuat
tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jiatm akta tidak dapat dimuat
dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid meanglih dari satu buku, dan
mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun peatdmnya pada sampul
setiap buku;

g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayau tidak diterimanya
surat berharga;

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiaunoe urutan waktu
pembuatan akta setiap bulan;

i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalamf h atau daftar nihil
yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasfartemen yang tugas
dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalaktu 5 (lima) hari pada
minggu pertama setiap bulan berikutnya;

J. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman dafsiat pada setiap akhir
bulan;

k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negapaliik Indonesia dan
pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,t@hadan tempat kedudukan
yang bersangkutan;

. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dibkstirpaling sedikit 2
(dua) orang saksi dan ditandatangani pada sa@igauoleh penghadap, saksi,
dan Notaris;

m. Menerima magang calon Notatfs.

2.1.2 Pengawasan Notaris

bid., Ps. 16 ayat (1).
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Notaris dalam menjalankan kewenangan daastu@ tidak lepas dari etika
profesinya yang harus dipatuhi dan menjadi dasiakganaan profesi Notaris dalam
hal ini adalah Kode Etik Notaris, yang merupakadgmean moral atau kesusilaan
Notaris baik selaku pribadi maupun selaku pejabaura yang diangkat oleh
pemerintah dalam rangka pemberian jasa pelayangadie masyarakat yang
membutuhkannya. Notaris selaku pejabat umum yapgrchya oleh masyarakat
dituntut dalam menjalankan jabatannya harus peanfgung jawab dan bermoral
luhur dengan alasan untuk kepentingan umum. AtasngEngan jabatan Notaris
merupakan jabatan publik dan Notaris adalah manssiangga tidak lepas dari
berbuat kesalahan dan kekhilafan, maka perlu adpeggawasan terhadap Notaris
agar dapat terhindar dari penyalahgunaan dan peayigan dalam menjalankan
tugas dan jabatannya.

Tugas pengawasan terhadap Notaris telah menga&ubahan struktural saat ini,
yang mana pengawasan terhadap Notaris sebelunkioeylaUUJN dilakukan hanya
dari satu unsur yaitu Pengadilan Negeri. Sejakridikekannya UUJN pengawasan
terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, yang kemudmembentuk Majelis
Pengawas dan mengalihkan kewenangan pengawasaadaprhNotaris dari
Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas. Mdprsisgawas yang dibentuk dan
diberi wewenang oleh Menteri untuk mengawasi Netéerdiri dari 3 (tiga) unsur
yang berbeda akan tetapi mempunyai kaitan yangderagan Notaris, yaitu unsur
pemerintah, Organisasi Notaris dan ahli/akaderissur Notaris sangat diperlukan
karena Notaris itu sendiri yang mengetahui jalanmaktek Notaris, unsur
pemerintah diperlukan karena pelaksanaan jabataarisidoerhubungan langsung
dengan masyarakat yang wajib dilindungi oleh pemt&hi sedangkan unsur
ahli/fakademisi diperlukan agar memberikan masukasuken dan jalan keluar
seiring dengan perubahan zaman dan perkembangayanaat. Dengan adanya
pembagian unsur-unsur tersebut diharapkan pengawteshadap Notaris akan
berjalan lebih baik.

Sebelum berlakunya UUJN beberapa peraturang ymengatur tentang

pengawasan Notaris yaitu Stb 1860 nomor 3, tenR@a@turan Jabatab Notaris,
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Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986, tentang Peraditamm dan Undang-Undang
nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yampgatar tentang lembaga-
lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dentlpkan terhadap Notaris.
Dalam Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang nomor 2rTaB86 tentang Peradilan
Umum ditentukan bahwa:

(1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan ek&sjgan penasihat hukum
dan Notaris di daerah hukumnya dan melaporkan lpasijawasannya kepada
Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung damtelri Kehakiman;

(2) Berdasarkan hasil laporan tersebut dalam ayatMegpteri Kehakiman dapat
melakukan penindakan terhadap penasihat hukum a&arisl yang melanggar
peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatanbersangkutan, setelah
mendengar usul/pendapat Mahkamah Agung dan organgafesi yang
bersangkutan;

(3) Sebelum Menteri Kehakiman melakukan penindakan gselv@na dimaksud
dalam ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikeeempatan untuk
mengadakan pembelaan diri;

(4) Tata cara pengawasan dan penindakan serta pembdigarsebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)tudigebih lanjut oleh Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman berdasarkaanmundang®

Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 14 Tahub 188tang Mahkamah

Agung mengatur, “Mahkamah Agung dan Pemerintah ka&kn pengawasan atas

Penasihat Hukum dan Notari€.”

Untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 54 ayatUddang-Undang nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum, maka Ketua Mahkamamégersama-sama dengan

Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Keputusana®eastertanggal 6 Juli 1987

Nomor: KMA/006/SKB/VII/1987 - Nomor: M.04-PR.08.0%entang Tata Cara

Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notagagan diberlakukannya

™ IndonesialUndang-Undang Tentang Peradilan Umum, UU No.2 Tahun 1986, LN No.20 Tahun
1986, TLN N0.3327, Ps.54.

2 |ndonesialUndang-Undang Tentang Mahkamah Agung, UU No.14 Tahun 1985, LN No.73 Tahun
1985, TLN No0.3316, Ps.36.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatéaris, maka tata cara yang
diatur dalam Surat Keputusan Bersama tersebuaditatak berlaku lagi.

Dalam ketentuan Pasal 67 UUJN diatur, balpgagawasan atas Notaris
dilakukan oleh Menteri dan untuk melaksanakan peagan dimaksud Menteri
membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas upsonerintah, Organisasi Notaris
dan ahli/akademisi, masing-masing unsur terdiri 8l&tiga) orang.

Majelis Pengawas menurut Pasal 68 UUJN terdiri dari

1. Majelis Pengawas Daerah;

2. Majelis Pengawas Wilayah; dan

3. Majelis Pengawas Pusat.

Mengenai Majelis Pengawas diatur dalam Pasal 6 paiasengan Pasal 81 UUJN.
1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupatau Kota, yang mana Ketua
dan Wakilnya dipilih dari dan oleh para anggotanytasa jabatan Ketua, Wakil
Ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah selaniige®d tahun dan dapat
diangkat kembali. Majelis Pengawas Daerah dibai¢h seorang Sekretaris atau
lebih, yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawasiah.

Dalam Pasal 70 UUJN diatur mengenai wewenang diaigdajelis Pengawas

Daerah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanyaadugelanggaran Kode
Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatdaris;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notarigrseberkala 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dignggdu;

c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai denganr@&(e) bulan;

d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatiksul ®lotaris yang
bersangkutan;

e. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yeaga saat serah terima
Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lit@ddun atau lebih;
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Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai penggementara Protokol
Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebaga yang dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (4);

Menerima laporan dari masyarakat mengenai adangaasupelanggaran Kode
Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam ugprdadang ini; dan

Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dichgexla huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, keta Majelis Pengawas Wilayah.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah adalah sebag&aube

a.

N

Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Rybtblotaris dengan
menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta gendah surat di bawah
tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tapggaériksaan terakhir;
Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampai@akepada Majelis
Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepaokarisN yang
bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Peag®usat;

Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;,

Menerima salinan yang telah disahkan dari daftea dkn daftar lain dari Notaris
dan merahasiakannya;

Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris damyampaikan hasil
pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wildgéam waktu 30 (tiga
puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang dap, Notaris yang
bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Orgahlietssiis;

Menyampaikan permohonan banding terhadap kepupesasiakan cutt?

Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan beulklettan di ibukota provinsi, yang

mana Ketua dan Wakilnya dipilih dari dan oleh annggMasa jabatan Ketua, Wakil

Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah selanfig8) tahun dan dapat

diangkat kembali. Majelis Pengawas Wilayah dibapiith seorang sekretaris atau

lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawakaysh.

13 IndonesialUndang-Undang Tentang Jabatan Notaris, op.cit., Ps. 67.
*1bid, Ps.71.
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Wewenang daripada Majelis Pengawas Wilayah selbagdut:

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan merigateputusan atas
laporan masyarakat yang disampaikan melalui MaRdisgawas Wilayah;

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeaiks atas laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan saiip(satu) tahun;

d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis PeagyBaerah yang menolak
cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;

e. Memberikan sanksi yang berupa teguran lisan matgatuiis;

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kep&jelis Pengawas Pusat
berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan satepgan 6 (enam) bulan,
atau pemberhentian dengan tidak hormat;

g. Membuat berita acara atas setiap keputusan peajatsAnksi sebagaimana
dimaksud pada huruf e dan hurdff.

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawday#i sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutofjuku umum dan Notaris berhak
untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidaegglM Pengawas Wilayah.
Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah adalah sebagyakin:

a. Menyampaikan putusan sebagaimana dimaksud dalaat Pag/at (1) huruf a,
huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Nistgang bersangkutan dengan
tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan CagaNistaris; dan

b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepddgelis Pengawas Pusat
terhadap penjatuhan sanksi dan penolakarttuti.

3. Majelis Pengawas Pusat
Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkddudwi ibukota negara yaitu

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketua dan Wakil &afipilih dari dan oleh

anggotanya, dengan masa jabatan Ketua dan WakilaKe¢rta anggota Majelis

Pengawas Pusat selama 3 (tiga) tahun dan dapgkdidkembali. Majelis Pengawas

5 1pid., Ps.73.
18 1pid., Ps.75.
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Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lelig géunjuk dalam Rapat Majelis

Pengawas Pusat.

Wewenang daripada Majelis Pengawas Pusat sebagaitbe

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan merigdsputusan dalam
tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi danlgieno cuti;

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeaids sebagaimana dimaksud

pada huruf a;

c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhent@gath tidak hormat
kepada Menteri’

Pemeriksaan dalam sidang Majelis PengaweasatPsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk unadam Notaris berhak untuk
membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Peagdusat.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat adalah menyampa&putusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada MenteriMiataris yang bersangkutan

dengan tembusan kepada Majelis Pengawas WilayaiMdgelis Pengawas Daerah

yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Reagayang dibentuk oleh

Menteri, para Notaris yang menjadi anggota Perkdampikatan Notaris Indonesia

mendapat pengawasan pula dari Dewan Kehormatan yaegupakan alat

perlengkapan dari Perkumpulan lkatan Notaris Indiane

Dewan Kehormatan terbagi menjadi:

1. Dewan Kehormatan Daerah, merupakan Dewan Kehornpatda tingkat Kota
dan Kabupaten;

2. Dewan Kehormatan Wilayah, merupakan Dewan Kehommgiada tingkat

Propinsi atau yang setingkat dengan Propinsi;

3. Dewan Kehormatan Pusat, merupakan Dewan Kehorrpatintingkat nasional.

Dewan Kehormatan mendapat tugas sebagai berikut:

7 1hid., Ps.61.
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Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, perhbenanggota dalam
menjunjung tinggi Kode Etik Notaris yang merupakaturuh kaidah moral yang
ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indcagesi

Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaanguelean ketentuan Kode
Etik dan /atau disiplin organisasi, yang bersifateinal atau yang tidak

mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakatsskecsysung.

Menurut ketentuan Pasal 7 Kode Etik Notaris Ikd¥mtaris Indonesia, pengawasan

atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengam selbagai berikut:

a.

Pada tingkat pertama Pengurus Daerah lkatan Ndtat@esia dan oleh Dewan
Kehormatan Daerah;
Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatatais Indonesia dan Dewan
Kehormatan Wilayah;

. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatataridoindonesia dan Dewan

Kehormatan Pusat.

Peraturan-peraturan tentang pengawasan dan peaeamilprotokol Notaris sangat

penting dan mempunyai manfaat yang besar bagi Nptehingga Notaris mampu

untuk:

a.
b.
C.

Menjaga ketertiban dalam menjalankan tugas darigabga;

Meningkatkan kemampuan profesionalnya;

Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan bagi Notasissuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Berperan untuk menciptakan kepastian hukum melakta otentik yang

dibuatnya.

Dengan adanya pengawasan terhadap Notaris, malkaidNakan lebih berhati-hati

dalam melaksanakan tugasnya dan lebih profesional.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik, Akta Dibawah Tangan Yang

Dilegalisas Dan Didaftar kan (Waarmerken)

18 |katan Notaris Indonesi&ode Etik Notaris (Bandung: 28 Januari 2005), Ps.7.
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2.21 Pengertian Akta dan Akta Otentik

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yamgndatangani dibuat oleh seorang
atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat dipaigam sebagai alat bukti dalam
proses hukum’? Sedangkan tulisan menurut Asser-Anema yang ditedjan oleh
Tan Thong Kie, yaitu pengemban tanda baca yang amelugg arti serta bermanfaat
untuk menggambarkan suatu pikifdrBecara etimologi kata akta menurut R. Subekti
dan R. Tjitro Sudibio, berasal dari kata acta, yaregupakan bentuk jamak dari kata
actum dan berasal dari bahasa Latin yang beratiupgan-perbuatan. Menurut Pitlo
yang dikutip oleh Suharjono, akta merupakan suaftatsyang ditandatangani,
diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untydedjunakan oleh orang lain, untuk
keperluan siapa surat itu dibdatDalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dinyatakan bahwa suatu surat dapat disdatapabila ditandatangani,
tandatangan ini dapat berfungsi untuk membedaktnyang satu dengan akta yang
lain.

Dari beberapa pengertian mengenai akta agbhaga tersebut di atas, suatu surat
dapat disebut akta apabila memenuhi beberapa syaitat
1. Surat tersebut harus ditandatangani, sehingga dapast membedakan satu akta

dengan akta yang lain.
2. Surat tersebut harus memuat suatu peristiva hukamsuatu keterangan yang

dapat menimbulkan hak atau perikatan.
3. Surat tersebut dibuat agar dapat dipergunakan aeblad) bukti jika diperlukan.
Perbedaan antara tulisan dengan akta terletaktpadatangan yang tertera di bawah
tulisan tersebut. Menurut Pasal 1867 Kitab Undanddmg Hukum Perdata,
pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisisan otentik maupun dengan

tulisan-tulisan di bawah tangéh.

R. Soeroso Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.6.

0 Tan Thong Kiepp.cit., hal.441.

2ISuharjono, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 18&Kilas Tinjauan Akta Menurut Hukum,
(Desember 1995), hal.43.

%2 Kitab Undang-Undang Hukum PerdaBufgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio, Cet.38, (Jakarta: Pradnya Paran2i@f)7), Ps. 1867.
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Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undargik Perdata, akta sebagai alat
bukti tertulis dapat dibagi menjadi 2 (dua) macdma ayaitu:

1. Akta di bawah tangan; dan

2. Akta otentik.

Dalam ketentuan Pasal 1874 ayat (1) Kitalddmig-Undang Hukum Perdata,
disebutkan bahwa yang termasuk sebagai tulisanawiab tangan adalah akta di
bawah tangan, surat, register atau daftar, sumalutangga, dan tulisan lain yang
dibuat tanpa perantaraan pejabat umum. Dengan demilapat dikatakan bahwa
akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuadlitiEamdatangani oleh para pihak
sendiri tanpa perantaraan seorang pejabat umurma. dAkiawah tangan dapat dibuat
atas dasar kesepakatan para pihak.

Akta di bawah tangan memiliki ciri-ciri sebagai izet:

a. Bentuknya bebas;

b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;

c. Tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai alat belans tidak disangkal oleh
pembuatnya, dalam arti bahwa isi dari akta di bataalgan tersebut tidak perlu
dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikehadiknya atau menyangkal
isi akta tersebut;

d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersbbws dilengkapi dengan
saksi-saksi dan bukti lainnya. Untuk mengantisigaali ini sebaiknya dalam
pembuatan akta di bawah tangan dimasukkan pulaud) (drang saksi yang
berguna untuk memperkuat pembuktian.

Dalam praktek akta di bawah tangan sering dimakdaa untuk kepentingan

pembuatnya sehingga pada kenyataannya ada perbtadggal akta dengan tanggal

pembuatan akta yang sebenarnya, yang mana dajaati teanggal akta di bawah
tangan dicantumkan satu bulan bahkan satu tahuelusebya dari tanggal
pembuatan akta tersebut. Hal ini dapat terjadi nearedak ada kewajiban untuk
melaporkan pembuatan akta di bawah tangan, sehitiggia ada yang menjamin

bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah bemaatdesuai dengan waktunya.
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Akta di bawah tangan dapat menjadi alat ibyktng sempurna apabila
tandatangan dan isi akta tersebut diakui oleh pdrak yang membuatnya. Hal ini
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1875 Kitab Urdadgng Hukum Perdata
yang menyatakan:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh gotarhadap siapa tulisan itu
hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut gadzang dianggap
sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yaenandatanganinya
serta para ahli warisnya dan orang-orang yang npatndek dari pada mereka,
bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, d@iemikian pula berlakulah
ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan®tu.

Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata makaat

Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bydaig sempurna tentang apa
yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturkakayeselain sekedar apa
yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengkokpsi akta.

Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu pearutelaka tidak ada hubungan
langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanyaumagsebagai permulaan
pembuktian dengan tulisah.

Alat bukti tertulis lainnya selain akta davsah tangan yaitu akta otentik, yang
menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-UndankuiuPerdata, akta otentik
merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan whelang-undang, dibuat oleh
atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuktempat di mana akta itu
dibuatnya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (7) UlaKth Notaris adalah akta
otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notarisung bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam UUJN.

Ditinjau dari definisi tersebut di atas, dugberapa syarat yang harus dipenuhi
untuk pembuatan akta otentik, yaitu:

1. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditkatuoleh undang-undang.

Kata bentuk dalam definisi ini dimaksudkan adalabmpuatannya harus

3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatacit., Ps. 1875.
**1bid., Ps. 1871.

Universitas Indonesia

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.



28

memenuhi ketentuan undang-undang khususnya UUJldnDRasal 38 ayat (1)
UUJN ditetapkan bentuk setiap akta Notaris teralisis kepala akta, badan akta
dan penutup akta;

2. Akta otentik harus dibuat di hadapan atau olehhzjamum. Kata di hadapan
menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas peaarinseseorang kepada
pejabat umum;

3. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, t@atenengenai waktu,
tanggal pembuatan dan dasar hukumnya.

Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang semgudalam arti apabila akta
otentik diajukan sebagai bukti dalam suatu pergidan maka hakim tidak perlu
meminta tambahan bukti lainnya dan harus menerikta atentik tersebut serta
menganggap apa yang tertulis dalam akta otentslelbet merupakan peristiwa yang
sungguh-sungguh terjadi. Jika kebenarannya diséngiaka si penyangkal harus
membuktikan ketidak benarannya.

Dari uraian tersebut di atas, perbedaan pokok ardéta otentik dengan akta di

bawah tangan yaitu:

1. Akta otentik terikat bentuk formal yang ditentukandang-undang, sedangkan
akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formahfhk bebas);

2. Akta otentik harus dibuat oleh dan di hadapan @¢jamum, sedangkan akta di
bawah tangan dapat dibuat bebas oleh setiap shblelm yang berkepentingan;

3. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurnagyadak memerlukan
tambahan bukti lain, sedangkan akta di bawah tafigankebenaran akta di
bawah tangan disangkal oleh pembuatnya, maka pituagg mengajukan akta di
bawah tangan sebagai bukti harus membuktikan kedvemga dengan bukti lain
atau saksi-saksi.

Tujuan suatu perjanjian dibuat secara tertdalam bentuk akta agar dapat
dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.abNp terjadi sengketa
dikemudian hari, maka kebenaran dalam pemeriksadtam di pengadilan dapat
terungkap melalui proses pembuktian. Beberapa &ad) yerlu diperhatikan dalam

proses pembuktian, yaitu:
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a. Siapa yang membuktikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, bahwekpyang menyatakan
mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatannag¢merangkan adanya suatu
peristiva, maka pihak tersebut harus membuktikeangal hak atau perbuatan atau
peristiwva tersebut. Dengan demikian beban pembukisam perkara perdata ada
pada kedua belah pihak yaitu pihak penggugat mapghak tergugat. Pembuktian
tidak diperlukan jika hak, perbuatan, peristiwaédut diakui oleh pihak lawan.
b. Apa yang harus dibuktikan

Dalam sidang perkara perdata hal yang hdifusktikan di muka hakim bukan
perihal hukumnya akan tetapi mengenai kebenaraa,fakdla atau tidaknya suatu hak
atau peristiwa. Dalam hal ini hakim yang berhak emtnkan apa yang harus
dibuktikan dan siapa yang harus membuktikan. Apadatu pihak diberi kewajiban
untuk membuktikan suatu peristiva dan ternyata kpihersebut tidak dapat
membuktikannya, maka pihak tersebut akan dikalaldedam persidangan, sehingga
dalam melakukan pembagian beban pembuktian, hakimshbertindak adil dan
bijaksana agar tidak ada pihak yang merasa dirngiddeh beban pembuktian
tersebut.
c. Bagaimana cara membuktikan

Dari berbagai rangkaian proses berperkardape di pengadilan, yang dapat
menentukan kalah menangnya para pihak yang berpeykgu pembuktian. Melalui
alat-alat bukti yang ada, hakim dapat memperoleterkegan akan kebenaran
peristiva yang menjadi dasar gugatan maupun bamtdhzkum pembuktian secara
formil mengatur bagaimana mengadakan pembuktia@anggkan hukum pembuktian
secara materiil mengatur dapat tidaknya alat-aathuktian diterima serta kekuatan
pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Hal yameglu dibuktikan adalah hal yang
dibantah oleh pihak lawan, sedangkan hal yang tiifa&ntah oleh pihak lawan tidak
perlu dibuktikan.

Mengenai alat-alat bukti antara lain diatalam ketentuan Pasal 164 HIR, yang
menyatakan bahwa yang disebut bukti yaitu buktiatsubukti saksi, sangka,
pengakuan, sumpah. Sumber bukti lainnya antarasksi ahli, hasil pemeriksaan
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setempat dan hal-hal yang tidak dibantah dan dikédoénarannya oleh kedua belah
pihak. Adapun akta yang dibuat di bawah tangan mmawgkta otentik merupakan

salah satu alat bukti surat yang digunakan dala®gsrpembuktian di pengadilan.

2.2.2 Pengertian Legalisas
Pengertian legalisasi menurut Pasal 1874 &) dan Pasal 1874 a Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Dengan penandatanganan sepucuk tulisanvehlbgangan dipersamakan suatu
cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yamtpripgal dari seorang

Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk cledang-undang dari mana
ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jerafaal,bahwa orang ini telah

diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telghadkan kepada orang itu,

dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubutikhadapan pegawai t&di.

Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendakiatjuga, di luar hal yang
dimaksud dalam ayat kedua pasal lalu, pada tutisizsan di bawah tangan yang
ditandatangani, diberi suatu pernyataan dari seorsdotaris atau seorang
pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, daana ternyata bahwa ia
mengenal si penandatangan atau bahwa orang ihidglarkenalkan kepadanya,
bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penandaia dan bahwa setelah itu
penandatanganan telah dilakukan di hadapan pegensabut®

Dari pengertian mengenai legalisasi tersdbatas, maksud dan tujuan legalisasi
yaitu untuk membuktikan bahwa dokumen atau aktbasvah tangan yang dibuat
oleh para pihak memang benar-benar ditandatangéeh para pihak yang
membuatnya dan untuk itu diperlukan kesaksian siaorang pejabat umum yang
diberi wewenang untuk itu dan dalam hal ini Notarig|ang menyaksikan
penandatanganan dokumen atau akta di bawah taegeebwt, pada tanggal yang
sama dengan waktu penandatanganannya, serta menyatalam akta, sehingga

para pihak tidak dapat menyangkal tidak mengetahperjanjian.

% |bid., Ps.1874 ayat (2).
6 |bid., Ps.1874a.
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Dalam ordonansi Stbl.1867-29 yang judulny@rgmahkan ke dalam bahasa
Indonesia berjudul “Ketentuan-ketentuan mengenii&n sebagai bukti dari surat-
surat di bawah tangan yang dibuat oleh golongamnugribumi atau orang-orang

yang disamakan dengan mereka”, dalam Pasal 1 wl&mt

Bahwa cap jempol disamakan dengan tandatangan lagaymla cap jempol itu
di waarmerk (yang bertanggal) oleh seorang notaris atau pejkdatyang
ditunjuk dalam ordonansi. Dalam Keterangannya halinyatakan bahwa ia
mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atag ota diperkenalkan
kepadanya, bahwa isi akta itu dijelaskeoofhouden) kepada orang itu; setelah
itu orangnya membubuhkan cap jempolnya di hadappbat itu?’

Ordonantie tersebut kemudian diubah dengan Stl8-291jo 43 dan ketentuan Pasal

1 ayat (2) menentukan:

Bahwa sebuah cap jempol/jari tangan orang termgsldngan hukum pribumi
(dan mereka yang disamakan) di bawah wesel, stdat,@aksep, surat-surat atas
nama pembawa (aan toonder), dan surat dagang #&idisamakan dengan
sebuah akta di bawah tangan, asalkan akta ituidilz@rmerking oleh seorang
notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh pemerintetiywa ia mengenal orang
yang membubuhkan cap jempol atau sidik jari atadaatu, bahwa isi akta itu
telah dijelaskan kepada orang itu dan akhirnyawiaatap jempol atau sidik jari
itu dibubuhkan di hadapan pegawaitu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) sebagaimasabté di atas, wewenang untuk
melegalisasi dan mendaftarkamaérmerken) surat-surat di bawah tangan tidak hanya
diberikan kepada para Notaris, akan tetapi kepagsbpt lainnya yang ditunjuk oleh
pemerintah, misalnya Ketua Pengadilan Negeri, Kepgaderah melalui Pamong
setempat.

Mengenaiwaar merken tersebut di atas, De Bruyn Mgz memakai 2 (dudaisyaitu:

1. Verklaring van Visum,

%" Tan Thong Kiepp.cit. hal.518
*% bid.
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Dengan verklaring van visum De Bruyn mengartikanameerken, memberi
tanggal pasti, yaitu keterangan bahwa notaris tetetihat @ezien) akta di
bawah tangan tersebut pada hari itu, dalam argg@nyang diberi adalah
tanggal ketika notaris melihatnya, sedangkan tamggin yang tertera di atas
surat di bawah tangan tersebut tidak pasti darp tei@at disangkal oleh
orangnya atau ahli warisnya.

2. Legalisasilegalisatie)

Legalisasi merupakan suatu tindakan hukum yangsharemenuhi beberapa

syarat, pertama Notaris mengenal orang yang menhibabutandatangannya,

kedua isi akta diterangkan dan dijelaskan kepadagnmya, dan ketiga kemudian

orang tersebut membubuhkan tandatangannya di hadegparis. Ketiga hal ini

harus disebut oleh Notaris dalam keterangannyardakia di bawah tangan.
Tandatangan pada akta di bawah tangan yang ddegalidak dapat disangkal dan
kekuatan legalisasi terletak pada pembubuhan tangamh atau cap jempol dari orang
yang datang menghadap Notaris. Legalisasi tidalku pitadakan dua saksi karena
suatu legalisasi adalah keterangan seorang Netaoedi, bukan akta Notaris.

Dalam kalangan masyarakat kadang terjadahsglengertian mengenai arti
legalisasi, bahwa dengan dilegalisasinya surat atéa di bawah tangan di hadapan
Notaris, mereka menganggap seolah-olah surat tdrselempunyai kedudukan
sebagai akta otentik. Status kedudukan akta di lndarzgan sekalipun dilegalisasi,
surat atau akta tersebut tetap merupakan surataitaudi bawah tangan. Menurut
G.H.S. Lumban Tobing, surat di bawah tangan yafegdiisir mempunyai tanggal
yang pasti, tandatangan yang dibubuhkan di bawaat stu benar berasal dan
dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalamt itu dan orang yang
membubuhkan tandatangannya di bawah surat itu tidgk dapat mengatakan,
bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, ol@telka isinya telah terlebih dahulu
dibacakan kepadanya sebelum ia membubuhkan tandantaya di hadapan pejabat

itu.°

29 G.H.S. Lumban Tobingp.cit., hal.289-290.
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Wewenang Notaris untuk melegalisasi dialamh Pasal 15 ayat (2) huruf (a)
UUJN, yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang esaingan tanda tangan dan
menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tatgagan mendaftar dalam buku
khusus. Dalam pasal ini tidak diatur untuk melesgai suatu akta di bawah tangan,
Notaris perlu menjelaskan isi akta di bawah tangalebih dahulu. Sehingga untuk
melegalisasi suatu akta di bawah tangan sudah tdaklagi keharusan seorang
Notaris mebacakan dan menjelaskan isi akta kepada penghadap sehingga
kekuatan legalisasi berdasarkan Pasal 15 ayat (R)IN terbatas pada tidak dapat
disangkalnya para pihak yang membubuhkan tandatagga

2.2.3 Pengertian Pendaftaran (Waarmerking)

Dalam ordonansi Stbl.1916-46 dikenal dua ama@endaftaranw@ar merking)
sebagaimana disebutkan oleh De Bruyn dengan dlajsterklaring van visum dan
legalisasi. Apabila akta di bawah tangan yang diber seseorang kepada notaris
dalam kondisi telah ditandatangani, maka akta diabatangan tersebut hanya dapat
diberi tanggal pasti bahwa Notaris telah melihaaak bawah tangan itu pada hari
itu. Dalam praktekerklaring van visum diartikan didaftarkanwaarmerken).

Dokumen atau akta di bawah tangan yang @idatrta dicatatkan dalam suatu
buku khusus oleh Notaris dalam kondisi dokumen alaa di bawah tangan tersebut
sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh parakpyeng membuatnya sebelum
disampaikan kepada Notaris. Dalam hal ini tanggduchen atau akta di bawah
tangan berbeda dengan tanggal pendaftaran yariukila oleh Notaris. Tujuan
dokumen atau akta di bawah tangan didaftarkeaarimerken) pada Notaris, yaitu
untuk memastikan atau membuktikan bahwa dokumen a@éa di bawah tangan
tersebut memang ada keberadaannya.

Wewenang Notaris untuk mendaftarkaagf merken) diatur dalam Pasal 15 ayat
(2) huruf (b) UUJN, yang menyebutkan bahwa Not&éswenang membukukan
surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dal&om khusus.

Kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalissaupun yang didaftarkan

(waarmerken) jika dikaitkan dengan akta di bawah tangan yadgkt dilegalisasi
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maupun di waarmerking, pada dasarnya akta tersalmia-sama bukan akta otentik
dalam hal pembuktiannya, akan tetapi akta di bataafjan yang dilegalisasi lebih
kuat daripada akta di bawah tangan yang di didaftafvaarmerken) dan akta di
bawah tangan yang tidak dilegalisasi maupun tidakdaftarkan \aarmerken), oleh
karena akta yang dilegalisasi menjamin kebenaramatangan dan tanggal
pembuatan akta, yang mana penandatanganan akkakaite di hadapan Notaris
selaku pejabat umum yang berwenang untuk itu, sg@@nakta yang didaftarkan
(waarmerken) hanya menjamin kebenaran dari keberadaan aktebigr sejak
didaftarkan.

Kedudukan akta otentik dan akta di bawalydarbaik yang dilegalisasi maupun
yang didaftarkanvfaarmerken) atau tidak dilakukan kedua-duanya, jika ditingkari
sudut hukum pembuktian akta-akta tersebut masirgiagamempunyai kekuatan
pembuktian yang berbeda. Akta otentik mempunyaiug&n pembuktian yang
sempurna dan dalam proses perkara di pengadil&im harikat pada apa yang
tertulis dalam akta otentik dalam arti bahwa apagy@rmuat dalam akta otentik oleh
hakim dianggap benar, sedangkan akta di bawah namganerlukan bukti lain dan

saksi-saksi untuk membuktikan kebenarannya.

2.3 Tinjauan Yuridis Praktek Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Satuan Rumah Susun Antara Pengembang PT X Dengan Pembeli

2.3.1 Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313bKitadang-Undang Hukum Perdata

merupakan suatu perbuatan dengan mana satu omnéebth mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut HerBadiono perjanjian adalah

tindakan hukum yang dengan mengindahkan ketentuatang-undang, timbul

karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih yalmgsmengikatkan diri dengan

tujuan menimbulkan, beralih, berubah, atau berakhirsuatu kebendadhSahnya

suatu perjanjian apabila ketentuan sebagaimana gisggratkan dalam Pasal 1320

%0 Herlien BudionoKumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2008), hal. 267.
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi. Syayarat tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal yang tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.
Keempat syarat tersebut di atas merupakan syard@kngang harus dipenuhi agar
suatu perjanjian dapat dianggap sah. Apabila spatjanjian tidak sah maka
perjanjian tersebut terancam batal, yang mengddabatulitas atau kebatalan. Syarat
pertama dan syarat kedua merupakan syarat subje&téna mengenai subjek atau
pihak-pihak dalam perjanjian. Dalam hal syarat ekildjdak terpenuhi, perjanjian
tidak batal demi hukum akan tetapi oleh salah g@tak dalam perjanjian dapat
dimintakan untuk dibatalkan. Syarat ketiga dan ay&keempat merupakan syarat
objektif, karena mengenai objek dalam perjanjianlabh hal syarat objektif tidak
terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. KetentuasalP 1332 sampai dengan Pasal
1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengaturgevai keharusan akan
adanya objek dalam perjanjian, karena dengan tatidnya objek dalam suatu
perjanjian, akibatnya suatu perjanjian tidak akderkitkan. Ketentuan dalam Pasal
1335 dan Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Remleengatur mengenai
rumusan kausa atau sebab yang halal, yaitu kauspdiperbolehkan oleh hukum.
Suatu kausa yang halal tidaklah mudah ditemukanusanmya dalam suatu
perjanjian. Setiap pihak yang mengadakan suat@amem dapat saja menyebutkan
suatu isi perjanjian, sehingga walaupun sebenapeygnjian itu terbit dari suatu
kausa yang tidak halal, menjadi tampak sebagauqefanjian yang diperkenankan
oleh hukunt!

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa dsasasarkan ketentuan pasal-
pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang HuRerdata. Beberapa asas

tersebut sebagai berikut:

31 Kartini Muljadi, Gunawan WidjajaPerikatan Pada Umumnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2003), hal.142.
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1. Asas konsensualisme

Tersirat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Ugdasukum Perdata, yang
merupakan syarat pertama yaitu sepakat mereka iymmgikatkan dirinya. Suatu
perjanjian pada dasarnya telah terjadi sejak teingp kata sepakat di antara para
pihak. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan diiart formalitas tertentu selain
tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokokntira para pihak, sehingga
dapat disimpulkan suatu perjanjian telah sah apatalah tercapai kesepakatan
mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebutuké apabila oleh undang-undang
ditetapkan formalitas tertentu. Salah satunya &dgdarlunya ada pembubuhan
tandatangan dari para pihak yang membuat perjasgaara tertulis sebagai wujud
kesepakatan tentang waktu dan tempat serta isinpemn yang dibuatnya dan sebagai
suatu bukti atas terjadinya suatu peristiwa.

2. Asas kebebasan berkontrak

Tersirat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Ugddokum Perdata, yang mana
menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuatrasesah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bekdasaasas kebebasan
berkontrak setiap orang diberikan kebebasan untekgadakan perjanjian dengan
siapa saja, mengenai apa saja, dengan syarat dark h@ng ditentukan oleh para
pihak sepanjang tidak ditentukan lain oleh undamgang dan tidak bertentangan
dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban yumum
3. Asas kekuatan mengikagtacta sunt servanda)

Tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) dan &ntpara pihak yang membuat
perjanjian harus memenuhi apa yang diperjanjikeantira mereka karena perjanjian
merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang matnia, tidak boleh ditarik
kembali kecuali mendapat persetujuan dari pihalgyaembuatnya. Oleh karenanya
tidak boleh pihak ketiga maupun hakim karena jabata ikut campur mengenai isi
perjanjian, kecuali isi perjanjian tersebut tidakrimbang melampaui batas
kelayakan, undang-undang akan memberi perlindundan perjanjian dapat
dibatalkan, baik atas permintaan pihak yang dimgikmaupun hakim karena

jabatannya, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihakgydirugikan telah mengetahui
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sepenuhnya akibat yang akan timbul dari perjanjarg dibuatnya tersebut. Asas ini
disebut juga asas kepastian hukum, karena parak pijemg membuatnya
berkeyakinan bahwa apa yang diperjanjikan dijarkanadilaksanakan.

4. Asas kepribadian

Tersirat dalam Pasal 1340 dan Pasal 131abKlndang-Undang Hukum
Perdata. Pasal 1340 menyatakan ruang lingkup hewakperjanjian hanyalah antara
pihak-pihak yang membuat perjanjian, sehingga pikakga tidak dapat ikut
menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian terselaut; Pasal 1315 menentukan
bahwa para pihak tidak boleh melepaskan tanggumgbjaya dari perjanjian yang
dibuatnya atau seseorang tidak diperbolehkan memlpsrjanjian hanya
menginginkan haknya saja tanpa mau memenuhi keavegia.

5. Asas itikad baik

Tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitalldog-Undang Hukum Perdata,
bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan denigad ibaik, dalam arti antara pihak
yang satu terhadap pihak yang lain harus bertihda@tasarkan kepatutan, kejujuran
dan tanpa tipu muslihat untuk kepentingan diri gentlkad baik dalam pelaksanaan
perjanjian harus sesuai dengan yang berlaku umunasyarakat.

Perjanjian yang akan penulis bahas dalam tesyaitu perjanjian pengikatan
jual beli khususnya perjanjian pengikatan jual b&htuan rumah susun yang
dipergunakan oleh pengembang. Dewasa ini kotaetar yang sudah demikian
padat penduduknya dengan persediaan tanah yangtdangatas, telah membuka
peluang bagi para pengusaha dan investor dalara bkahr untuk mengembangkan
industri pembangunan rumah susun baik untuk keperkomersial sekaligus untuk
pemenuhan keperluan hunian dalam satu kawasandtergan salah satu pelaku
usaha yang bergerak dalam industri properti tetsadi@iah PT X. Proyek-proyek PT
X yang saat ini dikembang luaskan yaitu pembangunarah susun komersial dan
hunian di lokasi yang strategis baik di tengah noaugh pinggir kota-kota besar. Ada
beberapa faktor yang menjadi motivasi PT X memilintuk mengembangkan
pembangunan rumah susun komersial dan hunian dalamkawasan terpadu antara

lain:
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1. Harga tanah akan terus meningkat karena sifat teeladgai benda tidak bergerak
dan terbatas;

2. Adanya pergeseran motivasi dalam masyarakat untesniliki satuan rumah
susun baik komersial maupun hunian, yang pada geaintuk usaha dan tempat
tinggal telah bergeser sebagai investasi dan sebagastatus sosial seseorang
dalam masyarakat;

3. Mempunyai nilai yang akan terus meningkat seiriegghn meningkatnya jenis-
jenis fasilitas yang tersedia dan dikelola;

4. Dapat dijadikan sebagai agunan dengan nilai pasggit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihaggpebang, dalam praktek jual beli
satuan rumah susun untuk kepraktisan hubungan h@atara pihak pengembang
dengan pihak pembeli, pengembang telah mempersiagpélaumen standar dalam
bentuk formulir-formulir, surat-surat dan perjanfiperjanjian. Langkah-langkah
urutan kegiatan setelah calon pembeli menentukiBimapiunit dan setuju dengan
harga serta cara pembayaran atas unit satuan rgosgmn yang akan dibelinya
sebagai berikut:

1. Pembeli membayar uang pemesanbooking fee) kepada pengembang dan
mengisi serta menandatangani Surat Pesanan dah Fmaohonan Renovasi
khusus untuk spesifikasi design pengembangan demgsayerahkan fotocopy
kartu identitas dalam hal ini Kartu Tanda Pendu(iikP) dan fotocopy Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli serta Surat Kyiteadikuasakan;

2. Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Belais&®umah Susun (PPJB)
berikut lampiran-lampiran dan surat-surat pendulkdangya antara pengembang
dengan pembeli, penandatanganan Surat Perintah K&AK) antara kontraktor
dengan pembeli jika pembeli menghendaki renovasas atunit dan
penandatanganan akad kredit antara bank dengarepeselaku debitor, apabila
pembeli membayar harga unit satuan rumah susun yiioglinya melalui
pinjaman di bank. Perjanjian-perjanjian tersebutodat di bawah tangan dan

khusus PPJB dilegalisasi oleh Notaris yang ditunjek pengembang;

Universitas Indonesia

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.



39

3. Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di hadapaabBejPembuat Akta Tanah
(PPAT) antara pengembang dengan pembeli setelahatsyarat untuk
pelaksanaan AJB telah terpenuhi, yaitu pembayasgahunit satuan rumah
susun telah dilunasi, serah terima unit telah ddalakan, pecahan sertipikat Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun telah kef3ar.

Dalam praktek jual beli satuan rumah susamg masih dalam tahap
pembangunan atau dalam tahap perencanaan diakdkardatengan dokumen
hukum perjanjian pengikatan jual beli satuan rumasun, yang merupakan kontrak
standar yang dibuat oleh para pihak mengenai sehat yang telah ditentukan
secara baku serta dituangkan secara tertulis. fflarjapengikatan jual beli satuan
rumah susun ini merupakan suatu bentuk perjanj@ardg@huluan atas transaksi jual
beli dan bentuknya bebas, yang dimaksud untuk mktkam adanya hubungan
hukum (hubungan kontraktual) antara pihak pengemtdengan pihak pembeli,
disatu pihak pengembang mengikatkan diri untuk oengan menyerahkan unit
satuan rumah susun, sedangkan dipihak lainnya pememgikatkan diri untuk
membeli dari pengembang unit satuan rumah susugadekewajiban membayar
lunas harga jual beli yang telah disepakati bersdara menerima penyerahan unit
satuan rumah susun apabila telah selesai dibarsgupidak pengembang. Perjanjian
pengikatan jual beli merupakan suatu kesepakatag giuat oleh dua pihak yang
mengandung janji-janji untuk melaksanakan prestasing-masing terlebih dahulu
oleh salah satu pihak atau oleh para pihak sebdapat dilaksanakannya perjanjian
pokok yang merupakan tujuan akhir dari para pilyaku melaksanakan jual beli di
hadapan PPAT. Persyaratan untuk terjadinya juakb&ian rumah susun di hadapan
PPAT dapat bermacam-macam, antara lain harga @latdtah dilunasi, bangunan
satuan rumah susun telah selesai dan telah adaalgk Huni disertai sertipikat Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun.

Perjanjian pengikatan jual beli satuan runglsun ini bukan merupakan
perbuatan hukum jual beli yang bersifat nyata daait karena perjanjian ini bersifat

konsensualisme, merupakan perjanjian yang lahigaleradanya kata sepakat dari

%2 \Wawancara dengan Pengembang PT X pada tanggaril®2811 dan 3 Mei 2011.
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kedua belah pihak yaitu pengembang dan pembelalR820 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata). Dengan adanya kata sepakat digoéasapihak, perjanjian tidak
dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali telah apatdpersetujuan dari pihak
lainnya. Apabila perjanjian pengikatan jual belisebut dibatalkan atau diputuskan
secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari [gilmadya, tuntutan dapat diajukan
oleh pihak lainnya.

Dalam perjanjian pengikatan jual beli satuamah susun, klausula-klausula dari
perjanjian tersebut disusun dan ditentukan olefy@eiang PT X, akan tetapi pihak
pembeli diberi kesempatan untuk memahami isi, kiEuklausula perjanjian
tersebut, dengan membaca, mempelajari isi klaudalesula dari perjanjian tersebut
dan apabila pembeli kurang memahami isi dari pgg@arpengikatan jual beli yang
akan ditandatanganinya, pengembang memberi kesampa&pada para pembeli
untuk bertanya. Dalam hal ini pengembang PT X tetenunjuk Notaris untuk
melegalisasi perjanjian pengikatan jual beli sataamah susun yang di buat di
bawah tangan tersebut dengan tujuan Notaris dapahberikan penjelasan isi
perjanjian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pengsabubungan dengan
permasalahan hukum serta melihat dan mengesahkdataagan dari pihak-pihak
yang menghadapnya.

Dalam praktek kontrak standar timbul karem@anya perbuatan-perbuatan
hukum yang sejenis dan selalu terjadi secara begultang dan teratur yang
melibatkan banyak orang, serta memerlukan waktwkunmnhempersiapkan isi
perjanjian. Untuk memenuhi kebutuhan ini isi pgi@an dibuat terlebih dahulu
kemudian dibakukan dan dipersiapkan dalam jumlatydda dalam bentuk cetakan,
sehingga mudah dan cepat jika diperlukan. Konttakdar ini diperuntukkan bagi
setiap pembeli yang memerlukan hubungan hukum dalananjian yang sejenis,
tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara satbeli dengan pembeli lainnya.
Ketentuan dalam perjanjian pengikatan jual beluaatrumah susun ini dianggap
tidak bersifat memaksa, karena perjanjian terseiiuiat berdasarkan kesepakatan

para pihak dan para pihak telah sepakat dan sdengan isi perjanjian sebelum

Universitas Indonesia

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.



41

perjanjian ditandatangani walaupun perjanjian tarsdelah dipersiapkan terlebih
dahulu oleh pihak pengembang.

Pada umumnya pengembang sebagai pihak yangliki kedudukan lebih kuat,
mempunyai kesempatan besar untuk melakukan pemyalaan keadaan.
Pengembang dapat secara leluasa mencantumkan d@peatingannya dalam
perjanjian pengikatan jual beli dan dapat mengakelpentingan pembeli. Klausula-
klausula dalam perjanjian pengikatan jual beli yaegnikian dapat menimbulkan
ketidakadilan bagi pembeli.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atgsatddisimpulkan bahwa perjanjian
pengikatan jual beli satuan rumah susun yang dilmlat pengembang PT X
merupakan perjanjian pendahuluan yang alasan di¥mudergantung pada adanya
perjanjian lain atau perjanjian pokok yaitu periamjual beli. Perjanjian pengikatan
jual beli satuan rumah susun ini termasuk dalangklip hukum perjanjian,
sedangkan perjanjian pokoknya yaitu akta jual gahg akan dibuat di hadapan
PPAT termasuk dalam lingkup hukum tanah nasiorehgytunduk pada Undang-
Undang Pokok Agraria, Undang-Undang nomor 5 tah@®601dan peraturan

pelaksanaannya.

2.3.2 s Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
Dalam suatu transaksi jual beli satuan rursabBun, seorang pembeli akan

berhadapan dengan pembuatan dokumen yang berkd&éagan hukum. Pada

umumnya ada 3 (tiga) dokumen hukum yang merupa&karden pokok yaitu:

1. Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah sugang diperjanjikan antara
pengembang dengan pembeli;

2. Akta jual beli yang dibuat dan ditandatangani did@an PPAT atas pengalihan
kepemilikan unit satuan rumah susun dari pengemkepgda pembeli; dan

3. Perjanjian kredit pemilikan satuan rumah susungydibuat antara pihak bank
selaku kreditor dengan pembeli selaku debitor, iégapembayaran atas

pembelian unit satuan rumah susun dibiayai dengarggunakan fasilitas kredit.
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Sebelum menandatangani dokumen sebagaimana terdelatas, pembeli perlu
memahami dokumen hukum tersebut terlebih dahuldaPamumnya pembeli
menyetujui isi daripada perjanjian pengikatan jugl satuan rumah susun yang telah
disiapkan oleh pengembang dan perjanjian kredity@isiapkan oleh pihak bank,
karena pihak pembeli tidak memiliki banyak pilin@nhadap sikap menyetujui atau
tidak menyetujui isi dari perjanjian baku tersebut.

Dari hasil wawancara dan penelitian lapangilam transaksi jual beli satuan
rumah susun yang ditawarkan oleh PT X, terdapaerapla dokumen hukum yang
telah dipersiapkan secara baku dalam bentuk forpsuirat-surat dan perjanjian yang
perlu ditandatangani oleh pembeli, yaitu sebagakibie
1. Surat Pesanan
Dalam bentuk formulir yang wajib diisi dan ditanalagani oleh pemesan dan
penerima pesanan. Pada halaman muka berisikanleteglgap pemesan, data unit
yang dipesan, data perhitungan harga jual unit yijpesan, cara pembayaran secara
tunai/cicilan/pinjaman, janji pemesan untuk membajan penerima pesanan untuk
menyelesaikan pembangunan, keterangan bulan dam tahrah terima akan
dilaksanakan dan pada halaman belakang tercantaratssyarat dan ketentuan Surat
Pesanan. Tanda jadibdoking fee) wajib dibayar oleh pemesan pada saat
penandatanganan Surat Pesanan berikut menyeraltanogy Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan fotocopy Nomor Pokok Wajib PajElPWP) bagi pemesan
yang memerlukan faktur pajak standar Pajak Pertaerbililai (PPN).

2. Surat Permohonan Renovasi

Apabila pemesan menginginkan adanya tambahan aagembangan dari bentuk
standar semula atas unit yang dipesannya, pemeagim mvengisi formulir Surat
Permohonan Renovasi, yang berisikan data lengkaegen, data satuan unit yang
dikembangkan, data perhitungan harga pengembangaryang dipesannya, cara
pembayaran unit pengembangan dan janji pemesank umembayar kepada
kontraktor dan janji kontraktor untuk menyelesaikgmembangunan unit
pengembangan serta bulan dan tahun serah terima @ikeksanakan dengan

tambahan lampiran berisikan perincian spesifik@sigembangan yang dipilih oleh
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pemesan. Kemudian pemohon/pembeli bersama-sama ardengontraktor
menandatangani surat permohonan renovasi.
3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Sudengan lampiran-
lampirannya, yaitu:
- Lampiran | : Gambar Kadaster

Lampiran Il : Spesifikasi Standar Unit Satuan RurSakun

Lampiran Il : Rincian Harga Standard dan Cara Rayatan

Lampiran IV : Ketentuan-Ketentuan Khusus Unit SatRamah Susun

- Lampiran V : Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-SyRegfanjian

- Lampiran VI : Kontrak Tentang Pelaksanaan Tataif &atuan Rumah Susun

- Lampiran VIl : Peraturan Tata Tertib Hunian.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susurwajib ditandatangani
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kaletelbitung sejak tanggal Surat
Pesanan, bilamana pemesan dengan alasan apapun tigagdbelum juga
menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual BeliaBakRumah Susun dimaksud,
pemesan dianggap telah mengundurkan diri dan sébg@j unit tersebut dapat
ditawarkan atau dijual kepada pihak lain, sedangiedaruh pembayaran yang telah
diterima oleh pengembang tidak dapat dikembalikepaka pemesan dan menjadi
hak sepenuhnya dari pengembang.
4. Surat Perintah Kerja dengan lampiran-lampirannipagai berikut:

Lampiran | : Spesifikasi Renovasi Unit Satuan RuiSabun;

Lampiran II: Harga Renovasi dan Cara Pembayaran
Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangdeh dan antara pembeli dengan
pihak kontraktor yang ditunjuk oleh pengembang dpadda pengajuan perubahan
atau renovasi dari bentuk standar atas unit satuarah susun yang dibeli oleh
pembeli, sehingga perlu diadakan pekerjaan tambah @erintah pembeli kepada
kontraktor dengan sepengetahuan pihak pengembang.
5. Berita Acara Serah Terima Unit Satuan Rumah Susun
Berita Acara Serah Terima Unit Satuan Rur@abun ini wajib ditandatangani

selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalendertterbisejak tanggal serah terima,
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yang ditetapkan dalam surat undangan serah terimmag ydikirimkan oleh
pengembang dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum pamge fisik unit satuan
rumah susun. Pengembang akan memberitahukan secards kepada pembeli
untuk datang ke tempat dan pada hari serta tanggay ditentukan untuk
menandatangani Berita Acara Serah Terima dan nmeagrenyerahan fisik unit yang
diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual lsaliuan rumah susun.

6. Surat Kuasa

Beberapa Surat Kuasa yang diperlukan oletygrabang dari pembeli apabila
pembeli berhalangan yaitu terdiri dari:

- Surat Kuasa Serah Terima Unit Satuan Rumah Susun

- Surat kuasa penandatanganan Akta Jual Beli

- Surat Kuasa Pembentukan Perhimpunan Penghuni

Pengaturan klausula-klausula pokok yang taptean dalam Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun PT X sebaglaut:

a. Judul perjanjian yang digunakan pengembang terhpdgpnjian pengikatan jual
beli yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli SatuammBh Susun, yang selanjutnya
disebut sebagai “Perjanjian”.

Perjanjian ini dibuat oleh para pihak yggengembang selaku Pihak Pertama dan
pembeli selaku Pihak Kedua. Dalam premise diteramgBahwa Pihak Pertama
memiliki satuan rumah susun yang sedang dalam ppE@bangunan sehingga akta
jual beli belum dapat dilaksanakan, sedangkan pidwak bermaksud melaksanakan
transaksi jual beli atas unit satuan rumah susuas Aertimbangan tersebut para
pihak sepakat membuat dan menandatangani Perjadaansaling berjanji dan
mengikatkan diri untuk mentaati Perjanjian beriketuruh lampiran-lampirannya.
Adapun ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian teara terperinci dalam bentuk
lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuarbdgian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian. Dalam Perjanjian tercantum pugug&lla para pihak sepakat dengan
ditandatanganinya Perjanjian, segala syarat daenketn yang tercantum dalam
Perjanjian dan lampiran-lampirannya telah dibaga dienengerti dengan benar oleh
para pihak.
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b. Objek Perjanjian

Objek yang diperjual belikan dan diperjaaiik oleh pengembang kepada
pembeli, yaitu unit satuan rumah susun dicantunske@ara terperinci dalam lampiran
| dalam bentuk Gambar Kadaster dan dalam lampirgrang berisikan perincian
mengenai letak, tipe, luas, spesifikasi standangudan daya listrik dan instalasi dari
unit satuan rumah susun, termasuk nama konsultag geelakukan perencanaan
pembangunan rumah susun tersebut.
c. Harga dan Cara Pembayaran

Harga dan pilihan cara pembayaran sertsajayang termasuk dalam nilai jual
yang dibayar oleh pembeli, tercantum dalam lampilarmengenai nilai harga
standard dan cara pembayaran yang dipilih oleh pknskrta lampiran IV yang
mencantumkan rekening pengembang, lamanya peniglesstuan rumah susun dan
tanggal serah terima unit satuan rumah susun, koempmilai jual dan kondisi
khusus yang diberlakukan atas unit satuan rumalunsugang dijual oleh
pengembang. Dalam ketentuan khusus diuraikan mandemndisi persyaratan
tambahan seperti persyaratan area parkir, iuraggb@aan, sinking fund dan Badan
Pengelola, diluar persyaratan yang telah diatur blaraku secara umum dalam
lampiran V mengenai ketentuan-ketentuan dan sggeatit perjanjian.
d. Syarat-syarat dan Ketentuan

Syarat-syarat dan ketentuan yang diperjanjiklalam bentuk klausula baku
tercantum secara terperinci pada lampiran V daldrfdda puluh) pasal-pasal dengan
sub judul sebagai berikut:

- Pasal 1 Definisi

Pasal 2 Pengikatan Jual Beli

Pasal 3 Harga Jual dan Cara Pembayaran

Pasal 4 Keterlambatan Pembayaran

Pasal 5 Penyerahan Fisik

Pasal 6 Jaminan atas Unit Sarusun

Pasal 7 Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB)

Pasal 8 Pemutusan Perjanjian
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- Pasal 9 Kewajiban Pihak Pertama

- Pasal 10 Kewajiban Pihak Kedua

- Pasal 11 Hak Pihak Pertama

- Pasal 12 Hak Pihak Kedua

- Pasal 13 Pengalihan Hak dan Kewajiban

- Pasal 14 Pernyataan dan Jaminan Pihak Pertama
- Pasal 15 Pernyataan dan Jaminan Pihak Kedua
- Pasal 16 Asuransi

- Pasal 17 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- Pasal 18 Penyelesaian Perselisihan

- Pasal 19 Pemberitahuan

- Pasal 20 Ketentuan-Ketentuan Lain.

Beberapa klausula penting yang akan dibahas olelhlipexntara lain:

1. Klausula mengenai sanksi bagi pengembang bilanéda menyerahkan unit
satuan rumah susun dan sanksi bagi pembeli ap#dmlambat melakukan
transaksi pembayaran harga jual;

2. Klausula masa pemeliharaan atau tenggang waktuk ymagajuan komplain
kondisi bangunan setelah serah terima;

3. Klausula mengenai pemutusan perjanjian; dan

4. Klausula mengenai keadaan memaksa (force majeure).

Dalam ketentuan Pasal 4 Perjanjian, meng&®aerlambatan Pembayaran,
diatur bilamana Pihak Kedua (pembeli) dengan alagmpun ternyata tidak dapat
atau terlambat melaksanakan suatu atau beberagzparan kepada Pihak Pertama
(pengembang) sebagaimana ditetapkan di dalam Bd3atjanjian, mengenai harga
jual dan cara pembayaran, Pihak Kedua wajib membdgada keterlambatan
sebesar 2%o (dua permil) per hari dari jumlah yaagi$ dibayar, denda mana wajib
dibayar oleh Pihak Kedua bersamaan dengan kewgjibarbayaran yang terlambat

dibayarkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Lampifaerjnjiart*

% Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah SB3uX, Lampiran V.
*1bid., Ps. 4.
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Dalam Pasal 5 ayat (4) Perjanjian, meng®&esayerahan Fisik, diatur apabila
oleh sebab apapun, kecuali karena adanya permidtagRihak Kedua sendiri untuk
meminta perubahan-perubahan pada unit Satuan R&usin dan karena sebab-
sebab sebagaimana dimaksud Pasal 17 yaitu menieadaan Memaksa-¢rce
Majeure), ternyata Pihak Pertama melalaikan kewajibannydakt dapat
menyelesaikan pembangunan dan menyerahkan unisu®anada tanggal yang
disebutkan pada Pasal 5.1 Lampiran V Perjanjiardam setelah melampaui masa
tenggang waktu perpanjangan sesuai ketentuan dadampiran IV Perjanjian, atas
kelalaian tersebut, Pihak Kedua berhak menegurkPPertama secara tertulis.
Apabila Pihak Pertama tetap melalaikan kewajibarteysebut, Pihak Kedua dapat
mengirim surat teguran kedua kepada Pihak Pertaitugk segera menyerahkan unit
Satuan Rumah Susun, serta membayar denda ketetéanmpEnyerahan unit Satuan
Rumah Susun tersebut sebesar 2%o (dua permil) peddranilai sisa pekerjaan yang
atas unit Sarusun milik Pihak Kedua yang belumetesaikan, dengan maksimum
denda sebesar 5% (lima persen) dari harga juaangamy ketentuan-ketentuan Pasal
3 di atas telah dipenuhi oleh Pihak Kedua. Perganndenda dimaksud dihitung
mulai dari hari pertama setelah masa tenggang wsdduai Lampiran IV Perjanjian
terlampaui, sampai dengan tanggal undangan senamat@ertama kali dari Pihak
Pertama kepada Pihak Kedfia.

Dari ketentuan dalam pasal-pasal sebagaitesgebut di atas, walaupun secara
persentasi besarnya denda yang ditetapkan dan ki#sagar oleh pengembang
maupun pembeli sama besarnya yaitu sebesar 2%{tudl) per hari, akan tetapi
ada batasan maksimum denda yang harus dibayapetgembang yaitu sebesar 5%
(lima persen) dari harga jual. Dari isi pasal tewgeterlihat bahwa walaupun ada
dicantumkan mengenai sanksi denda terhadap kedafambak, akan tetapi klausula
tersebut tetap lebih menguntungkan posisi pihak@efang.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian, mengelaninan atas Unit Sarusun,
tanggung jawab pengembang terhadap tuntutan pendiaB masa jaminan

ditentukan dalam jangka waktu 100 (seratus) halender berturut-turut sejak

% bid., Ps. 5 ayat (4).
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penandatanganan Berita Acara Serah Terima ataugghipn Para Pihak telah
menandatangani Berita Acara Serah Terima. Selamsa n@minan, perbaikan-
perbaikan kerusakan yang terjadi bukan disebablesal&han pembeli ditanggung
sepenuhnya oleh pengembang, lewat dari masa jampeargembang tidak
mempunyai kewajiban lagi terhadap pembeli untuk perbmaiki kerusakan-
kerusakan tersebut. Masa jaminan 100 (seratus) yang ditetapkan oleh
pengembang PT X dalam Perjanjian Pengikatan JuaBBeian Rumah Susun telah
sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalatonfan Perikatan Jual Beli
Satuan Rumah Susun yang ditetapkan dalam Lampiggutiisan Menteri Negara
Perumahan Rakyat nomor 11/KPTS/1994, tanggal 17eMbpr 1994. Dalam
praktek masa jaminan tersebut hanya cukup untulgetahui dan meneliti kondisi
dan kualitas bangunan yang terlihat sesuai spasiff@ng telah ditetapkan bersama
dalam Perjanjian, sedangkan untuk mengetahui cacat tersembunyi pada
bangunan antara lain konstruksi bangunan, tenggaidu masa jaminan tersebut
tidak akan mencukupi. Dalam Pasal 16 Perjanjiaetappkan bahwa satuan rumah
susun dan bagian-bagiannya harus diasuransikasedama unit-unit satuan rumah
susun belum diserah terimakan kepada pembeli, pesmiansi ditanggung oleh
pengembang. Sedangkan terhitung sejak unit satuaalr susun diserah terimakan
kepada pembeli, maka kewajiban untuk mengasuranddesalin secara otomatis
menjadi kewajiban pembeli. Dalam hal ini dapat tikan telah terjadi pembatasan
tanggung jawab pengembang terhadap terjadinya dacs¢émbunyi pada objek
perjanjian yang kemungkinan baru diketahui setialatnya masa jaminan.

Dalam ketentuan Pasal 8 Perjanjian mendeeaiutusan Perjanjian, ditetapkan
bahwa pengembang maupun pembeli berhak untuk mekautuPerjanjian secara
sepihak berdasarkan alasan-alasan yang ditetalkam dPerjanjian tersebut. Alasan
bagi pengembang untuk memutuskan perjanjian seegidlak antara lain pembeli
lalai melakukan pembayaran, pembeli pailit ataardit di bawah pengampuan,
pembeli meninggal dunia dan dalam waktu 60 (enanfipuiari kalender sejak saat
meninggal ahli warisnya tidak melanjutkan kewajilpmbeli. Alasan bagi pembeli

untuk memutuskan perjanjian secara sepihak antam pengembang lalai
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menyerahkan unit satuan rumah susun sedangkan jpeéeiake memenuhi seluruh
kewajibannya, pengembang dinyatakan pailit dan lmada kewajiban yang belum
dipenuhi oleh pengembang kepada pembeli. Pihak gpelbang maupun pihak
pembeli dalam rangka melaksanakan haknya untuk moskan perjanjian cukup
dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepadi@kpiainnya. Akibat dari
pemutusan perjanjian oleh pengembang, uang yaalg tithayarkan pembeli kepada
pengembang tidak dapat dikembalikan kepada pemisgiig tersebut yaitu booking
fee, uang muka dan pajak-pajak antara lain Pajatafbahan Nilai (PPN) yang
telah disetorkan oleh pengembang ke Kas Negara. skkelah pemotongan masih
terdapat sisa uang, pengembang akan mengembali&anuang tersebut kepada
pembeli setelah unit satuan rumah susun terjuaaddeempihak lain. Akibat dari
pemutusan perjanjian oleh pembeli, seluruh uang yalah dibayarkan oleh pembeli
kepada pengembang akan dikembalikan tanpa bunggemdang wajib membayar
pula denda-denda bilamana dfa.

Mengacu pada Pasal 1320 juncto Pasal 138&b KUndang-Undang Hukum
Perdata, perjanjian pengikatan jual beli tidak dapbatalkan secara sepihak dan
perjanjian hanya dapat dibatalkan atas persetukedua belah pihak, karena
perjanjian pengikatan jual beli ini merupakan kesepan para pihak dan berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak yang memfauatembatalan secara
sepihak yang dilaksanakan hanya dengan memberé@bgritahuan tertulis kepada
pihak lainnya dan secara otomatis membatalkanmenapengikatan jual beli satuan
rumah susun tersebut, jika ditinjau dari syarangalsuatu perjanjian yaitu sepakat
mereka yang mengikatkan dirinya, maka ada 2 (disl) ssidut pandang atas
ketentuan pembatalan sepihak tersebut. Pertamanpan jual beli tidak dapat secara
otomatis dibatalkan jika pihak yang dibatalkan kid@emberi persetujuan, sedangkan
sudut pandang kedua atas dasar perjanjian telalcalilan diketahui isinya dan para
pihak telah menyetujuinya dengan bukti telah digaadgani perjanjian, maka syarat-
syarat yang diatur dalam Pasal 8 Perjanjian telabpdkati dan disetujui dengan

demikian cara pembatalan sepihak dengan hanya rimrekgh pemberitahuan secara

% |hid., Ps. 8.
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tertulis kepada salah satu pihak dapat dilaksanakarena dianggap telah ada
kesepakatan mengenai pelaksanaan pembatalan irpildak yang menerima surat
pembatalan telah mengetahui dan menyetujuinya.

Dalam ketentuan Pasal 17 Perjanjian meng&®@idaan MemaksaF¢rce
Majeure)®’, ditetapkan bahwa pengembang tidak akan ditumtikubertanggung
jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan modm&ewajiban penyerahan
fisik unit satuan rumah susun apabila keterlambattau kegagalan tersebut
diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang setayak dan patut berada diluar
kemampuan pengembang antara lain langkanya bahagurhen, bencana alam,
perang. Apabila terjadi peristiwa tersebut paraakiBecara bersama-sama maupun
masing-masing sendiri, dengan dilandasi itikad la&én melakukan upaya menekan
akibat yang menimbulkan kerugian seminimal mungidalam Pasal 5 ayat 4
Perjanjian juga diatur Pasal 17 ini masuk dalamgpeunalian dari kelalaian
pengembang yang dikenakan sanksi denda.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Negara mahan Rakyat nomor
11/KPTS/1994, tentang Pedoman Perikatan Jual Belia® Rumah Susun, pada
ketentuan mengenai Kewajiban Pengusaha PembanguP@mmahan dan
Permukiman butir 8 ditentukan bahwa jika selamdabgsungnya pembangunan
terjadi force majeure yang diluar kemampuan pahakpi Pengusaha dan Pembeli
akan mempertimbangkan penyelesaiannya  sebaik-tmikngengan dasar
pertimbangan utama adalah dapat diselesaikannyabgmgunan satuan rumah
susurc®

Pada Pasal 17 di atas pengembang menetagkatentuan tidak dengan tegas
dan jelas menetapkan dasar pertimbangan utama pérak yaitu dapat
diselesaikannya pembangunan satuan rumah susurupwalapemerintah telah
mengeluarkan pedoman perikatan jual beli yang aegdas telah mencantumkan

dasar pertimbangan utama tersebut. Ketentuan mangeadaan memaksa (force

37 | i

Ibid., Ps. 17.
3 Departeman Perumahan Rakyégputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tentang Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, Kepmenpera No.11/KPTS/1994, Lampiran Bagian UtiB
8.
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majeure) ini dapat dijadikan alasan pembebasan atasan pembenaran oleh
pengembang, yang merupakan upaya hukum yang dajgainattan untuk
menghindarkan diri dari beban tanggung jawab tartelMlengenai alasan keadaan
memaksa dapat membebaskan dari tanggung jawamttertkatur pula dalam
ketentuan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukuma®erdang pada dasarnya
menentukan bahwa orang yang melakukan cidera g@agat melepaskan diri dari
memikul beban ganti rugi, biaya dan bunga apabdeerka terjadinya keadaan
memaksa.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yanigudt dan dipersiapkan oleh pihak
pengembang dengan menggunakan klausula baku dégeakakiukan dan diterima
oleh pembeli oleh karena kedudukan pembeli lebiiale baik dari kedudukan sosial
ekonomi pengembang maupun pengetahuan mengeparjenjian. Kedudukan para
pihak yang tidak berimbang dalam suatu perjanjigang seharusnya dibuat
berdasarkan kesepakatan para pihak akan tetapameagsan praktis dirumuskan
sepihak, yang mana hal ini dapat menimbulkan mhsdiam pelaksanaannya.
Tindakan dan pengawasan pemerintah dalam melindpagh pembeli selaku
konsumen atas perjanjian yang dibuat secara baikiy gengan mengeluarkan dan
memberlakukan peraturan-peraturan yang diatur dalamdang-Undang nomor 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam\B&letentuan Pencantuman
Klausula Baku, Pasal 18 ayat 1 menentukan, bahla&kypesaha dalam menawarkan
barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdfiga dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumeatdargerjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pmETgmrkembali barang
yang dibeli konsumen.

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak mmrekembali uang yang
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dile¢likdnsumen.

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepad&wpeisaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukanla¢igalakan sepihak yang

berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsureeara angsuran.
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e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya keguiteaang atau pemanfaatan
jasa yang dibeli oleh konsumen.

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangifaaf jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjaek il beli jasa.

g. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yangpd aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutandiboat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yeeligyh.

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepad&upeisaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakgarterhadap barang yang
dibeli oleh konsumen secara angsutan.

Ketentuan Pasal 18 ayat 2 menentukan, bahwa patdha dilarang mencantumkan

klausula baku yang letak atau bentuknya sulithatlatau tidak dapat dibaca secara

jelas yang pengungkapannya sulit dimend®@rti.

Mengacu pada Pasal 18 ayat (1) dan ayatJ(®)ang-Undang Perlindungan
Konsumen tersebut di atas, dapat dikatakan bahwia gasarnya pelaku usaha
diperbolehkan untuk membuat perjanjian dengan memeggn klausula baku yang
telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh para pelalsaha, dengan ketentuan
sepanjang klausula baku yang dicantumkan dalamargen tersebut tidak
mencantumkan ketentuan-ketentuan yang dilaranggagbana diatur dalam Pasal
18 ayat (1), dan tidak dalam bentuk sebagaimang gldarang dalam Pasal 18 ayat
(2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Renrtigan Konsumen.

Dari hasil tinjauan yang penulis lakukarh&gtap isi perjanjian pengikatan jual
beli atas satuan rumah susun dan dokumen pendldimnga, dapat dikatakan PT X
telah berupaya agar klausula-klausula baku atast-surat dan perjanjian yang
dipergunakan oleh PT X telah berusaha untuk merapikam kepentingan pembeli
dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yataki Pengembang PT X
dalam penyusunan dan pembuatan perjanjian pengikahbeli satuan rumah susun
telah berusaha berpedoman pada Keputusan MentgrardlePerumahan Rakyat

%9 Indonesia,Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, LN No.42
tahun 1999, TLN No. 3821, Ps.18 ayat (1).
“0|bid, Ps. 18 ayat (2).
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Nomor 11/KPTS/M/1994 dan Undang-Undang nomor 8 haHi999 tentang
Perlindungan Konsumen, dengan tujuan agar sedapajkin permasalahan hukum
dapat dihindari dalam transaksi jual beli satuamaln susun yang ditawarkannya.
Akan tetapi hal tersebut di atas tidak mudah ddak&an, sehingga klausula-klausula
baku yang ditetapkan dalam formulir, surat-suranh daerjanjian baku yang
dipersiapkan pengembang dapat dikatakan belum rdsemar berimbang,
sebagaimana terlihat dalam klausula-klausula yaquls bahas tersebut di atas,
yang mana kepentingan pengembang masih dominaranDddausula-klausula
tersebut masih tersirat adanya unsur pemaksaapesf@alihan tanggung jawab yang
dilakukan oleh pengembang kepada pembeli. Penempmhta pihak yang tidak
berimbang dalam perjanjian baku yang dibuat mengkgn asas kebebasan
berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KitababgdJndang Hukum Perdata,
berakibat dapat meniadakan suatu kewajiban atagmapunskan hak-hak salah satu
pihak.

Pengawasan pemerintah terhadap pengagirBenanjian Pengikatan Jual Beli
Satuan Rumah Susun yang telah dituangkan dalamalbEeputusan Menteri Negara
Perumahan Rakyat nomor 11/KPTS/1994, tentang PeaddPeaikatan Jual Beli
Rumah Susun, pada umumnya direspon oleh para pbaggnakan tetapi secara
tidak konsisten. Pada satu sisi pengembang merdak terikat dengan produk
hukum tersebut dengan alasan ketentuan terselgkatannya lebih rendah dari
undang-undang atau peraturan pemerintah, dan kateriersebut hanya sekedar
pedoman yang bersifat fakultatif (kebolehan), sginpengembang boleh mengikuti
atau tidak mau mengikutinya. Pada sisi lain pengglgbmerasa terikat pada
Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat untulerkegmgan penanganan

perkaranya di pengadilan melawan gugatan konsuthen.

1 yusuf Shofie Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti,
Bandung 2003, hal.94.
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2.3.3 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Satuan Rumah Susun
Para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beliaa rumah susun PT X, dapat
dibagi menjadi sebagai berikut:
a. Pihak-pihak yang terkait langsung dengan perjargangikatan jual beli satuan
rumah susun.

Pihak-pihak yang terkait langsung yaitu pilpgngembang selaku penjual dan
pihak pembeli. Hubungan hukum antara pengembangatgerpembeli dalam
perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susarupakan hubungan timbal balik
antara hak dan kewajiban, yang mana hak dan keawajgara pihak seharusnya
ditetapkan oleh para pihak secara bersama-samaamlehkgsepakatan yang
dituangkan dalam perjanjian secara berimbang, sdsagan asas kesepakatan yang
tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang kuRerdata. Adapun wujud
hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dimaldaldm hubungan timbal
balik ini tergantung pada wujud objek hukum yangsbhegkutan, dalam hal ini unit
satuan rumah susun yang diperjual belikan yang adergumber dari timbulnya
berbagai hak dan kewajiban tersebut.

b. Pihak-pihak yang terkait secara tidak langsung dergrjanjian pengikatan jual
beli satuan rumah susun.

Dalam transaksi jual beli satuan rumah suselain terdapat pihak-pihak yang
terkait langsung dengan perjanjian pengikatanbeélsatuan rumah susun dalam hal
ini pengembang dan pembeli, terdapat pula piha&lpiyang terkait tidak secara
langsung dengan perjanjian pengikatan jual beliasatrumah susun, antara lain
kontraktor dan Badan Pengelola rumah susun sertarisloyang ditunjuk oleh
pengembang untuk melegalisasi perjanjian.

Hubungan pembeli dengan kontraktor dalamiriiaierkait sehubungan dengan
hubungan kerja kontraktor dengan pengembang, yaagankontraktor mendapat
perintah kerja dari pengembang untuk menyelesgkambangunan rumah susun dan
menyerahkan hasil pekerjaannya dan pengembang umkelalpembayaran terhadap

kontraktor. Atas hasil pekerjaannya kontraktor imasempunyai kewajiban jaminan
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masa pemeliharaan apabila atas kerusakan-keruss#darketidak sempurnaan hasil
kerja kontraktor, sehingga kontraktor masih terikantuk melaksanakan
kewajibannya untuk memperbaiki hasil pekerjaaniy@am perjanjian pengikatan
jual beli pengembang terikat jaminan pemeliharaangdn pembeli, atas instruksi
pembeli perbaikan kerusakan fisik bangunan yanghtealiserah terimakan oleh
pengembang kepada pembeli, oleh pengembang akanstrdiisikan kepada
kontraktor untuk segera memperbaikinya, pembelaktiddiperkenankan untuk
langsung memberi instruksi kepada kontraktor.

Hubungan pembeli dengan Badan Pengelolandalal ini terkait sehubungan
dengan Badan Pengelola yang ditunjuk untuk mermgeloimah susun oleh
pengembang selaku Perhimpunan Penghuni SementarahRsusun. Atas petunjuk
dari pengembang selaku Perhimpunan Penghuni SemeRtanah Susun, ruang
lingkup pekerjaan Badan Pengelola antara lain m&kak pengelolaan dan perawatan
atas bagian bersama, benda bersama dan tanah adrsakut fasilitas-fasilitas yang
tersedia pada rumah susun selalu dalam kondisinbeestib dan berfungsi baik.
Badan Pengelola melakukan tugasnya atas instraksipémberian wewenang dari
pengembang selaku Perhimpunan Penghuni SementarehR&usun dan untuk
kepentingan dan kenyamanan bersama para penghurpesabeli unit-unit satuan
rumah susun yang ditawarkan oleh pengembang. Dalapiran-lampiran perjanjian
pengikatan jual beli satuan rumah susun, yaitu fempVIl mengenai Kontrak
tentang Pelaksanaan Tata Tertib Satuan Rumah Sismurlampiran VIl tentang
Peraturan Tata Tertib Hunian, diatur bahwa pengemlzaalah satu-satunya yang
berhak menunjuk dan menentukan Badan Pengelola g&ag mengawasi dan
mengatur operasional dan tata tertib yang dibekiakuypada rumah susun tersebut
yang nantinya wajib ditaati oleh pembeli.

Hubungan pembeli dengan Notaris, dalam haltdrkait dengan penunjukan
Notaris oleh pengembang untuk melegalisasi peganpiengikatan jual beli satuan
rumah susun yang dibuat di bawah tangan dalam ldraku oleh pengembang
untuk ditandatangani oleh pembeli. Pembeli wajibithbersama-sama dengan pihak
pengembang di kantor Notaris pada waktu yang teliédntukan. Notaris akan
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menjelaskan kepada pembeli isi perjanjian pengikaial beli satuan rumah susun
yang telah disiapkan oleh pengembang, antara laengenai objek yang

diperjanjikan dan mengenai hak-hak dan kewajibamaliban para pihak. Setelah
pembeli mengerti dan menerima isi perjanjian yaipgmdiapkan oleh pengembang
tersebut, di hadapan Notaris perjanjian tersebtandatangani oleh pembeli dan
pihak pengembang.

Dari uraian tersebut di atas terlihat adamata rantai yang menghubungkan
antara pihak-pihak baik yang terkait langsung denggrjanjian pengikatan jual beli
satuan rumah susun dengan pihak-pihak yang tetilait secara langsung dengan
perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah suslalam hal ini telah terjadi
hubungan hukum antara satu sama lain yang dijembd¢agan ditandatanganinya
perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah suidamkesepakatan yang ditetapkan

dalam perjanjian tersebut.

2.3.4 Sikap Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah
Susun
Beberapa tahapan dalam prosedur pembelian unitarsatumah susun yang
ditawarkan oleh PT X, yaitu:
1. Tahap pemesanan;
2. Tahap penandatanganan perjanjian pengikatan jualsh&an rumah susun
diikuti dengan akad kredit apabila pembiayaan manggan jasa bank;
3. Tahap serah terima unit satuan rumah susun; dan
4. Tahap penandatanganan akta jual beli di hadapaid PPA
Dalam tahap pertama yaitu tahap pemesanérmasi tentang satuan rumah
susun merupakan kebutuhan pokok sebelum pembelgygneakan dananya untuk
mengadakan transaksi pembelian unit satuan rumabnsdimaksud. Informasi
tersebut dapat diperoleh pembeli dari keterangak decara lisan maupun tertulis
dari pengembang maupun agen-agen pemasaran pemggentamber informasi
pembeli peroleh dalam berbagai bentuk antara ladfaloi iklan di media non-

elektronik maupun media elektronik, brosur, pamfd@meran-pameran niaga. Dalam
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tahap pemesanan pembeli bersikap aktif untuk mexkiap informasi dan berbagai
penjelasan dari bagian pemasaran pihak pengeméataga lain informasi mengenai
unit satuan rumah susun yang masih tersedia, lolasfasilitas yang tersedia, harga
unit satuan rumah susun yang akan dipesan, carbgyanan yang dapat dipilih oleh
pembeli, serta ketentuan dan syarat-syarat yanly piketahui dan ditaati oleh
pembeli sebelum pembeli membayar uang pemesénoakirig fee) dan mengadakan
hubungan hukum lebih lanjut, yaitu penandatangggjanjian pengikatan jual beli
satuan rumah susun dengan pengembang.

Dalam tahap kedua yaitu tahap penandatanga@@anjian pengikatan jual beli
satuan rumah susun, telah terjadi hubungan hukumareanpembeli dengan
pengembang dengan segala aspek keperdataannya, hyditingan hukum yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban pembeli yengifat keperdataan. Dalam
tahap penandatanganan perjanjian pengikatan jliaatean rumah susun ini berlaku
asas hukum kebebasan berkontrak dan sistem teylamkpdianut hukum perjanjian
buku ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Palapt ini setiap orang diberi
kebebasan mengadakan perjanjian termasuk perjayagian dipaksakan, dalam arti
pembeli sebagai pihak yang mempunyai posisi leb@mah dibandingkan
pengembang berada pada kontk&e it or leave it, sehingga pihak yang lebih kuat
dapat memaksakan kehendaknya atas pihak yang lémabler mengatakan bahwa
hukum perjanjian itu adalah pelindung dari pembagiekuasaan yang tidak merata
dalam masyarakat sehingga memungkinkan pemaksdendak pihak yang kuat
atas pihak-pihak yang leméh.

Apabila cara pembayaran yang dipilih olempeli melalui pembiayaan bank,
setelah tahap penandatanganan perjanjian pengikathbeli satuan rumah susun,
pembeli akan kembali berhadapan dengan pihak bank yelah mempersiapkan
dokumen kredit dalam bentuk standar atau baku yaargs ditandatangani oleh
pembeli selaku debitor. Untuk memperoleh pinjaman pembeli harus mengurus

sendiri proses pengajuan pinjaman kepada bankpalde umumnya bank-bank yang

2 Az. NasutionHukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, cet.4 (Jakarta: Diadit Media,
2011), hal. 61.
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telah terikat perjanjian kerjasama dengan pengegiyang bersedia memberikan
pinjaman kepada pembeli oleh karena adanya jamdan pengembang untuk
menanggung kredit yang bermasalaiDalam tahap ini pembeli pada umumnya
mengambil sikap menerima perjanjian yang sudahapksin oleh pengembang
maupun bank, oleh karena pembeli tidak diberikabhekasan untuk melakukan
negosiasi atas syarat-syarat yang telah ditentadedam perjanjian dalam bentuk
baku tersebut.

Dalam tahap ketiga yaitu tahap Serah Terldmt Satuan Rumah Susun,
pengembang akan mengirim surat pemberitahuan kepadsbeli untuk hadir
ketempat pada hari serta tanggal yang ditentukaeh gbengembang guna
menandatangani Berita Acara Serah Terima unit satwaah susun yang dibeli oleh
pembeli. Kemudian pengembang akan menyerahkan ksedia pelaksanaan
penyerahan fisik atas unit satuan rumah susun dunabkepada pembeli. Pada tahap
penyerahan fisik pembeli diberi kesempatan untukmerksa terlebih dahulu
spesifikasi bangunan sebagaimana yang telah dieatagalam perjanjian pengikatan
jual beli. Apabila pembeli menemukan ketidak semwadengan yang telah
diperjanjikan, pembeli dapat mengajukan permintaepada pengembang untuk
memperbaikinya. Terhitung sejak dilaksanakan séraima tersebut, segala resiko
dan tanggung jawab atas unit satuan rumah susuadnéeban dan tanggung jawab
pembeli sepenuhnya serta pembeli terikat dan wapintaati peraturan tata tertib
hunian yang telah ditetapkan oleh Perhimpunan Remgierhitung sejak tanggal
serah terima unit satuan rumah susun, segala Ipeyeeliharaan dan pajak-pajak
yang timbul menjadi beban dan wajib dibayar olemipeli. Untuk membeli dan
tinggal di satuan rumah susun merupakan suatu lbebtidaya baru yang
memerlukan waktu untuk penyesuaian. Sikap pemizglgysejak awal pemesanan
kurang memperhatikan hak dan kewajiban yang akahuli atas pembelian satuan
rumah susun, pada tahap serah terima dan mengminisatuan rumah susun
tersebut, mereka sulit untuk menerima peraturanianugang harus ditaati dan

keberatan atas biaya yang dibebankan oleh Badagel®ém

*3Wawancara Dengan Pengembang PBpgGit.
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Dalam tahap keempat, yaitu tahap penandatemgAkta Jual Beli di hadapan
PPAT akan dilaksanakan oleh pengembang setelapilartHak Milik atas Satuan
Rumah Susun terbit, pembeli sudah melunasi peméayaarga jual dan biaya-biaya
lainnya yang dipersyaratkan dalam perjanjian sé&tah menandatangani Berita
Acara Serah Terima unit satuan rumah susun. Peraggmékan memberitahukan
secara tertulis kepada pembeli untuk datang kedepglaksanaan penandatanganan
Akta Jual Beli pada hari dan tanggal yang ditentukkada tahap pemindahan hak
dengan Akta Jual Beli merupakan perbuatan hukung yatnya tunai, hak milik
atas satuan rumah susun berpindah kepada pembtlselasainya Akta Jual Beli

dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT.

2.3.5 Peran Notaris Dalam Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Satuan Rumah Susun

Dalam masyarakat seorang Notaris dianggdjagse seseorang yang dapat
memberi nasihat dalam bidang hukum dan kedudukamaridoyang independen
menjadikan seorang Notaris menjadi seorang ahty yemsifat netral, tidak berpihak,
dan pembuat dokumen yang dapat diandalkan kebemnaragalam suatu proses
hukum sehingga dapat mencegah timbulnya permasaldientara para pihak
dikemudian hari.

Dari hasil wawancara dengan pengembang PTubiuk melaksanakan
penandatanganan perjanjian pengikatan jual belasatumah susun dengan pembeli,
PT X menggunakan jasa Notaris untuk melegalisagam@n pengikatan jual beli
satuan rumah susun. Perjanjian Pengikatan Jual$#lian Rumah Susun berikut
seluruh lampirannya dipersiapkan oleh Bagian Adstiasi Penjualan, dengan
prosedur sebagai berikut:

1. Membuat dan mengirimkan undangan kepada pembeli;
2. Menerima konfirmasi dari pembeli mengenai jadwal Nataris yang dipilih;
3. Pada hari yang ditetapkan dokumen pengikatan jehl datuan rumah susun

berikut seluruh lampirannya diserahkan ke Notaris.
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4. Penandatanganan dilakukan di hadapan Notaris yamyidian melegalisasinya,
setelah selesai dilegalisasi dokumen dikembalilgrala pengembang dalam hal
ini bagian Administrasi Penjualan.

5. Membuat surat undangan ditujukan kepada pembalkygngambilan perjanjian
pengikatan jual beff*

Dari hasil tinjauan dilapangan dengan belsemgmbeli unit satuan rumah susun
yang ditawarkan oleh pengembang PT X, tidak seneugbpli benar-benar membaca
dan mengerti isi perjanjian yang ditandatanganinyeenurut pembeli, mereka
menerima dan menandatangani perjanjian tersebut aglsmya, dengan alasan
perjanjian yang sudah disiapkan oleh pengembang akkt untuk dinegosiasikan
dan cukup tebalnya perjanjian pengikatan jual beliikut lampiran-lampirannya
membuat pembeli merasa enggan untuk membacanyabelRemmemperoleh
penjelasan secara garis besar mengenai hal-haldipeganjikan dalam perjanjian
pengikatan jual beli satuan rumah susun dengan Pad4 saat menghadap Notaris,
guna menandatangani perjanjian pengikatan jualshélian rumah susun yang dibuat
di bawah tangan yang telah dipersiapkan terlebifuldeoleh pengembang.

Menurut pembeli yang membaca terlebih dahidu perjanjian sebelum
menandatanganinya dalam kaitan dengan kedudukaraapengembang dengan
pembeli, sebagian besar mengatakan bahwa kedudag@beli tidak berimbang
dengan kedudukan pengembang. Dalam hal ini kedadp&agembang lebih tinggi
dari kedudukan pembeli, sehingga kewajiban yanegldibkan kepada pembeli dan
pengembang tidak berimbang. Pada umumnya yangaiyakan dan diperdebatkan
oleh pembeli yaitu mengenai pasal sanksi denda gieglakukan kepada pembeli
dan pengembang. Apabila pengembang lalai menyemnafigi& unit satuan rumah
susun pada waktu yang telah ditetapkan, pengemhdal langsung dikenakan
denda akan tetapi diberi perpanjangan waktu sel&mndtiga) bulan untuk
menyelesaikan pembangunan. Besarnya denda ketetmyang dikenakan kepada
pembeli dan pengembang besarnya sama yaitu sé¥¥aéséua permil), akan tetapi

terhadap pengembang diberikan batasan maksimumadgitl sebesar 5% (lima

“bid.
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persen) dari harga jual. Menurut pendapat pembeligdn diberlakukannya
pembatasan denda terhadap pengembang dalam pasgérmae sanksi denda ini,
pengembang berlaku kurang adil terhadap pembslpeljanjian pengikatan jual beli
satuan rumah susun berikut lampiran-lampirannyag y&slah disiapkan oleh

pengembang lebih banyak mencantumkan kewajibanjkewambeli dibandingkan

dengan kewajiban-kewajiban pengembang dan banyakupan yang nantinya harus
dipatuhi oleh pembeli sehubungan dengan unit satussah susun yang dibelinya.
Pembeli tidak mempunyai kebebasan untuk bernegosias syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjamg@mgikatan jual beli satuan
rumah susun berikut lampiran-lampiranriya.

Menurut keterangan yang diberikan oleh begigendotaris yang ditunjuk oleh
pengembang untuk melegalisasi perjanjian, pada yarg telah ditentukan para
pihak hadir di kantor Notaris, setelah Notaris nmena dan memeriksa identitas para
pihak dan menjelaskan isi dari perjanjian terseétepgada para pihak, maka para
pihak menandatangani perjanjian tersebut di hadalmaris. Apabila isi perjanjian
setelah dijelaskan kepada pembeli terdapat halylaalg belum disetujui oleh
pembeli, maka pelaksanaan penandatangan perjaiijianda dan Notaris minta agar
antara pembeli dengan pihak pengembang memusydwaratan menyelesaikan
masalah tersebut terlebih dahulu. Setelah tidakpatdaasalahan, maka para pihak
yang hadir dapat membubuhi tandatangannya di had&mgaris, dalam hal ini
Notaris melihat dan menjamin kepastian pihak yamgandatangani sesuai dengan
identitas yang diterimanya.

Isi perjanjian yang dijelaskan oleh Notakepada pembeli antara lain, objek
yang diperjual belikan, jaminan bebas sengketa plangembang atas objek yang
diperjual belikan, sanksi bagi pengembang bilaateddat menyerahkan unit satuan
rumah susun dan sanksi bagi pembeli apabila tedanmbelakukan transaksi
pembayaran harga jual, masa pemeliharaan bangueaggang waktu untuk
pengajuan komplain kondisi bangunan setelah seesimd dilaksanakan dan

pemutusan perjanjian serta penyelesaian perselisiha

S Wawancara dengan beberapa Pembeli pada tangdaril2011 dan 3 Mei 2011.
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Peran Notaris dalam penandatanganan pemamengikatan jual beli satuan
rumah susun PT X :
Dengan dilegalisasinya perjanjian yang dibuat dwdia tangan, maka Notaris
menjamin kebenaran pembubuhan tandatangan darighieathu kuasanya yang
datang menghadap Notaris.
Memberikan pelayanan penyuluhan hukum kepada pénskéubungan dengan

transaksi jual beli satuan rumah susun.

2.4 Analisa Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Dibawah Tangan Yang
Dilegalisas dan Didaftarkan (Waar merken)

2.4.1 Kaidah Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam L egalisasi dan Pendaftaran
(Waarmerking)

Di dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 194takan bahwa bahasa Negara
ilalah bahasa Indonesia, dan dalam ketentuan PaddlU4N dikatakan pula bahwa
akta dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam teori plaktek hukum, bahasa
Indonesia yang digunakan yaitu bahasa hukum Inad@nesig mempunyai istilah-
istilah serta gaya bahasa khusus, karena bahasanhmkerupakan bahasa aturan dan
peraturan yang harus memenuhi syarat-syarat dalalk&iaidah bahasa Indonesia,
yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ikesadguna mempertahankan
kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalasyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikajddeadah merupakan kata benda
yang mempunyai arti aturan yang sudah pasti, rumyaag menjadi hukurf. Kata-
kata yang terurai dalam bentuk kaidah hukum si@atmenyatakan, memberikan
penilaian yang bersifaimperative, sehingga kaidah hukum mengandung kata-kata
perintah dan larangan, apa yang harus dilakukaragaryang tidak boleh dilakukan.
Kaidah hukum dapat berbentuk bahasa tulisan, dakmuk perundangan maupun
dalam bentuk bahasa lisan yang terdapat dalam haklahatau hukum kebiasaan.
Menurut H. Hilman Hadikusuma, kaidah-kaidah hukuton $esungguhnya lebih
banyak berada di luar hukum yang tertulis dalantiieperundangan, kaidah-kaidah

6 Tim Prima Penakamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, hal.381.
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perundangan itu merupakan barang mati yang tida&n akapat mengikuti
perkembangan masyarakat yang demikian cepat, lEimyd dengan kaidah hukum
adat yang hidup, berubah silih berganti mengikaetiidlupan masyarakat itu sendiri.
Namum tidak tertulisnya kaidah hukum adat akan mbolkan ketidak pastian,
sedangkan kepastian hukum diperlukan bagi kehidopasyarakat. Oleh karenanya
dalam menempatkan kata-kata dalam bentuk kaidalunmutertulis harus dapat
menjangkau kehidupan masyarakat yang lama.

Hukum dalam masyarakat berfungsi untuk ragmngsegala dimensi kehidupan
masyarakat yang berhubungan timbal balik dengaalaydéjemasyarakatan lainnya
termasuk juga bahasa dan dalam bidang hukum bam@sgunyai peranan penting
untuk tercipta dan terlaksananya hukum dalam makgar Hukum dapat berjalan
efektif apabila dirumuskan dengan tegas dan menckam nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat sehingga dapat dikomunikasikagahebaik pada subjek-subjek
hukum yang dituju. Apabila masyarakat tidak memaham@kna ketentuan hukum
yang dirumuskan, maka berakibat ketentuan hukuselet tidak dapat berjalan.
Bahasa hukum yang dipergunakan hingga saat inihndipengaruhi istilah-istilah
yang merupakan terjemahan dari bahasa hukum Beldadamemiliki arti khusus
yang kadang menyimpang dari ketentuan yang umurandddahasa Indonesia,
sehingga dokumen hukum seperti, peraturan perungiagi@ngan, surat perjanjian,
akta Notaris, putusan pengadilan terasa sulit dipaholeh masyarakat pada
umumnya.

Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang nomor Zuim&009, tentang Bendera,
Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaantakan bahwa:

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepeh atau perjanjian yang
melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah BRiégpindonesia, lembaga

swasta Indonesia atau perseorangan warga Negamaeisid.

4" H. Hilman HadikusumaBahasa Hukum Indonesia, cet.4 (Bandung:PT Alumni, 2010), hal. 13.
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2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dichgdeda ayat (1) yang
melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahassional pihak asing tersebut
dan/atau bahasa Inggffs.

Dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang nomor 24nTab09 ditentukan pula

bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumemi negar® Dalam

penjelasan Pasal 27 dikatakan bahwa yang dimaksughd dokumen resmi Negara
adalah antara lain surat keputusan, surat berhgegah, surat keterangan, surat
identitas diri, akta jual beli, surat perjanjiantysan pengadilan.

Kedua pasal sebagaimana tersebut di atagpertegas kewajiban penggunaan
bahasa Indonesia dalam semua produk hukum dandargrundangan di Indonesia,
meliputi pula akta-akta yang dibuat di hadapan Netgerjanjian-perjanjian atau
dokumen hukum yang dibuat oleh kalangan profesutrulan para pengusaha. Jika
dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur tentategatkntik yaitu yang dibuat di
hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yiaetgpukan undang-undang, maka
semua perjanjian atau dokumen hukum yang akanmlaai buat dan tandatangani
harus dalam bahasa Indonesia dan apabila akant diblzan bahasa asing lainnya,
maka setidak-tidaknya harus dibuat dalam 2 (dubases sehingga tidak melanggar
ketentuan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tenBemglera, Bahasa dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Penerapggymaan kata dan bahasa
hukum dalam pelaksanaan praktek Notaris harus #wsrar diperhatikan. Setelah
semua syarat untuk pembuatan akta otentik terpemaka pelaksanaan pembuatan
akta dapat dilakukan, apabila syarat suatu aktatibtedak dapat dipenuhi, Notaris
dapat mengusulkan pilihan lainnya, yaitu akta tauselibuat di bawah tangan dan
dilegalisasi oleh Notaris, sehingga Notaris hanggamggung jawab terbatas pada
tandatangan para pihak yang membuat perjanjiana. sykrat legalisasi tidak dapat

dipenuhi juga, akta di bawah tangan tersebut ddigattarkan Waarmerken).

8 |Indonesia, Undang-Undang Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan, UU No0.24 Tahun 2009, LN No.109 Tahun 2009, TLN3035, Ps.31.
“bid., Ps.27.
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Dari hasil wawancara terhadap beberapa Motlengan wilayah kedudukan
yang berbeda, dalam praktek terdapat perbedaanemangemakaian kalimat untuk
melegalisasi suatu akta di bawah tangan.

Hasil wawancara dengan Notaris yang berkakiam di Kabupaten Tangerarfy,
bahwa dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkaia jpallan Juni tahun 2007,
Pengurus Daerah lkatan Notaris Indonesia (INI) Kalben Tangerang telah
menyampaikan kepada para Notaris yang berkeduddkdtabupaten Tangerang,
salah satunya mengenai penggunaan format kalimag ydigunakan dalam
melegalisasi surat maupun akta yang dibuat di baaapan. Dalam bundel yang
dilampirkan pada surat pemberitahuan nomor 1144Rek@b.Tng/INI-T/V1/2007
dari Pengurus Daerah lkatan Notaris Indonesia (IKBbupaten Tangerang,
disampaikan bahwa:

Kalimat yang dipakai untuk melaksanakan kewenand#taris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN:

Nomor: (nomor legalisasi)

Melihat dan mengesahkan tanda tangan dari:

a. Tuan (nama penghadap), lahir di (nama kota), padagal (tanggal lahir),
Pengusaha, bertempat tinggal di (nama kota), Jatna jalan), Rukun Tetangga
(angka), Rukun Warga (angka), Kelurahan (nama)akKetan (nama), pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor (nomor), Warga Negataresia;

b. Tuan (nama penghadap), lahir di (nama kota), padaggl (tanggal lahir),
Pengusaha, bertempat tinggal di (nama kota), Jakna jalan), Rukun Tetangga
(angka), Rukun Warga (angka), Kelurahan (nama)akKetan (nama), pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor (nomor), Warga Negatariesia.

Pada tanggal (tanggal legalisasi), oleh saya, (nidotaris), Notaris di Kabupaten

Tangerang

Notaris Kabupaten Tangerang

(nama lengkap Notaris)

0 Wawancara dengan Notaris Unita Christina Winatéatiupaten Tangerang pada tanggal 3 Maret
2011, 21 Maret 2011 dan 12 April 2011.
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Berdasarkan surat pemberitahuan dari Peaddagrah lkatan Notaris Indonesia
(INI) Kabupaten Tangerang, maka para Notaris yaekddudukan di Kabupaten
Tangerang menggunakan format tersebut untuk seaapaksi legalisasi, walaupun
dalam praktek dokumen di bawah tangan yang akagalisasi terbagi menjadi dua
macam yaitu dokumen atau surat yang dibuat di batsagan, yang pada saat
dilegalisasi oleh Notaris tidak dijelaskan terlebitahulu isinya kepada para
penghadap; dan dokumen atau surat yang dibuatvdatbdéangan, yang pada saat
dilegalisasi secara garis besar isinya diteranggdebih dahulu oleh Notaris sebelum
ditandatangani oleh para pihak. Sebagai contolamen pengikatan jual beli satuan
rumah susun, yang mana sebelum perjanjian pengikaabeli satuan rumah susun
tersebut ditandatangani oleh para pihak, Notarimbagakan secara garis besar isi
daripada perjanjian pengikatan jual beli satuanatususun tersebut dan memberikan
penjelasan apabila ada hal-hal yang berhubungagademukum yang kurang
dipahami oleh pihak-pihak yang menghadap dan akamandatanganinya. Apabila
isi dari perjanjian ada yang belum disetujui oledmpeli, Notaris akan menunda
penandatanganan akta dan menyerahkan masalahutekepbda pihak pengembang
agar dimusyawarahkan dan diselesaikan terlebihldaiingga tercapai kata sepakat
diantara para pihak. Dalam hal ini Notaris tidautikerlibat dan tidak memberikan
pendapat, karena akta tersebut dibuat oleh paak pdng menghadapnya.

Hasil wawancara dengan Notaris yang berkekl di Kotamadya Jakarta
Pusat' bahwa kalimat yang digunakan dalam melegalisaatusakta di bawah
tangan tidak ada format standar. Kalimat yang dipaktuk melaksanakan legalisasi
tergantung dari surat-surat dan perjanjian yangatiloi bawah tangan berdasarkan
permintaan legalisasi yang diajukan oleh kliennkpabila akta di bawah tangan
yang akan dilegalisasi oleh Notaris perlu dibaca#tan dijelaskan terlebih dahulu
sebelum dilakukan penandatanganan, maka Notariggneakan format kalimat
sebagai berikut:

LEGALISASI

1 Wawancara dengan Notaris Henny Kurnia Tjahja Kiarta Pusat pada tanggal 8 April 2011 dan
29 April 2011.
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Nomor: (nomor legalisasi)

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, (nama iNptarotaris di Kota Jakarta

Pusat, telah membacakan dan menjelaskan isi sulatpada:

a. Tuan (nama penghadap), lahir di (nama kota), pauiggal (tanggal lahir), Warga
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat findjgghama kota), Jalan
(nama jalan), Rukun Tetangga (angka), Rukun Warmagka), Kelurahan
(angka), Kecamatan (nama), Kotamadya (nama), Pemeddomor Induk
Kependudukan (nomor);

b. Tuan (nama penghadap), lahir di (nama kota), paaegal (tanggal lahir
penghadap), Warga Negara Indonesia, karyawan swasteempat tinggal di
(nama kota), Jalan (hama jalan), Rukun Tetangggk@@nRukun Warga (angka),
Kelurahan (angka), Kecamatan (nama), Kotamadya ghaRemegang Nomor
Induk Kependudukan (nomor);

-yang telah dikenal oleh saya, notaris, sesudahp#@a penghadap Tuan (nama

penghadap pertama) dan Tuan (nama penghadap keslgaput membubuhkan

tandatangan pada surat ini di hadapan saya, ngtada tanggal (tanggal legalisasi).-
NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT
(nama Notaris)

Apabila akta di bawah tangan yang akan dilegaliskesh Notaris tidak perlu perlu

dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebeldakukan penandatanganan, maka

Notaris menggunakan format kalimat sebagai berikut:

LEGALISASI
Nomor: (nomor legalisasi)

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, (nama iNptarotaris di Kota Jakarta

Pusat, mengetahui untuk legalisir tanda-tangan:

1. Tuan (penghadap), lahir di (nama kota), pada tdn@ggaggal lahir penghadap),
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertetmgmal di (hama kota),
Jalan (alamat penghadap sesuai Kartu Tanda PenduBukun Tetangga

(angka), Rukun Warga (angka), Kelurahan (nama ldblam), Kecamatan (nama
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kecamatan), Kotamadya (nama kota), Pemegang Nonuwk |Kependudukan
(nomor);

2. Tuan (penghadap), lahir di (nama kota), pada tdn@g@aggal lahir penghadap),
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertetmgmal di (hama kota),
Jalan (nama jalan), Rukun Tetangga (angka), RukangsV/(angka), Kelurahan
(nama Kelurahan), Kecamatan (nama kecamatan), kKualgan (nama kota),
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (nomor);

-yang telah dikenal oleh saya, notaris, sesudahpaa penghadap Tuan (hama

penghadap) dan Tuan (nama penghadap) tersebut rehkan tandatangan pada

surat ini di hadapan saya, notaris, pada tangaag¢gal legalisasi).-----------------------
NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT
(nama Notaris)

Pencantuman format kalimat pada legalisasi akthagiah tangan untuk wilayah

Jakarta beragam, tergantung dari masing-masingrilo@da yang menggunakan

kedua format seperti tersebut di atas dan adaNedaris yang menggunakan format

kalimat melihat dan mengesahkan tandatangan untlkegalisasi akta di bawah
tangan baik isi akta dijelaskan terlebih dahulu puswisi akta tidak dijelaskan oleh

Notaris.

Hasil wawancara dengan Notaris yang berkekaml di Kabupaten Karawang,
kalimat yang digunakan dalam melegalisasi suata dktbawah tangan tidak ada
format standar, tergantung dari surat atau akt@ ykan dilegalisasi. Apabila surat
atau akta tersebut oleh Notaris dianggap perlueldiskan terlebih dahulu isinya,
sebagai contoh legalisasi Surat Kuasa, maka Natsrsgganggap si penerima kuasa
wajib mengetahui apa saja yang dikuasakan kepadateya Notaris akan
memberitahukan atau menjelaskan terlebih dahulu-hdélalyang dikuasakan
sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tersebhbeluse surat kuasa

ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerimakdasgan menggunakan format

%2 \Wawancara dengan Notaris Sri Murdawati di Kabup&tarawang pada tanggal 20 April 2011 dan
2 Mei 2011.
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kalimat “telah menjelaskan kepada”. Apabila Notamngnganggap isi surat tidak
perlu dijelaskan, maka format kalimat yang digumaKenelihat dan mensahkan
tandatangan dari”. Mengenai isi kalimat tidak adaupahan jauh dari format lama,
hanya ada penambahan penjabaran data para pihglgédim untuk menandatangani
surat atau akta yang dilegalisasi, yaitu data dicekan lengkap atau terperinci
sebagaimana mengikuti format pada komparisi panakpyang menghadap dalam
pembuatan akta Notaris. Pengurus Pusat Ikatanisldtalonesia (I.N.I) dalam Rapat

Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongyes)y diadakan di Makassar

pada tanggal 13 dan 14 Juli 2005 pernah merekoaséw@h contoh-contoh

pencantuman kalimat dalam pembuatan akta yang des&em oleh bapak Winanto

Wiryomartani yang bertindak selaku Ketua Sidang@l&\kan tetapi hingga saat ini

para Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kargwbalum memperoleh

informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan haktaut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberagarit\ di beberapa wilayah
sebagaimana tersebut di atas, ditemukan bahwa datkitek saat ini para Notaris
membedakan mengenai legalisasi menjadi 2 macartisiegjasebagai berikut:

1. Legalisasi dalam arti dokumen atau akta yang didudtawah tangan tersebut
ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notatsleh dokumen atau akta di
bawah tangan tersebut dibacakan dan dijelaskabtiertiahulu oleh Notaris yang
bersangkutan, sehingga tanggal dokumen atau aktzawah tangan tersebut
adalah sama dengan tanggal legalisasi dari NotAesgan demikian Notaris
menjamin  keabsahan tandatangan dari para pihak vyadiggalisasi
tandatangannya, sehingga pihak-pihak yang menghddap menandatangani
dokumen atau akta di bawah tangan tersebut tidgatdenenyangkal dan
mengatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak mingjedari dokumen atau
akta di bawah tangan tersebut, karena isi dokuni&m akta di bawah tangan
tersebut sebelum ditandatanani telah dijelaskamgtgaris.

2. Legalisasi tandatangan dalam arti Notaris hanyayalesikan dan mengesahkan
tandatangan para pihak yang menghadap atas dolkatae@akta di bawah tangan
yang telah dibuat oleh para pihak yang menghadagaridoDalam hal ini Notaris
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tidak membacakan isi dokumen atau akta di bawapatardimaksud, dengan
pertimbangan antara lain Notaris tidak terlibatgpadat pembahasan isi dokumen
atau akta di bawah tangan diantara para pihak partgndatangan atau Notaris
tidak mengerti bahasa atau tulisan yang digunakara penghadap untuk
membuat dokumen atau akta di bawah tangan tersebut.
Dari beberapa wilayah kedudukan Notaris yang diitelyang menetapkan
penggunaan format standar yaitu para Notaris yaredudukan di Kabupaten
Tangerang, dengan mengacu pada format kalimat giemagnpaikan oleh Pengurus
Daerah lkatan Notaris Indonesia (INI) Kabupatengeaang.

Mengenai akta di bawah tangan yang didadtarivaarmerken), dari hasil
wawancara dengan Notaris yang berkedudukan di KabopTangerand, kalimat
yang digunakan untuk pendaftaran suatu akta di basragan telah disampaikan pula
format kalimatnya oleh Pengurus Daerah lkatan Notadonesia (INI) Kabupaten
Tangerang bersama-sama dengan format penggunaaatdainnya yang digunakan
dalam praktek Notaris. Dalam lampiran surat dandeeus Daerah lkatan Notaris
Indonesia (INI) Kabupaten Tangerang yang dikeluankada bulan Juni tahun 2007,
disampaikan bahwa:

Kalimat yang dipakai untuk melaksanakan kewenangé#otaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2b UUJN:
Nomor: (nomor pendaftaran)
Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, (hari petetan), tanggal (tanggal
pendaftaran), oleh saya, (hama Notaris), NotariGathupaten Tangerang.

Notaris Kabupaten Tangerang,

(nama Notaris)

Menurut Notaris yang berkedudukan di Koteadi@ Pusat maupun di Kabupaten
Karawang kalimat yang digunakan dalam pendaftakda di bawah tangan tidak
ditentukan format standar akan tetapi pada umunkalienat yang digunakan sama
yaitu “dibukukan dan didaftarkan”.

%3 Wawancara dengan Notaris Unita Christina Winatéatiupaten Tangerangp.cit.
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242 Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Praktek Legalisas
Dan Pendaftaran (Waarmerking)

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahBari kehidupan manusia,
sehingga manusia dalam hidup bermasyarakat padkabhafa terikat oleh hukum,
dimana ada masyarakat disitu ada hukum, dengank@mnasyarakat merupakan
jaringan hukum dan karenanya ahli hukum mempungearan penting dalam tata
kehidupan masyarakat. Notaris yang merupakan sggreofesional hukum, dalam
melakukan tugas profesinya harus berpegang padal mang mengarahkan dan
mendasari perbuatan luhur. Menurut Franz Magnig@ysada 5 (lima) kriteria nilai
moral yang kuat yang mendasari kepribadian sequesfgsional hukum, yaitt:

a. Kejujuran
Dalam kejujuran yang merupakan dasar utama teradhmasikap, pertama sikap
terbuka yang berkenaan dengan pelayanan kliengkerenelayani secara bayaran
maupun secara cuma-cuma, yang kedua sikap wajgrbgakenaan dengan antara
lain perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoritelak menindas, tidak kasar
dan tidak memeras. Tanpa adanya kejujuran makaegsiohal hukum
mengingkari misi profesinya.

b. Keaslian atau otentik
Dalam arti menghayati dan menunjukkan diri sesuangdn keaslian atau
kepribadian yang sebenarnya, antara lain tidak alehgunakan wewenang, tidak
melakukan perbuatan tercela, mendahulukan kepamtingsabah.

c. Bertanggung jawab
Dalam menjalankan tugasnya profesional hukum wagittanggung jawab dalam
arti bersedia melakukan dengan sebaik mungkin tagassaja yang termasuk
lingkup profesinya, bertindak secara proporsiormipa membedakan perkara
bayaran dan perkara cuma-cuma, dan kesediaan nikarberdaporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

d. Kemandirian moral

%% Abdulkadir MuhammadEtika Profes Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal 62
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Dalam arti tidak mudah terpengaruh mengikuti pagdanmoral yang terjadi
disekitarnya, mempunyai pendirian sendiri, tidakpatadibeli oleh pendapat
mayoritas dan menyesuaikan diri dengan nilai késarsidan agama.
e. Keberanian moral
Kesetiaan terhadap hati nurani yang menyatakandkese untuk menanggung
risiko konflik, antara lain berani menolak segakentuk korupsi, kolusi, suap,
pungutan liar.
Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas profési@dapat bertanggung jawab
secara profesional terhadap profesinya jika ia dammerapkan aturan etika, moral
dan agamanya. Tanggung jawab menurut kamus besasddndonesia, adalah
kewajiban terhadap segala sesuatufiya.
Tanggungjawab Notaris meliputi:
a. Tanggung jawab moral
Notaris dalam melaksanakan tugasnya untyterkgngan masyarakat, tidak
boleh bertentangan dengan ketertiban umum ataumsoskaan. Notaris dapat
menolak memberikan bantuannya apabila isi daritsateu akta di bawah tangan
yang diajukan oleh klien mengandung perbuatan ykargggap bertentangan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan. Seorang Notarek tiobleh pula membedakan
antara orang yang keadaan ekonomisnya lemah deogamy yang keadaan
ekonomisnya kuat. Dalam Pasal 37 UUJN diatur, Notamjib memberikan jasa
hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepahg yang tidak mampu.
b. Tanggung jawab etis
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabgtarirarus memiliki nilai luhur
dengan menjunjung tinggi martabat jabatannya, kadrannya dan etika hukum
dengan berpegang teguh pada peraturan perundaaggard dan kode etik
profesinya.
c. Tanggung jawab hukum, yang meliputi:
Tanggung jawab dari segi formil, yang beadlesn Pasal 39 ayat (2) UUJN

menyatakan, penghadap harus dikenal oleh notaais diperkenalkan kepadanya

% Tim Prima Penagp.cit, hal 739
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oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumungaledikit 18 tahun atau telah
menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, aperkdnalkan oleh 2 (dua)
penghadap lainnya, dan

Tanggung jawab dari segi materiil, yaituggung jawab yang terkait dengan
materi atau isi dari akta yang dibuat oleh paralitbalam hal ini tuntutan terhadap
profesi Notaris lebih merujuk pada bentuk dari akdag dihasilkan bukan materi
dari akta. Materi atau isi perjanjian merupakangtamg jawab para pihak yang
membuatnya. Berdasarkan PJN dan Kitab Undang-UnHiatkgm Perdata, Notaris
dalam melegalisasi harus membacakan dan menjel&sgada para pihak isi dari
perjanjian, dan memberitahukan kepada para pihakilapterdapat perbuatan yang
bertentangan dengan hukum yang berlaku, sedangtamdJUJN hal ini tidak lagi
diatur. Mengenai materi perjanjian dalam ketentBasal 58 ayat (1) UUJN hanya
dinyatakan bahwa, Notaris membuat daftar aktaadaftirat dibawah tangan yang
disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukudlan daftar surat lain yang
diwajibkan oleh undang-undang ini.

Tanggung jawab Notaris dalam praktek melsgsil akta di bawah tangan
sebatas pada penjaminan atas keabsahan tandatlangpara pihak yang dilegalisasi
tandatangannya. Dalam praktek Notaris membedakgalidasi dengan legalisasi
tandatangan saja dan legalisasi dengan membacakamenjelaskan isi surat atau
akta di bawah tangan tersebut. Dalam Pasal 15 2ydUJN, ditetapkan bahwa
wewenang yang diberikan kepada Notaris hanya &shazdda legalisasi pengesahan
tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal ptaanbakta di bawah tangan.
Berbeda dengan pengertian legalisasi menurut R&3dl ayat (2) dan Pasal 1 ayat
(2) Ordonantie Stbl.1916-44 juncto 43, yang menrkamnusyarat legalisasi selain
pengesahan tandatangan dan penetapan kepastigalfaigyaratkan pula isi akta
harus dijelaskan kepada orang yang menghadap.

Notaris sebagai pejabat umum yang memberi@iayanan hukum kepada
masyarakat secara profesional, dalam menjalanKaatganya harus berpedoman
pada aturan-aturan yang mengatur, membatasi daontugnantara lain UUJN dan

Kode Etik Notaris yang dibuat oleh lkatan Notangdnesia. Mengacu pada UUJN,
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wewenang yang diberikan kepada Notaris dalam mikdaga suatu akta di bawah
tangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasaydat® huruf a hanya terbatas
pada mengesahkan tandatangan dan menetapkan &epasiggal pembuatan surat
di bawah dengan mendaftar pada buku khusus. Ndidak lagi disyaratkan untuk
menjelaskan isi akta kepada para pihak yang meétagdtan akta di bawah tangan
tersebut. Dalam praktek Notaris pada saat mendagdat untuk melegalisasi suatu
akta di bawah tangan, terlebih dahulu melihat derdan isi aktanya apabila
dipandang perlu Notaris tetap memberikan penjelasam isi akta terlebih dahulu
sebelum para penghadap membubuhi tandatangdhrisal ini dilakukan oleh
Notaris semata-mata sebagai seorang profesionaininwang harus memiliki rasa
tanggung jawab, terkait dengan sumpah atau jdvgitgen Notaris sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat (2) antara lain bahwa Notaran akenjalankan jabatannya
dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidagiisk; dan dalam rangka
memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan hukum d&ngutamakan
pengabdian untuk kepentingan masyarakat dalam didarkum. Notaris tidak
sepenuhnya mengacu pada Pasal 15 ayat 2 hurudra dalaksanakan legalisasi dan
tetap menjelaskan isi akta terlebih dahulu kepaata pihak yang menghadapnya,
karena Notaris mempunyai tanggung jawab profesieseahra perdata atas dasar
prestasi pemberian jasa yang tidak terukur karglek tidasari dengan perjanjian
secara tertulis dengan para pengguna jasanyase&grakta di bawah tangan sebagai
alat bukti, tanpa adanya kewajiban Notaris untukntvecakan dan menjelaskan isi
akta kepada para pihak yang menghadap, para piapkt dnenyangkal telah
membaca dan mengetahui isi akta yang ditandatamganersebut dan akibatnya
akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yaegpurna, karena akta di bawah
tangan dapat menjadi alat bukti yang sempurna Ep#édndatangan dan isi akta
tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnyagsinmana tercantum dalam
Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. jBitiari tanggung jawab
hukum, dengan berlakunya UUJNtanggung jawab Notaias akta yang

dilegalisasinya telah dibatasi, yaitu hanya sebadas tanggung jawab formil saja.

%6 Wawancara dengan Notaris Sri Murdawati di Kabup&tarawangpp.cit.
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Tanggung jawab Notaris dalam praktek peadaft akta di bawah tangan hanya
sebatas pada menjamin keberadaan surat atau aktawvdih tangan sejak tanggal
surat atau akta tersebut didaftarkan, sebagaimetar dlalam ketentuan Pasal 15
ayat 2 huruf b UUJN mengenai kewenangan Notaris lo&okan surat-surat di
bawah tangan dengan mendaftar pada buku khususmDabktek pendaftaran akta
di bawah tangan, orang yang hadir membawa suratedta di bawah tangan bisa
siapa saja dan akta tersebut sudah ditandatangadilzti tanggal, sehingga Notaris
hanya menjamin bahwa asli surat atau akta tersatftdan pernah dilihat oleh

Notaris pada saat didaftarkah.

2.5 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Melegalisasi Akta Di bawah
Tangan Terhadap Terjadinya Sengketa Antar Para Pihak Yang Membuatnya
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt/2005)
2.5.1 Permasalahan - Permasalahan Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa
Dalam Transaks Jual Beli Satuan Rumah Susun

Dalam transaksi jual beli antara pelaku esgéngan pembelinya tidak lepas dari
permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari, Wlasanya permasalahan ini
timbul berkaitan dengan strategi usaha yang di@anoleh pelaku usaha untuk
mengembangkan usahanya yang seringkali menimbukamgian bagi pembeli yang
membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh pasakp usaha. Dengan
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi damingiatnya tingkat
pendidikan masyarakat, maka meningkat pula days knasyarakat. Dalam situasi
usaha mengarah ke pemenuhan kebutuhan, seleraaglarbdli pasar, para pelaku
usaha dituntut untuk bersaing menghasilkan baramgjasa yang bermutu, pelaku
usaha wajib untuk menjamin barang dan jasa yangdiisi dan diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang daggageberlaku dan dipersyaratkan.

Dalam praktek tidak semua pelaku usaha bbeusnelaksanakan kewajiban
tersebut dan kurangnya tanggung jawab dari pengusaberdampak menimbulkan

permasalahan dikemudian hari. Adapun transaksirangelaku usaha dengan

" Wawancara dengan Notaris Unita Christina Winatéatiupaten Tangerangp.cit.
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pembelinya umumnya tidak berimbang, dengan telgdersiapkannya perjanjian

standar oleh pelaku usaha untuk ditandatangani péghbeli yang menempatkan

posisi pembeli di pihak yang lemah. Permasalahaig yianbul dalam transaksi jual

beli satuan rumah susun antara pihak pengembamgad@ihak pembeli dapat dibagi

menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

1.

Permasalahan yang timbul pada tahap pra transaktaya lain yang terkait
dengan tanggungjawab pengembang atas promosi atiagaklan tentang produk
yang dipasarkan bila menimbulkan kerugian bagi p#imb

Permasalahan yang timbul pada tahap transakskaalaia yang terkait dengan
isi perjanjian pengikatan jual beli satuan rumasusuyang tidak berimbang, tidak
adanya kesempatan bagi pembeli untuk mempelajaernperjanjian pengikatan

jual beli satuan rumah susun dan mengajukan kelveratas isi perjanjian

tersebut.

Permasalahan yang timbul pada tahap purna transaksira lain yang terkait
dengan tanggungjawab pengembang atas keterlambatain terima unit satuan
rumah susun yang telah diperjanjikan dari pihakgpembang kepada pihak
pembeli, tertundanya penyelesaian pemecahan gattigehingga penanda
tanganan akta jual beli di hadapan PPAT belum ddpaksanakan walaupun
pembayaran telah lunas dan serah terima unit tblaksanakan, mutu bangunan
di bawah standar tidak sesuai dengan spesifikasig yeercantum dalam

perjanjian.

Dalam setiap transaksi jual beli akan tintiekt dan kewajiban antara para pihak,

permasalahan akan timbul apabila hak dan kewajileasebut tidak terpenuhi

sehingga terjadi wanprestasi. Hak dan kewajibara gahak dinyatakan dalam

perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah sugang mengikat dan mengatur

hubungan hukum para pihak yang bertransaksi. Cemil lvawancara dengan pihak

pengembang dan pihak pembeli, pada umumnya pem@hasalyang timbul terkait

dengan keterlambatan pembayaran dan keterlambatgmeahan unit satuan rumah

susun dan penyelesaian pada umumnya dilakukanuneiakyawarabh.

Universitas Indonesia

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.



e

Permasalahan yang berlanjut menjadi senggatta umumnya sehubungan
dengan pelunasan pembayaran yang dapat timbulfalddr intern pengembang,
misalnya keterbatasan pengetahuan pihak pengemti@agn menganalisa usaha
calon pembeli secara tepat, dan dari faktor ekpamgembang misalnya pembeli
kalah dalam persaingan usaha sehingga terjadi ile@rdglam usahanya atau pembeli
mengalami pemutusan hubungan kerja dan akibatnydgletidak dapat melakukan
pembayaran angsuran pinjamannya baik kepada pemaggnbaupun kepada pihak
bank apabila pembayaran melalui jasa perbankaranbd&lal pembiayaan melalui
perbankan, antara pihak bank dengan pihak pengembzlah terikat dengan
perjanjian kerjasama yang mengatur apabila terjaddit macet, maka pihak
pengembang wajib mengambil alih kembali unit yagigtt dibiayai oleh pihak bank.

Pembeli mengharapkan pelayanan dan produ g@awarkan oleh pengembang
sesuai dengan yang dijanjikan. Pihak pengembang yreampunyai produk dan jasa
beragam dalam menghadapi permintaan dari pemhbaij yamlahnya meningkat dan
dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuagenai satuan rumah susun
yang beragam pula, pengembang dapat melakukanakesaktau kelalaian yang
berpotensi merugikan pembeli sehingga menimbulkasahah, yang akan meningkat
menjadi sengketa yang tidak dapat dihindari apabidsalah tersebut tidak segera
diselesaikan dengan tuntas. Keluhan atas respoketmiak puasan dan rasa kecewa
pembeli terhadap pelayanan jasa dan hasil prodog gldberikan oleh pengembang
tersebut beragam, dapat dalam bentuk pengajuahétekepada pihak pengembang
yang bersangkutan, dapat pula keluhan tersebuarkisi kekalayak umum melalui
media surat kabar dalam rubrik surat pembaca apgl@inbeli merasa tidak ada
tanggapan dari pihak pengembang. Keluhan yang gai&an pembeli melalui
media dapat mempengaruhi reputasi dan menurunkagkati kepercayaan

masyarakat pada pengembang.

2.5.2 Prosedur Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli
Satuan Rumah Susun
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Sebagaimana telah dibahas di atas, dalaap $eansaksi jual beli satuan rumah
susun antara pengembang dengan pembeli akan memgandsiko timbulnya
masalah dikemudian hari walaupun baik pengembangpum pembeli telah
menerapkan prinsip kehati-hatian. Penyebab timlaulpgrmasalahan beragam dan
yang paling banyak terjadi karena wanprestasi dataelaksanakan pelunasan
pembayaran yang dilakukan secara bertahap atauasegdlan maupun dalam
melaksanakan serah terima unit satuan rumah susun.

Ada beberapa upaya untuk menyelesaikan stmglaitu penyelesaian sengketa
melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di pesmgadilan. Penyelesaian
sengketa di luar pengadilan dapat melalui arbitrdae alternatif penyelesaian
sengketa atawlternative dispute resolution (ADR), yang keberadaannya diakui
dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 30 t4B@8, tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesa@ngketa melalui proses
pengadilan pada umumnya dihindari oleh para palskina maupun individu, karena
berperkara perdata melalui pengadilan berjenjaagama pada tingkat Pengadilan
Negeri, tingkat berikutnya ke Pengadilan Tinggiuknpemeriksaan banding yang
kemudian maju pada tingkat Mahkamah Agung untuk gyégaan dalam kasasi,
kemudian masih ada kesempatan fase keempat yaimerfggaan Peninjauan
Kembali. Jadi berperkara melalui pengadilan merkariuwaktu yang lama, makin
lama penyelesaian suatu perkara makin besar paya pang dikeluarkan, dan realita
menunjukan bahwa putusan pengadilan bersifat iaeimihak dan melindungi pihak
yang mempunyai uang dan kekuasaan dibanding memiek melindungi
kepentingan pihak dari ekonomi lemah dan rakyail.kec

Guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakandahenyelesaikan suatu
sengketa agar lebih cepat dengan biaya ringan efesaian sengketa dapat ditempuh
melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, yangupekan bentuk penyelesaian
sengketa didasarkan kepada kesepakatan para phgkbgrsengketa yang bersifat
sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak Rasal 1 angka 10 Undang-
Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase daterddtif Penyelesaian

Sengketa merumuskan bahwa Alternatif Penyelesammgketa adalah lembaga
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penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalsedur yang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2.5.3 Studi Kasus Putusan M ahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt/2005
2.5.3.1 Kasus Positie

Febrina Sionader dan Bee Robin berdasarkita ARengikatan Diri untuk
melakukan Jual Beli Nomor 103, tertanggal 28 JAR7, yang dibuat oleh dan di
hadapan Andreas Ngikut Meliala SH, Notaris di Medaremiliki sebidang tanah
seluas +/- 1.589 m2 (lebih kurang seribu lima rata®pan puluh sembilan meter
persegi), terletak di Kabupaten Deli Serdang, Ketam Labuhan Deli, Desa
Helvetia, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurl8&8/08/1994 tanggal 26
Agustus 1994, dengan alas hak berupa sertipikat Glaka Bangunan Nomor 417,
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan gaben Deli Serdang tanggal 26
Agustus 1994 dan secara administrasi belum dibainakan menjadi atas nama
Febrina Sionader dan Bee Robin.

Tanah tersebut kemudian dijual kepada Ng@argalim, berdasarkan Perjanjian
Jual Beli tanggal 11 Desember 1998 dan Surat Kteatanggal 11 Desember 1998
yang kedua-duanya dilegalisasi oleh Andreas Ndikeiliala, SH. Notaris di Medan
dengan memakai legalisasi Nomor: 3.289/1998 (Mod@) Nomor: 3.290/1998
(Mono), dengan harga jual beli sebesar Rp.311.03508 (tiga ratus sebelas juta
tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujulpiah);

Cara pelaksanaan pembayaran yang disepakatipihak sesuai perjanjian jual
beli yaitu dengan cara mengangsur selama 46 (epybalh enam) angsuran, setiap
bulannya sebesar Rp.11.480.937,00 (sebelas jutaterapus delapan puluh ribu
sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) perbulaang jumlah keseluruhannya
sebesar Rp.311.755.307,00 (tiga ratus sebeladyjutia ratus lima puluh lima ribu
tiga ratus tujuh rupiah). Pembayaran dilakukanapetanggal 28 setiap bulannya
terhitung sejak tanggal 28 Oktober 1998 sampai aerignggal 28 Agustus 2002,

dengan menyetorkan kepada Bank Pesona Cabang Mddholu Bank Utama
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Cabang Medan), sebagai kompensasi atau penggasfpambayaran seluruh hutang
Febrina Sionader dan Bee Robin kepada Bank PeszimdudBank Utama Cabang
Medan;

Tanah yang menjadi objek perjanjian jual Balam kondisi menjadi agunan atas
hutang Febrina Sionader dan Bee Robin di Bank Redahulu Bank Utama Cabang
Medan dan surat-surat bukti kepemilikan objek tadalam penguasaan bank dan
belum adanya penyeraha®vring) yang sah atas tanah tersebut kepada Ngarijan
Salim.

Ngarijan Salim melaksanakan pembayaran sedailan yang disetor ke Bank
Pesona dahulu Bank Utama Cabang Medan pada ta2@da¢sember 1998 sebesar
Rp.34.442.811,00 (tiga puluh empat juta empat ratapat puluh dua ribu delapan
ratus sebelas rupiah) dan tanggal 28 Nopember 2€l0@sar Rp.50.070.000,00 (lima
puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan totadbesssar Rp.84.512.811,00 (delapan
puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delaéums sebelas rupiah), dan sejak
pembayaran tersebut Ngarijan Salim sudah tidakabelagi melakukan penyetoran
pembayaran kepada Bank Pesona dahulu Bank Utanen@#&ledan dan kemudian
Febrina Sionader dan Bee Robin secara langsunghaslautangnya kepada Bank
Pesona dahulu Bank Utama Cabang Medan dengan alagak menghindari
tuntutan bank terhadapnya.

Febrina Sionader dan Bee Robin selaku Peraggunengajukan gugatan terhadap
diri Ngarijan Salim selaku Tergugat melalui PentadiNegeri Lubuk Pakam,
dengan dalil-dalil pokok yang Penggugat kemukalkagaagian posita antara lain :
-Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban umigknbayar atas pembelian
bidang tanah milik Penggugat dengan menyetorkarbdek sebagaimana yang
ditentukan dalam surat perjanjian jual beli tandgaDesember 1998, dan karenanya
telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatgkar janji (wanprestasi);

-Bahwa prestasi yang baru dijalankan Tergugat datestaksanakan pembayaran
secara cicilan yang disetor ke Bank Pesona dahaihk Blitama Cabang Medan total
sebesar Rp.84.512.811,00 (delapan puluh empatlijut ratus dua belas ribu

delapan ratus sebelas rupiah), masing-masing tgahr28 Desember 1998 sebesar
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Rp.34.442.811,00 (tiga puluh empat juta empat ratapat puluh dua ribu delapan
ratus sebelas rupiah) dan tanggal 28 Nopember 2882sar Rp.50.070.000,00 (lima
puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) dan sejak peyaaersebut Tergugat sudah tidak
pernah lagi melakukan pembayaran secara mengasefsap bulannya untuk disetor
kepada Bank Pesona dahulu Bank Utama Cabang Medan;

-Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi médak pembayaran dengan cara
penyetoran ke bank atas apa yang diperjanjikamnggé untuk menghindari adanya
tuntutan yang dilakukan oleh pihak Bank Pesona ldaBank Utama Cabang Medan
atas seluruh hutang Penggugat terhadap diri Peaggygng jaminannya adalah
sebidang tanah milik Penggugat sesuai dengan akatahah tersebut yang sekarang
berada pada Penggugat yaitu sertipikat Hak GunagBeam No.417, Penggugat
secara langsung telah melunasi hutangnya tersepatla Bank Pesona dahulu Bank
Utama Cabang Medan;

-Bahwa karena sudah cukup bukti secara hukum adaikad tidak baik dari
Tergugat dalam hal ini karena Tergugat sudah tidgk melakukan pembayaran
cicilan kepada bank Pesona dahulu Bank Utama Cabbetan, cukup beralasan
hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan terhadiapedgugat dalam hal untuk
memintakan Pembatalan dan atau memintakan tidakdsahtidak berkekuatan
hukum pengikatan Perjanjian Jual Beli antara Pegaigdengan Tergugat tertanggal
11 Desember 1998, berikut dengan memintakan pefabatan tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum surat kuasa antara Penggugatmehgrgugat tertanggal 11
Desember 1998, yang kedua-duanya dilegalisasi Atelreas Ngikut Meliala, SH.
Notaris di Medan kepada Pengadilan Negeri LubulaReg&ebagai Instansi/Lembaga
yang berwenang untuk itu, sebagaimana hal tersawatra juridis diatur dalam Pasal
1266 KUHPerdata jo Pasal 1337 KUHPerdata.

-Bahwa terhadap pembayaran dari pembelian ataadtdaah milik Penggugat yang
telah dilakukan oleh Tergugat yaitu sebesar Rpl243. 1,00 (delapan puluh empat
juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sslrelgiah), dengan adanya gugatan
yang diajukan Penggugat dalam perkara ini yang mampembatalan dan atau

memintakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumueesurat di atas, cukup adil
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dan wajar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan gadili perkara ini untuk
menghukum Tergugat agar menerima penyerahan ualignyai dari Penggugat
sebesar Rp.84.512.811,00 (delapan puluh empat lijmta ratus dua belas ribu
delapan ratus sebelas rupiah);

Atas dasar dalil-dalil tersebut Penggugat mengajgkeatan:

-Memintakan pembatalan dan atau memintakan tidék dean tidak berkekuatan
hukum Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 Desemb@®8]1 berikut surat kuasa
tertanggal 11 Desember 1998, yang kedua-duanygatidasi oleh Andreas Ngikut
Meliala, SH. Notaris di Medan, dengan mengacu segaidis pada ketentuan Pasal
1266 juncto Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukurddta.

-Memintakan kepada Majelis Hakim untuk menghukumaiiygn Salim selaku
Tergugat agar menerima penyerahan uang miliknya @&a&anggugat sebesar
Rp.84.512.811,00 (delapan puluh empat juta limasrdaua belas ribu delapan ratus
sebelas rupiah).

-Memintakan kepada Pengadilan Negeri Lubuk PakamtguMajelis Hakim agar
Penggugat diberikan hak kuasa berdasarkan putwam gberkara ini kepada untuk
dapat melaksanakan tindakan hukum yang sah di bhadBpjabat Pembuat Akta
Tanah yang berwenang untuk itu dalam upaya prosedilpan/membalik nama atas
sertipikat Hak Guna Bangunan No.417 menjadi atasaf@enggugat.

-Memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lublkafajuncto Majelis Hakim
untuk terlebih dahulu meletakkan sita jamineongervatoir beslag) terhadap bidang
tanah objek terperkara untuk menjamin agar obgelatt terperkara tidak beralih
kepada Tergugat dan untuk menghindari adanya tardakegal dan perbuatan
melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadapkotgeah terperkara milik
Penggugat kepada pihak lain;

Eksepsi dari Tergugat yaitu:

-Tentang exception pluriumlitis consortium atau eksepsi tidak lengkapnya para
tergugat, yaitu tidak diikut sertakannya sebagajugat Bank Utama Cabang Medan
gqq Bank Pesona Cabang Medan yang telah dilikuidisi ditangani Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang memeaegatigjkat tanah dan Notaris
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Andreas Ngikut Meliala, SH yang melegalisasi SWratjanjian dan Surat Kuasa
yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga untusekgurnaan dan tuntasnya
permasalahan, maka bank Pesona dahulu Bank Utdoamgaedan dan saat ini
BPPN dan Notaris harus diikut sertakan sebagaikpith@lam perkara sebagai
Tergugat.

Dalam Rekonpensi:

-Bahwa perjanjian jual beli dan kuasa tertanggab&$ember 1998, yang dibuat oleh
Tergugat dalam rekonpensi/ Penggugat dalam konpmirsjan Penggugat dalam
rekonpensi/Tergugat dalam konpensi telah memberilan secara hukum kepada
Penggugat dalam rekonpensi;

-Bahwa perjanjian jual beli dan kuasa sebagaimamaksud adalah autentik, yakni
yang dilegalisasi oleh seorang Notaris, AndreaskidgiMeliala, SH., sehingga
dengan demikian mempunyai konsekwensi hukum yasty, perutama oleh Tergugat
dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi;

-Bahwa sesuai dengan perjanjian dan kuasa dimalsarth diikuti dengan
pembayaran dan pelunasan yang Penggugat dalampesigarmiliki, secara hukum
memberikan hak kepada Penggugat dalam rekonpensg{ orenuntut hak-hak yang
dijamin oleh hukum bagi Penggugat dalam rekonpsgeisingga beralasan yang kuat
bagi Penggugat dalam rekonpensi untuk mengajukgatgn rekonpensi ini;

-Bahwa sesuai perjanjian jual beli tertanggal 1$dpgber 1998 yang bersumber dari
Akte Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli 1@3 tanggal 28 Juli 1997,
mempunyai titel sebagai undang-undang bagi pihbh&kptersebutvide Pasal 1338
ayat 1 KUH Perdata) ditentukan pula secara tegag parhak mengambil sertipikat
objek terperkara di Bank Pesona/saat ini BPPN hdaPenggugat dalam
rekonpensi/Tergugat  dalam  konpensi dan  bukan  Tatgugdalam
rekonpensi/Penggugat dalam konpensi sebagaimarm dilakukan oleh Tergugat
dalam rekonpensi saat ini, sehingga tindakan dabupgan yang dilakukan oleh
Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpetedah suatu tindakan dan

perbuatan yang melanggar hukum baik perdata maygdana, sehingga oleh
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karenanya undang-undang/hukum memberikan hak kedaelaggugat dalam
rekonpensi untuk menuntutnya;

-Bahwa sehubungan dengan perjanjian jual beli daas& yang dimiliki oleh
Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpelesigan pembayaran-
pembayaran yang Penggugat dalam rekonpensi lakukaka kewajiban Tergugat
dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untukemenn kewajibannya yakni
menyerahkan tanah beserta sertipikat sebagai alksképada Penggugat dalam
rekonpensi/Tergugat dalam konpensi beserta AktgiRatan Diri untuk melakukan
Jual Beli tanpa adanya dalih/alasan apapun danadesgrta merta pula bahwa
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mempumfasan hukum untuk
menyatakan bahwa perjanjian jual beli tertanggaD&sember 1998 beserta kuasa
tertanggal 11 Desember 1998 adalah syah secaranhuku

-Bahwa untuk menghindarkan dan mengantisipasi kegkinan-kemungkinan
sertipikat beserta tanahnya beralih kepada pihak taaka dengan ini dimohonkan
kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakan aitanan atas sertipikat tersebut
dan menempatkannya di bawah kekuasaan PengaditgeriNebuk Pakam;

-Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dalam rek@ifPenggugat dalam
konpensi telah menimbulkan banyak kerugian yangyiteerwaktu terhadap diri
Penggugat dalam rekonpensi, sehingga dapat dimi&ngan rupiah sebesar
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan tgmgaersebut menurunkan
kredibilitas dan nama baik Penggugat dalam rekasip@inkalangan pengusaha di
Medan yang tidak dapat diukur dengan rupiah, ukagus ini harus dituntut sebesar
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sehinggmtutan yang Penggugat
rekonpensi  ajukan  kepada  Tergugat dalam  rekonpenserjumlah
Rp.5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus jutaiabp yang harus dibayar oleh
Tergugat dalam rekonpensi secara seketika.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.18/R2003/PN.Lp tanggal
6 Agustus 2003 antara lain:

Dalam Konpensi:

-Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya
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-Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya

-Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan &ehgadilan Negeri Lubuk Pakam
dengan Penetapan No0.03/CB/2003/18/Pdt.G/2003/Phhdyal 12 Maret 2003 dan
telah dilaksanakan dengan Berita Acara Sita Peaja@2onservatoir Beslag) pada
hari Jumat tanggal 14 Maret 2003 atas tanah seamgikketk sah dan tidak berharga
dan harus diangkat/dicabut.

Dalam Rekonpensi

-Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanggal lds@&nber 1998 beserta kuasa
tanggal 11 Desember 1998 adalah syah secara hukum.

-Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi/Penggugatdibnpensi telah melakukan
wanprestasi/ingkar janji.

-Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat ndalkonpensi untuk
menyerahkan sertipikat HGB No0.417 untuk tanah selud89 m2 kepada Penggugat
dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi secaretikgkserta Akta Pengikatan
Diri untuk melakukan jual beli N0.103 tanggal 28i 1997 sebagai dasar Tergugat
dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi melakjuighibeli kepada Penggugat
dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi.

-Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat ndalkonpensi untuk
membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugah dekonpensi/ Tergugat
dalam konpensi sebesar Rp.100.000,00 (seratus mipiah) setiap hari atas
keengganan Tergugat dalam rekonpensi/Penggugatmdakanpensi untuk
melaksanakan putusan perkara ini.

Atas Putusan Pengadilan Negeri, Penggugagapgkan banding ke Pengadilan
Tinggi Medan dan Putusan Pengadilan Tinggi Nom&/Rdt/2003/PT.Mdn, tanggal
29 Januari 2004 antara lain sebagai berikut:

-Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakanggal 6 Agustus 2003
Nomor: 18/Pdt.G/2003/PN-LP, yang dimohonkan bantingebut;

-Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

-Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untalgseh
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-Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukanpvestasi kepada Penggugat/
Pembanding atas pembayaran secara mencicil yangs rdiflakukan Tergugat/
Terbanding sebagaimana yang ditentukan dalam panajual beli tertanggal
11 Desember 1998 yang dilegalisasi oleh Andreakwtidvieliala, SH., Notaris di
Medan dengan daftar legalisasi Nomor 3.289/1998@o

-Menyatakan batal dan atau tidak sah dan tidakdkedtan hukum, yaitu surat
perjanjian jual beli antara Penggugat/Pembandinggal® Tergugat/ Terbanding
tanggal 11 Desember 1998, dengan daftar legaldasior 3.289/1998 (Mono) dan
surat kuasa tanggal 11 Desember 1998, yang dipeskelaAndreas Ngikut Meliala,
SH., Notaris di Medan dengan legalisasi N0.3.29981®/10no);

-Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalamaerkni sah dan berharga;
-Menghukum Tergugat/Terbanding agar menerima pahger uang miliknya dari
Penggugat/Pembanding sebesar Rp.84.512.811 - &gtafuh empat juta lima ratus
dua belas ribu delapan ratus sebelas rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Tinggi ini Ngarialim selaku Pemohon Kasasi/
Tergugat/Terbanding mengajukan permohonan kasaskelaeratan-keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbandimg pekoknya adalah sebagai
berikut:

-Bahwa pendapatludex Facti Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak
mempunyai dasar hukum, penekanan pada tidak tarakya cara pembayaran
secara mencicil bukan merupakan syarat batalnyaattarpun dapat dibatalkannya
perjanjian jual beli. Apabila pembayaran cicilarrsébut tidak terlaksana pada
waktunya berturut-turut selama 3 (tiga) bulan, yagtiap tanggal 28, maka pihak
kedua wajib dikenakan denda, sehingga konsekwersinhnya adalah denda sesuai
bunga yang ditetapkan oleh bank dan bukan pembaja&d beli, karena dengan
adanya perjanjian yang diikuti dengan kuasa setegas dari Termohon kasasi
kepada Pemohon kasasi, maka telah beralih hakelaajiban menyelesaikan cicilan
ke bank kepada Pemohon kasasi dan bukan lagi kdpadehon kasasi dan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan ldsat mendasar atas

wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon kasasgatermengambil Sertipikat
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tanah yang diperjual belikan tersebut dari tangamklBPPN Medan, dimana
seharusnya Termohon kasasi tidak mempunyai hakdeggan ditandatanganinya
surat perjanjian dan kuasa dari Termohon kasasiad@pPemohon kasasi.
Dengan adanya penerimaan uang pembayaran terhaEp perkara tersebut dari
Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi maupun y#@dayarkan kepada
Bank/BPPN dari perjanjian yang tidak dibatalkan datak dikembalikan oleh
Termohon kasasi, telah membuktikan bahwa Pemohmaskaidak melakukan
wanprestasi sebagaimana yang dimaksud lebx facti Majelis Hakim Tinggi
Medan tersebut.

-Bahwa jual beli telah terjadvide pasal 1458 KUHPerdata), dalam isi perjanjian
tidak satupun adanya kata kalimat syarat dan atadppat dibatalkannya perjanjian
dimaksud, dan Termohon Kasasi telah menerima uantpayaran secara lunas dari
Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah dibuktikaersidangan dan hal yang
sedemikian rupa tidak dibenarkan oleh undang-undatigk dibatalkan (Pasal 1464
KUH Perdata). Dalam perjanjian hanya mengisyaratemda bagi Pemohon Kasasi
dan bukan pembatalan., sehingga dengan pendapagiutiasennya tersebujudex
facti salah dalam menerapkan hukum yang benar, sehiragga pula diluruskan;
-Bahwa Tentangudex facti menghukum terbanding untuk menerima penyerahan
uang miliknya, tidak mempunyai dasar hukum, karéindalam perjanjian jual beli
tanggal 11 Desember 1998 tidak ada diperjanjikatukunpembatalan uang
sebagaimana dimaksudkan ojelex facti Pengadilan Tinggi dan hal tersebut telah
diatur secara tegas oleh undang-undang (PasalKl4B4Perdata);

-Bahwa tentang Putusan Rekonpensi pertimbangan plansan judex facti
Pengadilan Negeri tersebut perlu dipertahankareneaipada pemeriksaan perkara
tersebut telah terbukti secara tuntas dan sempl@kayang harus dimiliki oleh
Pemohon Kasasi, yakni dengan mempedomi alat bukig ydisampaikan secara
sempurna oleh Pemohon Kasasi.

Pendapat Mahkamah Agung terhadap alasan-alasabuérs

Keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, kanagex facti telah salah menerapkan

hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
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-Pembayaran sebelum perjanjian jual beli tanggdbédember 1998, dalam kwitansi

tanda terima oleh Penggugat disebutkan sebagaigyardn tanah seluas 1.529 m2
di Helvetia (sama dengan tanah dalam perjanjiah heé tersebut dan tidak ada

bantahan Penggugat), maka pembayaran itu adalaanbédgri pembayaran harga

tanah dimaksud.

-Pembayaran setelah lewat waktu dan atau yangadillsebelum adanya gugatan
Penggugat, karena telah diterima dengan baik dak tikembalikan oleh Penggugat
kepada Tergugat, maka pembayaran itu adalah pemnavayang sah dan tidak dapat
didalilkan sebagai wanprestasi.

-Tergugat secara riil telah melunasi jumlah pembkayaarga tanah sesuai perjanjian
jual beli 11 Desember 1998.

Berdasarkan pertimbangan di atas tanpa pedmpertimbangkan keberatan
kasasi lainnya, putusan Pengadilan Tinggi Medanggain 29 Januari 2004
No0.343/Pdt/2003 PT.Mdn, yang membatalkan putusamgdblan Negeri Lubuk
Pakam tanggal 6 Agustus 2003 No. 18/Pdt.G/2003/PNidak dapat dipertahankan
lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung arabd alih pertimbangan
hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan beaar menjadikan sebagai
pertimbangan sendiri akan mengadili sendiri perkara
-Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan NdR&tA&003 PT.Mdn tanggal
29 Januari 2004 yang membatalkan putusan Pengatlisgeri Lubuk Pakam
No.18/Pdt.G/2003/PN.LP tanggal 6 Agustus 2003;

-Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan &ehgadilan Negeri Lubuk Pakam
dengan Penetapan No0.03/CB/2003/18/Pdt.G/2003/Phhdyal 12 Maret 2003 dan
telah dilaksanakan dengan Berita Acara Sita Peaja@2onservatoir Beslag) pada
hari Jumat, tanggal 14 Maret 2003 atas tanah sémgkiak sah dan tidak berharga
dan harus diangkat/dicabut.

Dalam Rekonpensi

-Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanggal lds@nber 1998 beserta kuasa

tanggal 11 Desember 1998 adalah syah secara hukum.
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-Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi/Penggugatdibnpensi telah melakukan
wanprestasi/ingkar jan;i.

-Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat ndakonpensi untuk
menyerahkan sertipikat HGB No0.417 untuk tanah selud89 m2 kepada Penggugat
dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi secaretisak serta Akta Pengikatan
Diri untuk melakukan jual beli No.103 tanggal 28i 1997 sebagai dasar Tergugat
dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi melakjuighbeli kepada Penggugat
dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi.

Isi putusan Mahkamah Agung sama dengan isi putiaam Rekonpensi Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam

2.5.3.2 Analisis Fakta

Fakta-fakta yang terdapat dalam kasus tersebuaslisebagai berikut:

-Bahwa Penggugat selaku penjual dengan Tergugsiuspembeli telah melakukan
transaksi jual beli tanah yang terletak di Desavet&d dengan membuat perjanjian
jual beli dan surat kuasa yang dibuat di bawahaangang dilegalisasi oleh Notaris
Andreas Ngikut Meliala, SH.;

-Bahwa objek perjanjian jual beli berupa tanahkagrsurat-surat yang menjadi bukti
bahwa penjual sebagai pemilik atas tanah tersakak tliserahkan kepada pembeli,
karena objek perjanjian oleh penjual dijadikan aguruntuk menjamin hutang
penjual yang belum lunas pada Bank Utama Caban@Med

-Bahwa cara pembayaran yang harus dilaksanakanpel@leli secara mengangsur
dengan cara menyetorkan jumlah pembayaran yartgdéitapkan dalam perjanjian,
langsung ke Bank Utama Cabang Medan setiap bulaselgena 46 (empat puluh
enam) angsuran;

-Bahwa pembeli tidak membayar angsuran yang tei@tagkan dalam perjanjian
secara tepat waktu, sehingga penjual atas inisyatisendiri membayar lunas sisa
angsuran kepada bank yang telah diambil alih olaHaB Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN);

-Bahwa Penjual mengajukan gugatan kepada Pembédilun®engadilan Negeri
Lubuk Pakam untuk memintakan pembatalan dan atdak tisah dan tidak
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berkekuatan hukum perjanjian jual beli dan suraskuyang dibuat antara penjual
selaku penggugat dengan pembeli selaku tergugatm#gghukum Tergugat untuk
menerima penyerahan uang yang telah dibayarkanTe@ejugat kepada Bank;
-Bahwa dari putusan-putusan Pengadilan dari TinBkagadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi sampai Putusan Mahkamah Agung, terdapategadn antara Pengadilan
Negeri dengan Pengadilan Tinggi dalam mengambiutkean, yang pada akhirnya
Mahkamah Agung menguatkan putusan dari Pengadikge yang dinilai telah
tepat dan benar dan membatalkan putusan Pengadhiiggi.
-Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam miknglagatan Penggugat
seluruhnya dan mengabulkan permohonan Pengguganpehsi/Tergugat sebagian
yaitu menyatakan perjanjian jual beli beserta kuastanggal 11 Desember 1998
adalah sah secara hukum dan menyatakan PenggladetM@nprestasi karena tidak
menyerahkan sertipikat tanah dan bukti surat la@nkgepada Tergugat dan
menghukum Penggugat untuk menyerahkan sertipikat simat tersebut kepada
Tergugat;
-Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan mengabulgarmohonan gugatan
Penggugat yaitu menyatakan Tergugat telah melakwikaiprestasi atas pembayaran
cicilan, membatalkan perjanjian jual beli dan sutabsa yang telah dibuat oleh
Penggugat dengan Tergugat dan menghukum Tergugast orenerima uang yang
telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Bank;
-Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yamdalsarkan pertimbangan
Mahkamah Agung telah tepat dan benar dijadikanrpeangan dan untuk mengadili
dan memutus perkara tersebut.
2.5.3.3 AnalisisHukum

Bahwa Mahkamah Agung dalam memutuskan peridengan mengambil
pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan alasarer&in-keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi, dan gugatan yandpudlikan oleh Pengadilan Negeri
yaitu sebagian gugatan Penggugat dalam rekonpelvasgai berikut:
-Bahwa suatu perjanjian jual beli yang dibuat divah tangan antara Penggugat

dengan Tergugat mempunyai titel sebagai undangrgndbagi pihak-pihak yang
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membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ByKitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Dalam perjanjian diatur apabilaaterketerlambatan pembayaran
akan dikenakan sanksi denda bukan perjanjian diiaata

-Bahwa Tergugat berkeberatan atas alasan untukbatalkan perjanjian yang
diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dengan beralaskada Tergugat telah
wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaesmmgad mengacu pada Pasal
1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mehkgatgual beli dianggap
telah terjadi antara kedua belah pihak, seketikeladetercapai kata sepakat tentang
kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan betaraltkan dan harga belum
dibayar; dan pada Pasal 1464 Kitab Undang-Undanduidu Perdata yang
menyatakan jika pembelian dengan memberi uang paalkadapatiah salah satu
pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh fkematau mengembalikan
uang panjarnya. Dalam persidangan Penggugat ataoohen Kasasi terbukti telah
menerima uang pembayaran dan secara tegas tetah aleh undang-undang tidak
adanya diperjanjikan untuk pembatalan dan pengeambalang yang telah
dibayarkan oleh Tergugat atau Pemohon Kasasi.

Keberatan tersebut di atas dapat dibenadteh Mahkamah Agung dengan
pertimbangan, adanya pembayaran sebelum perjgngabeli tanggal 11 Desember
1998 dilaksanakan dan dalam kwitansi tanda terirs@bdtkan sebagai pembayaran
tanah di Helvetia (sama dengan tanah dalam pefamal beli tersebut dan tidak
ada bantahan dari Penggugat), sehingga pembayassibtit merupakan bagian dari
pembayaran harga tanah dimaksud. Pembayaran sktelahwaktu dan atau yang
dilunasi sebelum adanya gugatan Penggugat, kaetéata diterima dengan baik dan
tidak dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergygetbayaran tersebut adalah sah
dan tidak dapat didalilkan sebagai wanprestasiTagagugat secara riil telah melunasi
jumlah pembayaran harga tanah sesuai surat pergogl beli.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan Riilaga Negeri dan Mahkamah
Agung dalam menyikapi putusan perkara berdasarkartingpangan hukum
sebagaimana tersebut di atas sudah tepat. Sydbgksiu dan syarat objektif

perjanjian jual beli yang menjadi objek gugatanadal perkara, sebagaimana
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disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-UndankukiuPerdata untuk sahnya
suatu perjanjian telah terpenuhi. Ditinjau darisakebebasan berkontrak dan asas
kekuatan mengikatpécta sunt servanda) serta asas itikad baik, yang tersirat dalam
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaergyebutkan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagking-undang bagi mereka yang
membuatnya dan para pihak yang membuat perjangaashmemenuhi apa yang
diperjanjikan diantara mereka, tidak boleh ditakkembali kecuali mendapat
persetujuan dari pihak yang membuatnya dan suajanpian harus dilaksanakan
dengan itikad baik, dalam arti antara pihak yartg sarhadap pihak yang lain harus
bertindak berdasarkan kepatutan, kejujuran dan atatipu muslihat untuk
kepentingan diri sendiri, Penggugat tidak dapat bsailkan perjanjian dimaksud
oleh karena perjanjian jual beli tertanggal 11 Deser 1998 tersebut adalah sah dan
para pihak yang membuatnya harus memenuhi apa digeganjikan, yang mana
sah dan telah terjadinya jual beli diperkuat denietentuan Pasal 1458 dan Pasal
1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan analisa terhadap kasus tersklatbs, dapat disimpulkan bahwa
dalam perkara perdata hakim harus mencari kebengmamil, Penggugat dan
Tergugat yang berkepentingan dalam perkara harumganekan alat-alat bukti dan
sekaligus membuktikan kebenaran alat bukti tersebiatkim akan menyatakan
terbukti atau tidaknya peristiwa tersebut dan naermpembuktian, yang merupakan
penilaian terhadap kenyataan yang bersifat judestiefadan apabila perkara
diteruskan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agundtmkrlu melakukan penilaian
pembuktian yang telah pernah ada.

Dalam acara pembuktian Penggugat dan Tergugangajukan peristiwa-
peristiva dan fakta-fakta yang menjadi dasar bagatan Penggugat atau jawaban
Tergugat. Peristiwa-peristiwa tersebut harus diiklgngan bukti-bukti yang sah
menurut hukum untuk dapat dipastikan kebenaranBgaal 163 HIR menyatakan
“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai haky @amenyebutkan suatu

perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untukbaatah hak orang lain, maka
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orang itu harus membuktikan adanya hak itu atanysd&ejadian itu.” Dalam hal ini
yang harus dibuktikan yaitu peristiwa, kejadiam tak tertentu, bukan hukumnya.

Dalam kasus tersebut di atas pembuktian yhagkan oleh Penggugat untuk
membuktikan terjadinya suatu peristiwa dan olehgligat digunakan untuk
membuktikan adanya suatu hak, yaitu perjanjian lpetiltanggal 11 Desember 1998
beserta kuasa tanggal 11 Desember 1998 yang dsi@gjableh Notaris. Akta di
bawah tangan ini oleh Hakim dinyatakan sah secakaurh dan dijadikan dasar
putusan atas perkara tersebut. Dalam ketentuarl P&4aHIR dinyatakan, yang
disebut alat-alat bukti yaitu:

1. Bukti dengan surat/tertulis;

2. Bukti dengan saksi;

3. Persangkaan-persangkaan;

4. Pengakuan;

5. Sumpah.
Dakam sistem HIR, hakim terikat pada alat bukti gygagah sebagaimana yang
disebutkan di atas, artinya Hakim hanya dapat nmebggutusan berdasarkan alat-
alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR/RBG/1866 BW® Akta di
bawah tangan merupakan salah satu dari alat belkdigaimana tersebut dalam Pasal
164 HIR, mempunyai kekuatan pembuktian sempurnargepkta otentik apabila
diakui oleh orang yang bersangkutén.

Peran Notaris sebagai pejabat umum yang jala@kan fungsi dan
wewenangnya Yyang diberikan oleh undang-undang,u yaitewenang untuk
melegalisasi akta di bawah tangan sebagaimana woterkatentuan peraturan
perundang-undangan, yaitu harus mengikuti proseunjelaskan isi akta di bawah
tangan kepada para pihak dan penandatanganankdifakiihadapan Notaris, akta di
bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuéiapurna, oleh karena para

pihak yang menandatangani akta di bawah tangatidedt dapat menyangkal tidak

*8 H. Mohammad SalefPenerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada
Eksekusi Putusan Perkara Perdata, (Yogyakarta : Graha Cendekia,2011), hal 72.
*1bid, hal.74.
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mengetahui isi dari akta dan tidak dapat menyangkatlatangan yang mereka
bubuhkan pada akta di bawah tangan tersebut.

Berdasarkan bukti perjanjian jual beli tamighl Desember 1998 beserta kuasa
tanggal 11 Desember 1998 yang dilegalisasi olehafdotdan bukti pembayaran
sebagai bukti pendukung, terbukti telah terjadisyatu peristiwa jual beli tanah
antara Penggugat dengan Tergugat yang pembayaraslayadipenuhi, sehingga
perjanjian secara riil telah terjadi dan sah sedarkum, sehingga tidak dapat
dibatalkan sebagaimana yang diajukan oleh Penggdagat diputuskan oleh
Pengadilan Tinggi Medan. Dalam hal ini Tergugatahelterbukti memenuhi
kewajibannya yaitu membayar harga tanah sedangkaggBgat telah melakukan
wanprestasi karena Penggugat belum memenuhi kewmajl yaitu menyerahkan
objek yang diperjual belikan tersebut kepada Teajug

254 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Melegalisass Akta Di Bawah
Tangan

Notaris sebagai pejabat umum yang mengen®maanat dan kepercayaan
masyarakat perlu mendapat perlindungan hukum datenjalankan jabatannya.
Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notang yaelegalisasi akta di bawah
tangan sebagai berikut:
2.5.4.1 Perlindungan Menurut PJN

Menurut PJN surat yang dibuat di bawah tangeng dilegalisasi mempunyai
tanggal yang pasti, tandatangan yang dibubuhkabadiah surat tersebut benar
berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanyantern dalam surat tersebut.
Orang yang membubuhkan tandatangannya di bawah teusabut tidak lagi dapat
mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa isi sur&arena isinya telah terlebih
dahulu dibacakan kepadanya sebelum ia membubulkalatangannya di hadapan
Pejabat.
2.5.4.2 Perlindungan M enurut UUJN
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Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) a ditaetapKNotaris berwenang pula
mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastigraltsurat di bawah tangan
dengan mendaftar dalam buku khusus.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a berbketentuan ini merupakan legalisasi
terhadap akta di bawah tangan yang dibuat senleini @ang perorangan atau oleh
para pihak di atas kertas yang bermeterai cukugatejalan pendaftaran dalam buku
khusus yang disediakan oleh Notaris.
2.5.4.3 Perlindungan M enur ut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam ketentuan Pasal 1874 ayat (2) berbaleyigan penandatanganan sepucuk
tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu capogjendgubuhi dengan suatu
pernyataan yang bertanggal dari seorang Notarnspsgawai lain yang ditunjuk oleh
undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengepambubuh cap jempol, atau
bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, babkinya akta dijelaskan kepada
orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol terséiutouhkan di hadapan pegawai
itu.

Dalam ketentuan Pasal 1874 a, berbunyi, gikak-pihak yang berkepentingan
menghendaki, dapat juga diluar hal yang dimakslahdayat kedua pasal lalu, pada
tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangdibieri suatu pernyataan dari
seorang Notaris atau pegawai lain yang ditunjukh al@dang-undang, darimana
ternnyata bahwa ia mengenal si penandatangan aawab orang ini telah
diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telahadii@n kepada si penandatangan
dan bahwa setelah itu penandatanganan telah ddakdikhadapan pegawai itu.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaitessebut di atas, Notaris dalam
melegalisasi suatu akta hanyalah sebagai Notamg yaenjalankan fungsi dan
wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yaltatas wewenang melegalisasi
surat-surat atau akta-akta di bawah tangan yangatlibleh para pihak yang
berkepentingan. Undang-undang memberikan perlirmlurigepada Notaris dalam
bentuk pengaturan pembatasan wewenang Notaris dakleyalisasi suatu akta di

bawah tangan hanya sebatas mengesahkan tandataganenetapkan kepastian
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tanggalnya, Notaris dalam hal ini tidak terlibahdalak bertanggung jawab dengan
isi dari akta yang dibuat oleh para pihak yang rnedgpnya.

Majelis Pengawas yang menjalankan dan matelan pengawasan sesuai
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkaara tidak langsung akan
memberikan perlindungan pula kepada Notaris, karel@mgan berjalannya
pengawasan Notaris akan berusaha menjalankan fegadengan baik sesuai

persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undan
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahpsean dan tanggung jawab Notaris
terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasatieyp pokok permasalahan, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, bahwa tanggung jawab Notaris dilasapada pekerjaannya yang
meliputi pekerjaan Notaris berupa:

a. Legalisasi dalam arti dokumen atau akta yang dilbudiawah tangan tersebut
ditandatangani oleh para pihak di hadapan Nota&tislah dokumen atau akta di
bawah tangan tersebut dibacakan dan dijelaskaebilertiahulu oleh Notaris yang
bersangkutan, sehingga tanggal dokumen atau aktzawah tangan tersebut
adalah sama dengan tanggal legalisasi dari Not&r&dam hal ini Notaris
menjamin keabsahan tandatangan dari para pihak yalilggalisasi
tandatangannya, karena para pihak hadir pada ssabuobuhan tandatangan di
hadapan dan disaksikan oleh Notaris, sehingga {plmek yang menghadap dan
menandatangani dokumen atau akta di bawah tangaebte tidak dapat
menyangkal tandatangannya dan mengatakan bahw&antetek tahu dan tidak
mengerti isi dari dokumen atau akta di bawah tangesebut, karena isi dokumen
atau akta di bawah tangan tersebut sebelum ditamalat telah dijelaskan oleh
Notaris.

b. Legalisasi tandatangan dalam arti Notaris hanyayaiesikan dan mengesahkan
tandatangan para pihak yang menghadap atas dokasmemkta di bawah tangan
yang telah dibuat oleh para pihak yang menghaddpridoHal ini dapat terjadi
Notaris tidak membacakan isi dokumen atau aktaaivat tangan dimaksud,
dengan pertimbangan antara lain surat atau aktg yserahkan para pihak
kepada Notaris untuk dilegalisasi isinya tidak thkei oleh Notaris oleh karena
bahasa atau tulisan yang digunakan para penghatiaip membuat surat atau akta

di bawah tangan tersebut tidak dimengerti oleh Nsta
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Tanggung jawab Notaris atas kedua macamlidaga tersebut terbatas pada
pengesahan tandatangan para pihak dan kepastggatggembuatan akta, sedangkan
Isi surat atau akta yang dibuat para pihak tetapupadan tanggung jawab pihak-
pihak yang membuatnya. Dengan berlakunya UUJN giamg jawab hukum Notaris
hanya terbatas pada tanggung jawab formil, sedangkeygung jawab materiil yaitu
membacakan dan menjelaskan isi akta tidak lagiuddglam UUJN.

Ditinjau dari surat atau akta sebagai alaktib Notaris mempunyai peranan
penting, karena dengan dilegalisasinya surat akéa di bawah tangan dimaksud,
surat atau akta tersebut dapat menjadi alat buddigysempurna, karena dengan
disaksikan oleh Notaris selaku pejabat umum tandata dan isi akta diakui oleh
para pihak yang membuatnya sebagaimana tercantlmm daPasal 1875 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengembang menggunakan jasa Notaris medagalPerjanjian Pengikatan Jual
Beli Satuan Rumah Susun yang disiapkan pengemba&mgad menggunakan
klausula baku, dengan tujuan selain Notaris mengadisi para pihak pada saat
membubuhkan tandatangannya dan untuk kepastiagakpgrjanjian, juga Notaris
diminta untuk memberikan penjelasan kepada penibatang isi dari perjanjian
tersebut.

Ditinjau dari Pasal 15 ayat 2 huruf a UUlIdgalisasi surat atau akta di bawah
tangan hanya disyaratkan pengesahan tandatang&epkastian tanggal saja, Notaris
tidak lagi bertanggung jawab untuk membacakan danjetaskan isi akta, sehingga
dalam praktek Notaris pada umumnya menggunakanatokalimat “melihat dan
mengesahkan tandatangan” tidak lagi dicantumkanmkal “membacakan dan
menjelaskan isi surat”. Pada saat surat terselguindkan sebagai alat bukti, dapat
terjadi pihak-pihak yang membuatnya menyangkalhtefeengetahui isi surat dan
berakibat surat tersebut tidak lagi menjadi aldttibyang sempurna. Dalam studi
kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 840 K/Pdt/2@@Bjanjian Jual Beli
tertanggal 11 Desember 1998 yang dilegalisasi Niataris diakui sebagai alat bukti
yang sempurna, yang dapat digunakan untuk memlauktklanya peristiwa jual beli

dan adanya hak tertentu.
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Kedua bahwa Notaris sebagai pejabat umung yaengemban amanat dan
kepercayaan masyarakat, sudah seharusnya menealradyngan hukum. Undang-
undang telah mengatur perlindungan hukum bagi Motllam melegalisasi akta di
bawah tangan, dengan mengatur secara tegas datemiean batasan-batasan
mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan disyamatbagi Notaris dalam
melegalisasi surat-surat atau akta-akta di bawaltgatg yaitu hanya sebatas
wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dabefagpa peraturan yang
mengatur wewenang Notaris dalam melegalisasi ssuatat atau akta, UUJN telah
memberikan perlindungan maksimal dengan membatasiewang Notaris hanya
mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastigaltsurat di bawah tangan
dengan mendaftar dalam buku khusus. Dalam hal atamé tidak lagi diwajibkan
untuk membacakan dan menjelaskan isi akta sebagaimiatur dalam PJN dan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Rgaganempunyai peranan penting
dan memberikan perlindungan bagi Notaris baik sedangsung maupun tidak
langsung terhadap terjadinya sengketa antar padnak pyang membuat suatu
perjanjian di bawah tangan. Apabila Majelis Pengatelah melaksanakan tugas
pengawasannya sesuai dengan peraturan perundaaggamdyang berlaku, Notaris
akan memperoleh manfaat atas pengawasan yang ldilalalen Majelis Pengawas
antara lain, Notaris akan lebih berhati-hati daaksanakan tugasnya dengan baik
dan profesional, Notaris sedapat mungkin memenelsyaratan-persyaratan yang
ditentukan bagi Notaris sesuai peraturan perundad@gngan yang berlaku, serta
mampu menjalankan tugasnya dalam menciptakan kapdstkum bagi kepentingan
para pihak.

3.2 Saran

Berdasarkan uraian pada penulisan tesisangn yang penulis dapat sampaikan
sebagai berikut:

Pengaturan mengenai legalisasi dalam UUJMgaiebatkan dalam praktek

terdapat dua macam format legalisasi dengan alib&tum yang berbeda, dan
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masing-masing Notaris mempunyai pendapat dan memggn format kalimat yang
berbeda. Menurut pendapat penulis perlu adanyangeatan kata-kata dalam bentuk
tertulis yang sifatnya menyatakan dalam hal pemgatuormat kalimat yang
digunakan dalam pencantuman legalisasi, agar ataatakta di bawah tangan yang
dilegalisasi dapat dipertahankan sebagai alat buking sempurna untuk
mempertahankan kepentingan para pihak dalam bemgedk pengadilan.
Contoh-contoh format kalimat yang pernahekbmendasikan dalam Rapat
Pleno Pengurus Pusat Yang diperluas (Pra Kongkesarl Notaris Indonesia yang
diadakan di Makassar pada tanggal 13 dan 14 JOb,2@erlu ditinjau kembali dan

ditindak lanjuti sehingga bermanfaat dipakai sebagaan dalam praktek Notaris.
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Lampiran 1. Skema Tahapan Transaksi Jual Beli Satuan Rumah Susun

SKEMA
(Tahapan Transaksi Jual Beli Satuan Rumah Susun)

-Pilih Unit
i iksa: Transaksi -Isi Surat Pemesanan
Terima dan periksa: PENGEMBANG |e—m —— > PEMBELI “Serahkan data/identitas

-Data / Identitas (Beli)
-Surat Pemesanan (Qual

-Booking Fee T
1
Tunjuk l CASH KPR BANK
: T (Lembaga Pembiayaan)

KONTRAKTOR
(Pelaksana Pembangunan) |q— — = = = = = =

Opsi Renovasi

-Bayar Booking Fee

Tahap 2 - Tanda Tangan Perjanjian

KONTRAKTOR PENGEMBANG PEMBELI BANK
(Pelaksana Pembangunan) (Jual) (Beli) (Lembaga Pembiayaan)

A

Perjanjian Pengikatan .
Opsi Renovasi FOJARIS Jual Beli Satuan Akad Kredit
-Surat Perintah (Legalisasi) Rumah Susun
Kerja (PPJB)
- Pencairan Fasilitas Kredit
-Transfer ke Pengembang
..................................................................... Tahap 3 - Serah Terima Unit
L. A ... A S F
PENGEMBANG PEMBELI
(Jual) (Beli)
]

BADAN PENGELOLA
(ditunjuk Pengembang
selaku Perhimpunan
Mengelola Penghuni Sementara)

Rumah Susun

KONTRAKTOR
(Pelaksana Pembangunan) |«

Berita Acara
Serah Terima
Unit

_

Perbaikan dalam
Masa Pemeliharaan

rrre e - 1808P 4 - Tanda Tangan Akta Jual Beli .
.................................................................... &
PENGEMBANG PEMBEL|
— (Jual) (Bet)
PEJABAT PEMBUAT -Pembayaran telah lunas;
AKTA TANAH BN Akta Jual Beli -Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun telah terbit;
(PPAT) (AR _Riava dan naialk.naial talah liinac
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Lampiran 2: Skema Proses Legalisasi Akta Di Bawah Tangan

SKEMA

(Proses Legalisasi Akta Di Bawah Tangan)

Para Pihak Datang Ke
Kantor Notaris

|

Notaris Periksa
-Bukti ldentitas; dan
-Surat/Akta

|

Syarat Legalisasi Terpenuhi

Serahkan ke Notaris:
-Bukti Identitas (Adli);
-Akta/Surat di bawah
tangan

-Cocokan bukti identitas dengan
Para Penghadap;

-Isi Akta/Surat tidak melanggar
hukum dan kesusilaan

- =
1 |
1 1
1 1
Para PihaK sepakat tidak ada Para Pihak belum sepakat
pejubahanisi ada perubahan isi
1
: .
¥ ¥
Penandatanganan di hadapan Penandatanganan di pending
Notaris+ Legalisas /tunda
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Lampiran 3: Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun

Halaman 1 dari 2

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN

No.: /PPIB- "~ |/ 20
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”)
ini dibuat, ditandatangani, dan diberlakukan di , pada hari ini, s
tanggal , bulan s
tahun dua ribu ( / - ), oleh dan antara :
L PT.
suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di ~ dan beralamat koresponden di:
Telepon :
Fax. :

IL.

selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA?”;
dan untuk tindakan penandatanganan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA diwakili secara sah oleh :

keduanya bertindak selaku Kuasa Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT
oerdasarkan Surat Kuasa No. - tanggal ;

Nama
Pekerjaan

Alamat KTP

No. KTP

Alamat Korespondensi

E-mail
No. Telpon / Fax
No. NPWP

selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA?”.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

1%

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang real estat/ pengembang
kawasan perkotaan, yang akan/ sedang/ telah mengembangkan Kawasan yang terdiri dan Rumah Susun-

Rumah Susun, baik hunian maupun non hunian, setempat dikenal dengan nama ’, yang
memlhkl serta menguasai sebidang dan/atau beberapa bidang tanah yang terletak di desa/ keluraﬂan : .
". kecamatan ! , kota , JIn.

Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menjual sebagaimana PIHAK KEDUA bermaksud untuk
membeli unit Sarusun pada Kondominium, yang letaknya seperti pada Lampiran I Site Plan dan Gambar
Denah, dengan Spesifikasi Standar Sarusun seperti pada Lampiran II Perjanjian, dengan Harga Standar dan
Cara Pembayaran seperti pada Lampiran III Perjanjian, serta Ketentuan-Ketentuan Khusus Sarusun seperti
pada Lampiran IV Perjanjian ini.
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3. Bahwa mengingat Kondominium akan/sedang dalam proses pembangunan atau telah dibangun, namun
karena satu dan lain hal, maka jual beli unit Sarusun tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan
Rumah Susun dengan akta PPAT belum dapat dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan ini Para Pihak telah sepakat mengenai
hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang ditentukan dalam pasal-pasal yang diuraikan lebih
lanjut dalam Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Perjanjian adalah sesuai yang tercantum
dalam Lampiran V Perjanjian ini.

2. PIHAK KEDUA setuju dan mengikatkan diri untuk mengikuti dan mentaati seluruh tata tertib yang
diberlakukan di Kondominium, dengan menandatangani juga Kontrak Tentang Pelaksanaan Tata Tertib
Kondominium (selanjutnya disebut “Kontrak Tatib”) dan Peraturan Tata Tertib Hunian (Peraturan Tatib),
yang merupakan Lampiran VI dan Lampiran VII Perjanjian ini.

3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk
mentaati Perjanjian ini berikut seluruh Lampirannya, yaitu sebagai berikut :

Lampiran | . Site Plan dan Gambar Denah

Lampiran II : Spesifikasi Standar Unit Sarusun

Lampiran III : Harga Standar dan Cara Pembayaran

Lampiran IV . : Ketentuan-Ketentuan Khusus Unit Sarusun

Lampiran V : Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Perjanjian
Lampiran VI : Kontrak Tentang Pelaksanaan Tata Tertib Kondominium
Lampiran VII : Peraturan Tata Tertib Hunian (Peraturan Tatib)

Dalam hal terjadi perubahan, pengurangan dan atau penambahan atas isi dari Perjanjian ini dan/atau
Lampiran-lampirannya, maka Para Pihak akan merundingkannya secara musyawarah untuk mufakat serta
hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tambahan/Addendum. Seluruh Lampiran-Lampiran,
Kontrak-Kontrak, Perjanjian-Perjanjian, Surat Kuasa serta Appendix. Perjanjian yang ditandatangani
bersamaan dengan Perjanjian ini, serta Addendum dari Perjanjian ini (jika ada) merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

4. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka segala persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam
Perjanjian berikut Lampiran-Lampirannya telah dibaca dan dimengerti dengan benar oleh Para Pihak.

5. Disamping Perjanjian berikut Lampiran-lampirannya sebagaimana tersebut diatas, maka meskipun terpisah
dari Perjanjian ini, PIHAK KEDUA juga terikat pada Surat Perintah Kerja (SPK) berikut Lampiran-
lampirannya, yaitu ; Spesifikasi Renovasi seperti pada Lampiran I SPK dan Harga Renovasi dan Cara
Pembayaran seperti pada Lampiran II SPK.

6. Kata-kata yang dicetak tebal tersebut di Perjanjian ini mempunyai pengertian seperti yang tercantum di
dalam Pasal 1 pada Lampiran V Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan mulai berlaku sejak
tanggal ditandatangani oleh para pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT.*
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Lantai

Nomor Unit

Type

Luas Semi - Gross

LAMPIRAN Il

STANDAR SPESIFIKASI
Ruang tamu/ruang keluarga

* Lantai : Keramik 30x30

= Dinding : Bata/beton ringan diplester aci

* Plafond : Beton ekspose

* Pintu : Pintu panel kayu meranti
Kamar tidur

* Lantai : Keramik 30x30

* Dinding : Bata/beton ringan diplester aci

* Plafond : Beton ekspose

* Pintu : Double multipleks

Kamar mandi

* Lantai : Screed

* Dinding : Screed

* Plafond : Gypsum waterproofing

* Pintu : Double muitipleks + melaminto (sisi dalam)
Dapur

* Lantai : Keramik 30x30

* Dinding : Bata/beton ringan diplester aci

* Plafond : Beton ekspose

* Sink : Hanya instalasi

Service area

* Lantai : Keramik 30x30 + keramik 20x20
¢ Dinding : Bata/beton ringan diplester aci

* Plafond : Beton ekspose

¥ Pintu : Double multipleks

Listrik

* Daya : 4400 VA

* Metering - KWH meter per-unit apartment
Features

*

.
.
*

Instalasi listrik dan titik lampu

Fire detector dan sprinkler

Instalasi telepon (tidak termasuk penyambungan line), titik pada ruang tamu/keluarga
Instalasi air bersih dan air kotor
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Konsultan yang Melakukan Perencanaan’

adalah :
1. Arsitektur DR
PT.
2.Struktur BT
3.Mekanikal 220
4.Elektrikal 4 2 1
5.Plumbing P

‘Pihak Pertama/Pengembang berhak untuk melakukan perubahan-perubahan pada spesifikasi atas Sarusun,
dengan maksud untuk meningkatkan mutu/kualitas dari Sarusun, atas biaya dan Pihak Pertama/Pengembang dan
Pihak Kedua wajib mengikuti serta tidak berhak untuk menolak atas perubahan tersebut.

Apabila Pihak Kedua memeriukan spesifikasi yang berbeda (seperti; kapasitas listrik, exhaust, floor drain dll),
maka merupakan kewajiban Pihak Kedua untuk mengurus sendiri kepada Pengelola, setelah Gedung dan
fasilitasnya telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pengelola dan tidak ada jaminan dapat dipenuhinya
kebutuhan-kebutuhan tersebut, kecuali berada pada area yang sudah ditetapkan sebelumnya”.
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Harga Standar dan Cara Pembayaran

Lantai : XX
No. ¢ XXXX

A. Harga Jual Standar

Harga Net Net + PPN

B. Perincian Pembayaran

1 Pindahan dari unit 1617
2 Pembayaran Sisa

Harga tanah
Harga bangunan
PPN
*® Untuk Harga Renovasi diperinci dalam Lampiran 11 SPK
PILIHAN PEMBAYARAN  : ......cccoonneencecmnnnnnens TaNda BNGAN & eecercrcccne eeeeessanasanaens
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Lampiran [V Perjanjian
Halaman 1 dari 3

Ketentuan-Ketentuan Khusus Unit Sarusun :

1. Mata uang yang dipakai dalam Perjanjian ini adalah dalam Rupiah atau mata uang lain yang
disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka ketentuan Pasal 3.5 Lampiran V Perjanjian, tentang
devaluasi dinyatakan tidak berlaku.

2. Sesuai dengan ketentuan pasal 3.9.b Lampiran V Perjanjian, Rekening PIHAK PERTAMA adalah:

PT. X

# A/C. No.
Bank

1k

3. Serah Terima
A. Serah Terima unit Sarusun akan dilakukan sejak tanggal PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli)
dengan ketentuan setelah seluruh pembayaran telah dilunasi, sedangkan untuk pembayaran
angsuran bertahap akan dilakukan Serah Terima Pinjam Pakai.

B. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
dalam surat undangan serah terima ternyata PIHAK KEDUA tidak datang untuk melakukan
serah terima, maka dengan lewatnya waktu tersebut sudah menjadi bukti bahwa PIHAK
KEDUA dianggap telah menerima dengan baik unit Sarusun tersebut dan sejak itu segala resiko
dan kewajiban yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

C. Apabila transaksi pembelian dilakukan setelah unit Sarusun sudah selesai dibangun, maka
setelah pembayaran Booking Fee dan penandatanganan Perjanjian dilaksanakan, dapat
dilakukan Serah Terima Pinjam Pakai.

4. Lain-lain :
A. Setiap pengalihan hak kepada pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya oleh PIHAK KEDUA
dikenakan biaya administrasi 5% dari harga jual ditambah PPN.

B. Harga Jual tidak termasuk antara lain:
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Biaya Akta Jual Beli/PPAT
- Biaya pemecahan dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
- Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) dan Pajak-pajak lain yang mungkin timbul di
kemudian hari
- Biaya Pengelolaan Gedung (Service Charge) dan Dana Cadangan (Sinking Fund)

Harga Jual sudah termasuk antara lain :
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Penyambungan Daya Listrik dan Jaringan Air Bersih (PDAM)

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.




Lampiran IV Perjanjian
Halaman 2 dari 3

5+

Kondisi khusus yang dipersyaratkan untuk unit Sarusun sbb:
A. PARKIR

1. Area parkir, jalan dan gedung parkir yang berada dalam satu kesatuan bangunan Kawasan

adalah dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh PIHAK PERTAMA atau pihak yang menerima
pengalihan dari PIHAK PERTAMA. Area parkir, jalan dan gedung parkir bukan merupakan
Tanah Bersama, Benda Bersama atau Bagian Bersama melainkan mutlak milik PIHAK
PERTAMA atau pihak yang menerima pengalihan dari PIHAK PERTAMA, sehingga
peruntukan dan pengaturan sepenuhnya merupakan hak dari PIHAK PERTAMA. Peruntukan
dan pengaturan area parkir lahan dan gedung parkir, ini dapat dirubah sewaktu-waktu oleh
PIHAK PERTAMA, tanpa persetujuan apapun dari PIHAK KEDUA, dengan tidak
mengurangi ketersediaan lahan parkir bagi Penghuni Kondominium tersebut, sesuai dengan
ketentuan perparkiran yang berlaku. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut, turut campur atau
tidak berhak memiliki area parkir, jalan dan gedung parkir.

PIHAK PERTAMA mempunyai hak penuh untuk menentukan dan menunjuk jasa pengelolaan
parkir kepada pihak lain dan berhak pula untuk menentukan besarnya tarif parkir serta
menetapkan ketentuan perparkiran, segala pendapatan adalah hak PIHAK PERTAMA.

Area parkir, jalan, gedung parkir bukan merupakan milik PIHAK KEDUA. PIHAK
PERTAMA dari waktu ke waktu akan selalu memberikan fasilitas parkir kepada PIHAK
KEDUA sesuai ketersediaan lahan parkir yang ada, yang akan diatur oleh Badan Pengelola
dikemudian hari.

PIHAK KEDUA dan/ atau Penghuni wajib mentaati ketentuan perparkiran yang ditetapkan
oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Badan Pengelola.

Dalam hal kepemilikan, penguasaan atau pengelolaan unit Sarusun dialihkan kepada pihak
manapun, maka hak-hak PFHAK PERTAMA sebagaimana yang diatur di atas tetap berlaku dan
membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan apapun dari Pihak yang menerima pengalihan.

B. IURAN PENGELOLAAN, SINKING FUND DAN BADAN PENGELOLA

I

PIHAK KEDUA menerima dan menyetujui serta tidak merubah rumusan perhitungan besarnya
Iuran Pengelolaan dan Sinking Fund; serta mengikat sekalipun Akta Jual Beli sudah
dilaksanakan dan telah dibentuk Perhimpunan Penghuni Tetap.

Besarnya Iuran Pengelolaan setiap bulan yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA adalah
luasan untuk pembebanan Iuran Pengelolaan dalam Appendix Perjanjian yang akan
dilampirkan kemudian dan menjadi bagian dalam House Rule (Addendum Peraturan Tatib)
dikalikan dengan tarif Iuran Pengelolaan per meter persegi yang dihitung dan ditetapkan oleh
Badan Pengelola dari waktu ke waktu.

Besarnya Sinking Fund akan ditentukan kemudian dari waktu ke waktu dan wajib dibayar
bersamaan dengan Iuran Pengelolaan.

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.




Lampiran IV Perjanjian
Halaman 3 dari 3

Untuk mencerminkan rasa keadilan di antara para pemilik unit Sarusun, maka PIHAK KEDUA
berjanji dan mengikatkan diri untuk tunduk dan patuh serta menyerahkan penetapan perhitungan
sepenuhnya kepada Badan Pengelola dan PIHAK KEDUA menyadari bahwa perhitungan
luasan untuk pembebanan Iuran Pengelolaan tidak harus selalu sama dengan Nilai
Perbandingan Proporsional (NPP) atau luasan yang diperjanjikan dalam Perjanjian dan
adalah mutlak hak Badan Pengelola untuk menentukan rasio perhitungan tersebut, untuk itu
PIHAK KEDUA tidak akan menolak atas perhitungan tersebut.

. Bahwa Badan Pengelola adalah satu-satunya pihak yang berhak mengelola Kondominium.
PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan untuk menunjuk Badan Pengelola, sekalipun
sudah dibentuk Perhimpunan Penghuni Tetap. Hal ini dimasukkan dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni.

. Untuk pertama kali pembentukan Perhimpunan Penghuni, waktu dan tata cara pelaksanaan
ditetapkan atau diatur oleh PIHAK PERTAMA dan Para Pihak sepakat untuk melaksanakan
rapat dan atau pengambilan keputusan dengan ketentuan quorum 50,1 % (lima puluh koma satu
persen ) dari Nilai Perbandingan Propesional atau dalam hal quorum tersebut tidak dapat
tercapai karena suatu sebab, maka PIHAK KEDUA memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut
kembali kepada PIHAK PERTAMA untuk mengatur proses pembentukan, tata cara dan aturan
lain yang berkaitan dengan Perhimpunan Penghuni dimaksud.

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.




KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-

SYARAT PERJANJIAN

Pasal 1
DEFINISI

Definisi-definisi teknis yang digunakan dalam
Perjanjian ini, kecuali konteksnya secara tegas
mengartikan lain, mempunyai arti sebagaimana
dijelaskan di bawah ini :

Il

1.2.

P38

1.4.

1557

“Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Perhimpunan Penghuni” atau
disingkat “AD/ART” berarti Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Perhimpunan  Penghuni,  baik  yang
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA,
ataupun setelah Perhimpunan Penghuni
terbentuk, termasuk setiap perubahan dan
penambahannya.

“Bagian Bersama” berarti bagian yang
dimiliki bersama-sama secara tidak terpisah
untuk pemakaian bersama dalam kesatuan
fungsi dengan satuan-satuan Rumah Susun
Hunian dan non Hunian dalam satu
Kawasan, sebagai contoh : ruang umum,
ruang tangga, lift genset, pondasi, balok,
dinding, lantai, atap, talang air, tangga,
saluran-saluran, pipa-pipa, instalasi listrik,
instalasi telekomunikasi dan ruang sistim
pendingin udara (Air Conditioning).

“Benda Bersama” 'berarti benda yang
bukan merupakan bagian dari
Kondominium tetapi yang dimiliki bersama
secara tidak terpisah untuk pemakaian
bersama, sebagai contoh: tanaman, bangunan
pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat
ibadah, tempat bermain sebagaimana
ditetapkan PIHAK PERTAMA.

“Badan Pengelola” adalah badan yang
bertugas mengelola Kondominium.

“Berita Acara Serah Terima” berarti berita
acara mengenai penyerahan unit Sarusun
Hunian, dan penerimaannya, menurut
ketentuan Pasal 5.5 Lampiran V Perjanjian
ini (selanjutnya disebut “BAST”).

“Harga Jual” berarti harga yang harus
dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA dan/atau Kontraktor
untuk pembelian unit Sarusun yang
besarnya dan  cara = pembayarannya

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3
Lampiran V Perjanjian ini, yang terdiri atas

1.7.

11.0);

1.10.

Lampiran V Perjanjian
Hal 1 dari 15

a. “Harga Standar” berarti Harga Jual
atas unit Sarusun dengan spesifikasi
design Standar, yang merupakan hak
PIHAK PERTAMA, sebagaimana
Lampiran III Perjanjian.

b. “Harga Renovasi” berarti Harga Jual
atas unit Sarusun dengan spesifikasi
design pengembangan (renovasi), yang
merupakan hak Kontraktor,
sebagaimana Lampiran II SPK.

“Juran  Pengelolaan” adalah  biaya
pengelolaan  dan  pemeliharaan  untuk
mengoperasikan Bagian Bersama, Benda
Bersama dan Tanah Bersama, antara lain:
biaya manajemen pengelola, pajak-pajak,
pemakaian listrik dan air (untuk area
bersama), asuransi,  kebersihan  dan
perbaikan. Perhitungan Iuran Pengelolaan
dapat dilihat dalam Appendix Perjanjian
ini.

“Kontraktor” - adalah suatu perusahaan
berbentuk perseroan terbatas yang didirikan
dan tunduk dibawah peraturan perundang-
undangan Indonesia, sebagai pihak yang
ditunjuk’ oleh  PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan pekerjaan tambah (renovasi)
atas spesifikasi Standar unit Sarusun milik
PIHAK KEDUA.

“Kawasan” adalah suatu komplek Rumah
Susun, yang terdiri atas; Rumah Susun
Hunian (Kondominium dan Hotel) maupun
Rumah = Susun  Non Hunian (Mal,
Perkantoran), dalam satu dan/atau beberapa
Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah
Tingkat 1I, yang dikenal dengan nama
sebagaimana tercantum dalam butir 1
Perjanjian.

“Kondominium” berarti suatu komplek
rumah  susun hunian beserta sarana
penunjangnya, yang pada waktu Perjanjian
ini dibuat dan ditandatangani akan/sedang di
dalam proses pembangunan atau telah
dibangun oleh PIHAK PERTAMA, yang
struktur, komponen dan bahan bangunan yang
dipergunakan untuk membangun rumah susun
ini adalah sebagaimana dirinci di dalam
Lampiran-II  Perjanjian dan berlokasi
sebagaimana tercantum dalam butir 1
Perjanjian, yang merupakan bagian integral
dan tidak terpisahkan dari Perjanjian.

“Kreditur” adalah Bank atau Perusahaan
Pembiayaan  yang memberikan fasilitas

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.



112,

1.14.

1.16.

181673

1.19.

1.20.

kredit kepada PIHAK KEDUA untuk
pembelian unit Sarusun.

“Luas Netto” adalah luas unit Sarusun yang
dibeli oleh PIHAK KEDUA berdasarkan
Lampiran II Perjanjian ini, yang akan
dicantumkan dalam Sertipikat.

“Luas Semi Gross” adalah Luas Netto
tersebut ditambah dengan antara lain ;
koridor, loby lift, ruangan pembuangan
sampah dan bagian bersama lain yang
diperhitungkan secara proporsional pada
lantai yang bersangkutan.

“Masa Jaminan” adalah suatu jangka waktu
dimana PIHAK PERTAMA dan/atau
Kontraktor masih bertanggung jawab atas
kerusakan-kerusakan yang terjadi pada unit
Sarusun pada khususnya.

“Nilai Perbandingan Proporsional” berarti
angka yang menunjukkan proporsi hak
PIHAK KEDUA atas Bagian Bersama,
Benda Bersama dan Tanah Bersama yang
dihitung dihitung berdasarkan luas  unit
Sarusun Hunian = pada Kondominium
secara keseluruhan, angka mana ditentukan
oleh PIHAK PERTAMA.

“Pertelaan” berarti denah dan potongan
yang menunjukkan dengan  jelas batasan
secara vertikal dan = horizontal dari unit
Sarusun dan tata letak dari Kondominium
dalam kaitannya dengan batas tanah dimana
Kondominium berdiri, kesemuanya
dinyatakan dalam bentuk gambar dan uraian
yang disahkan oleh instansi pemerintah yang
berwenang.

“Perhimpunan Penghuni” berarti
perhimpunan para pemilik, pemakai,
penyewa, penyewa-beli atau pemanfaat unit
Sarusun pada Kawasan.

“Para Pihak” adalah PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA atau salah satu dari
mereka  seperti  disyaratkan  didalam
konteksnya.

“PIHAK PERTAMA” adalah perseroan
sebagaimana tercantum pada komparisi butir
I Perjanjian, suatu perusahaan berbentuk
perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
dibawah peraturan perundang-undangan
Indonesia, selaku Penjual.

“PIHAK KEDUA” adalah perseorangan
atau badan hukum yang memiliki unit

121

1.22,

23,

1.24.

Lampiran V Perjanjian
Hal 2 dari 15

Sarusun yang memenuhi syarat sebagai
pemegang hak atas tanah, selaku Pembeli.

“Perjanjian” berarti Perjanjian Pengikatan
Jual-Beli Satuan Rumah Susun Hunian yang
dibuat dan ditandatangani pada tanggal
sebagaimana disebut di muka besarta
lampiran-lampirannya, tambahan-
tambahannya dan perubahan-perubahannya
yang merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan.

”Penghuni” adalah perseorangan atau badan
hukum yang menempati unit Sarusun.

“Peraturan Rumah Susun” adalah semua
peraturan  perundang-undangan  tentang
Rumah Susun yang berlaku di Indonesia,
sebagaimana  dirinci dibawah ini dan
peraturan yang akan ditetapkan oleh
Pemerintah dikemudian hari, termasuk setiap

perubahan, penyempurnaan dan
penggantinya, serta peraturan
pelaksanaannya :

1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah
Susun;

1i.  Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia . Nomor 4 Tahun 1988
Tentang Rumah Susun;

iii Peraturan Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk
Dan  Tata Cara Pengisian Serta
Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah
Susun;

iv Peraturan Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk
Dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah
Serta Penerbitan Sertipikat.

“Peraturan Tata Tertib” adalah peraturan
tata tertib yang diberlakukan oleh PIHAK
PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk
oleh PIHAK PERTAMA sebagai pihak
yang  melakukan  pengelolaan  atas
Kondominium dimana unit Sarusun ini
menjadi salah satu bagian dan berfungsi
untuk  mengatur tata kehidupan dan
ketertiban dalam Kondominium tersebut
dan PIHAK KEDUA ataupun pihak yang
mengganti kedudukan PIHAK KEDUA
baik karena namun tidak terbatas jual beli
ataupun sewa dan pinjam, harus tunduk dan
taat pada Peraturan Tata Tertib.
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1.25.

1.26.

W27

1.28.

1.29.

1.30.

“PPAT” adalah seorang Pejabat Pembuat
Akta Tanah yang berkedudukan di wilayah
dimana  Kondominium  berada  dan
berwenang untuk membuat akta jual beli
sehubungan dengan unit Sarusun, yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

“Surat Perintah Kerja (SPK)” berarti
suatu perjanjian antara PIHAK KEDUA
dengan Kontraktor, dimana PIHAK
KEDUA menunjuk/memberi tugas kepada
Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan
tambah (renovasi) dari spesifikasi standar
unit Sarusun menjadi spesifikasi renovasi
unit Sarusun.

“Satuan Rumah Susun Hunian” berarti
bagian-bagian/satuan-satuan pada
Kondominium yang distrukturkan secara
fungsional dalam arah horizontal maupun
vertikal dan merupakan satuan-satuan yang
masing-masing dapat dimiliki dan digunakan
secara terpisah, yang peruntukkannya
sebagai tempat tinggal/hunian (selanjutnya
disebut “Sarusun”).

“Sertipikat Hak Milik Atas Sarusun"
adalah sertipikat tanda bukti kepemilikan
Sarusun yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang, terdiri atas :

a. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur
atas Hak Tanah Bersama, menurut
ketentuan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Undang-Undang no. 5 tahun 1960;

b. Gambar denah tingkat rumah susun
yang bersangkutan, yang
menunjukkan unit Sarusun yang
dimiliki;

c. Pertelaan mengenai besarnya bagian
hak atas bagian bersama, benda
bersama dan tanah bersama yang
bersangkutan.

(selanjutnya disebut “Sertipikat”)

“Sinking Fund” adalah dana cadangan yang
akan  dipergunakan untuk melakukan
perbaikan dan/atau penggantian-penggantian
besar antara lain: pengecatan bagian luar
gedung, penggantian spare part AC, Lift,
Eskalator dan lain sebagainya.

“Tanah Bersama” berarti bagian dari
sebidang tanah (yang akan berstatus) Hak
Guna Bangunan yang digunakan atas dasar

1315

22

283"

Lampiran V Perjanjian
Hal 3 dari 15

hak bersama secara tidak terpisah yang
diatasnya berdiri Rumah Susun baik hunian
maupun non hunian yang batas-batasnya
diuraikan dalam Pertelaan.

“Tanggal Serah Terima” berarti suatu
tanggal yang ditentukan dalam surat
undangan serah terima atau yang ditentukan
lain dalam Lampiran IV Perjanjian, sebagai
tanggal penyerahan unit Sarusun dari
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA.

Pasal 2
PENGIKATAN JUAL BELI

PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan
mengikatkan diri untuk menjual kepada
PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
dengan ini berjanji dan mengikatkan diri
untuk membeli dari. PIHAK PERTAMA,
Sarusun yang terletak pada nomor dan
lantai sebagaimana yang secara lebih
lengkap diuraikan, dan meliputi pula fasilitas
serta — sarana yang disebutkan dalam
Lampiran I Perjanjian, dengan dilengkapi
Bagian Bersama, Benda Bersama dan
Tanah Bersama dan sesuai dengan
spesifikasi Standar Sarusun sebagaimana
dirinci dalam  Lampiran II Perjanjian
maupun spesifikasi renovasi Sarusun yang
dirinci dalam Lampiran I SPK.

Hak-hak PIHAK KEDUA atas Bagian
Bersama, Benda Bersama dan Tanah
Bersama akan dihitung berdasarkan Nilai
Perbandingan Proporsional (NPP)

Apabila terdapat penyebutan luas baik dalam
brosur, dokumen penjualan dan dokumen
Perjanjian, Para Pihak menyadari bahwa
penyebutan luas tersebut hanya sebagai
rujukan atau referensi semata. Para Pihak
menyetujui untuk tunduk pada hasil
pengukuran luas dari instansi Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak
mengadakan perhitungan lagi atas Harga
Jual Sarusun.

Pasal 3

HARGA JUAL DAN CARA PEMBAYARAN

ol

Jual Beli unit Sarusun akan dilangsungkan
dan diterima dengan Harga Jual dan tata
cara pembayaran sebagaimana dirinci dalam
Lampiran-III Perjanjian dan Lampiran II
SPK, yang merupakan bagian yang integral
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3.2

3.4.

3.5,

dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Di
dalam Harga Jual tersebut belum termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan  Barang  Mewah/PPn  BM
(bilamana ada), biaya pembuatan Akta Jual
Beli PPAT dan biaya untuk proses
pemecahan dan pengurusan balik nama
Sertifikat ke atas nama PIHAK KEDUA,
yang terdiri dari biaya resmi yang ditentukan
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB) yang ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak serta jasa
pengurusan oleh Notaris/PPAT, pajak-pajak
lain yang akan ada dikemudian hari serta
perubahan atas nilai pajak yang telah berlaku
pada saat ini, biaya penyambungan air
bersih, telepon dan tambahan fasilitas atau
utilitas lainnya, kecuali yang ditentukan lain
pada Lampiran-IV Perjanjian.

Di dalam komponen Harga Jual tersebut
dalam Pasal 1.6 Perjanjian ini, Harga
Renovasi yang seharusnya dibayarkan oleh
PIHAK KEDUA kepada Kontraktor,
sebagaimana dirinci  dalam Lampiran I
SPK, wajib dibayar dimuka oleh PIHAK
KEDUA  melalui = rekening PIHAK
PERTAMA, semata-mata hanya sebagai
titipan dan jaminan bahwa Kontraktor akan
menyelesaikan  unit ~ Sarusun  dengan
spesifikasi renovasi sesuai Lampiran I SPK
tepat waktu serta menyerahkan unit Sarusun
sesuai tanggal yang ditentukan dalam
Lampiran IV Perjanjian.

Untuk setiap pembayaran- Harga Jual
dimaksud tidak diperlukan lagi suatu tagihan
dan peringatan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA, dan karenanya
PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk
melakukan setiap pembayaran tersebut
didalam jumlah yang cukup dan tepat pada
waktunya.

Semua pembayaran Harga Jual dan
pembayaran-pembayaran lainnya
sebagaimana dimaksud pasal 3.1 harus
dilakukan dengan Rupiah.

Apabila transaksi dilakukan dalam mata
uang Dollar  Amerika  Serikat dan
dikemudian hari terjadi penurunan atas uang
Rupiah terhadap uang Dollar Amerika
Serikat dari kurs satu Dollar Amerika Serikat
yang  tercantum  pada Lampiran-IV
Perjanjian, maka seluruh sisa pembayaran
yang terhutang / masih menjadi kewajiban
PIHAK KEDUA  kepada PIHAK

3.6.

g
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3.9.

Lampiran V Perjanjian
Hal 4 dari 15

PERTAMA termasuk - PPNnya akan
dihitung ulang dan disesuaikan dengan kurs
tengah baru Bank Indonesia yang berlaku
pada saat PIHAK KEDUA melaksanakan
pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.
Dalam hal Bank Indonesia tidak menetapkan
kurs jual, maka kurs yang dipergunakan
adalah kurs jual rata-rata pada 2 (dua) Bank
Pemerintah pada saat PIHAK KEDUA
melaksanakan pembayaran.

Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi
Booking Fee dan Uang Muka yang telah
jatuh tempo pada saat ditandatanganinya
Perjanjian ini, seperti tercantum dalam
Lampiran-III  Perjanjian, maka untuk
pembayaran Uang Muka tersebut PIHAK
PERTAMA akan memberikan kwitansinya.
Apabila ada Uang Muka yang belum jatuh
tempo dan belum dibayar, maka PIHAK
KEDUA wajib membuka dan menyerahkan
gito bilyet tersebut kepada PIHAK
PERTAMA.

Apabila PIHAK KEDUA membeli unit
Sarusun secara tunai sekaligus dan tunai
bertahap, perincian pembayaran dan batas
waktu pembayaran yang wajib dibayar oleh
PIHAK = KEDUA = kepada PIHAK
PERTAMA diperinci dalam Lampiran-III
Perjanjian dan untuk penerimaan jumlah
uang tersebut akan diberikan kwitansinya.

Semua giro bilyet yang diserahkan oleh
PIHAK . KEDUA  kepada PIHAK
PERTAMA tersebut harus diisi lengkap
dengan data-data antara lain, tanggal harus
disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran, besarnya giro bilyet sesuai
dengan jumlah yang wajib dibayar, nomor
rekening harus diisi sebagaimana
dicantumkan pada Lampiran-IV Perjanjian.
Dibelakang giro bilyet dilengkapi dengan
data-data antara lain nama pembeli, lantai,
nomor unit Sarusun dan jenis pembayaran.

Apabila sisa pembayaran yang dibayar oleh
PIHAK KEDUA  kepada PIHAK
PERTAMA dengan menggunakan fasilitas
kredit melalui Kreditur, maka pembayaran
tersebut diserahkan langsung oleh Kreditur
kepada PIHAK PERTAMA pada saat jatuh
tempo pembayaran seperti pada Lampiran-
III Perjanjian. Untuk itu PIHAK KEDUA
harus menerbitkan “instruksi pembayaran
yang tidak dapat ditarik kembali” kepada
Kreditur yang dengan cara mentransfer
uang secara otomatis ke rekening PIHAK
PERTAMA, dan untuk penerimaan jumlah
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uang tersebut PIHAK PERTAMA akan
memberikan kwitansi kepada Kreditur.

3.10. PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA
sepakat satu sama lain bahwa untuk syahnya
pembayaran harga unit Sarusun berikut
PPN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA  harus
mengikuti tatacara sebagai berikut :

3.10.a. Pembayaran dengan uang tunai dan
bilyet giro harus dilakukan pada
Kasir di kantor PIHAK
PERTAMA.

3.10.b. Pembayaran dengan transfer
ditujukan ke rekening PIHAK
PERTAMA, diisi dan diberi
penjelasan sesuai dengan ketentuan
pada pasal 3.8 dan mengirimkan
copy transfer kepada PIHAK
PERTAMA.

3.10.c. Pembayaran tersebut pada butir
3.10.a dan 3.10.b baru dianggap
telah  diterima - oleh  PIHAK
PERTAMA, jika wuang yang
dikliringkan/ditransfer ada dananya
dan telah masuk ke dalam rekening
PIHAK PERTAMA, selanjutnya
PIHAK PERTAMA akan
menerbitkan kwitansi untuk itu.

Apabila pembayaran yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA  kepada - PIHAK
PERTAMA menyimpang dari «cara-cara
yang dimaksud pada Pasal 3.10, bukan
merupakan suatu pembayaran yang syah dan
oleh karenanya menjadi resiko dan tanggung
jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 4
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Bilamana PIHAK KEDUA dengan alasan apapun
ternyata tidak dapat atau terlambat melaksanakan
suatu atau beberapa pembayaran kepada PIHAK
PERTAMA sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal
3 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib
membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar
2 o/oo (dua per mil) per hari dari jumlah yang harus
dibayar, denda mana wajib dibayar oleh PIHAK
KEDUA bersamaan dengan kewajiban pembayaran
yang terlambat dibayarkan berdasarkan ketentuan
Pasal 3 Lampiran V Perjanjian ini.

Sul.

5.2

i

5.4.

Lampiran V Perjanjian
Hal 5 dari 15

Pasal 5
PENYERAHAN FISIK

PIHAK PERTAMA menjamin dan
mengikatkan diri untuk membangun serta
menyelesaikan pembangunan
Kondominium, untuk itu PIHAK
PERTAMA  mengikatkan diri  untuk
menyerahkan kepada PIHAK KEDUA unit
Sarusun dengan spesifikasi standar maupun
spesifikasi renovasi, paling lambat pada
tanggal sebagaimana diuraikan dalam
Lampiran IV Perjanjian.

Yang dimaksud dengan penyelesaian
pembangunan Kondominium adalah bahwa
Kondominium secara fisik telah
diselesaikan pembangunannya serta Ijin
Layak Huni (bilamana diperlukan) dari
Walikotamadya/Bupati telah dimohonkan/
dalam proses.

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan
unit Sarusun kepada PIHAK KEDUA,
dengan ketentuan PIHAK KEDUA telah
melunasi_seluruh pembayarannya dan/atau
melaksanakan segala kewajiban kepada
PIHAK PERTAMA, sesuai dengan waktu
dan jumlah yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian dan lampiran beserta surat-surat,
denda-denda/sanksi (bila ada). Jika PIHAK
KEDUA memilih cara pembayaran angsuran
bertahap, maka bila sampai dengan tanggal
serah terima sebagaimana ditentukan dalam
Lampiran-IV Perjanjian dan kewajiban
pembayaran -telah dipenuhi oleh PIHAK
KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib
menandatangani Serah Terima Pinjam Pakai.

Apabila oleh sebab apapun, kecuali karena
adanya permintaan dari PIHAK KEDUA
sendiri untuk meminta perubahan-perubahan
pada unit Sarusun dan karena sebab-sebab
sebagaimana dimaksud Pasal 17 ternyata
PIHAK PERTAMA melalaikan
kewajibannya tidak dapat menyelesaikan
pembangunan dan menyerahkan  unit
Sarusun pada tanggal yang disebutkan pada
Pasal 5.1 Lampiran V Perjanjian ini dan
setelah melampaui masa tenggang waktu
perpanjangan  sesuai  ketentuan dalam
Lampiran IV Perjanjian, maka atas
kelalaian tersebut, PIHAK KEDUA berhak
menegur PIHAK PERTAMA secara
tertulis. Apabila PIHAK PERTAMA tetap
melalaikan kewajibannya tersebut, maka
PIHAK KEDUA dapat mengirim surat
teguran kedua kepada PIHAK PERTAMA
untuk segera:
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(i) menyerahkan unit Sarusun, serta

(ii) membayar denda keterlambatan
penyerahan unit Sarusun tersebut
sebesar 2 o/0oo (dua per mil) per hari
dari nilai sisa pekerjaan atas unit
Sarusun milik PIHAK KEDUA
yang belum terselesaikan, dengan
maksimum denda sebesar So/o (lima
persen) dari Harga Jual, sepanjang
ketentuan-ketentuan Pasal 3 di atas
telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
Perhitungan denda dimaksud dihitung
mulai dari hari pertama setelah masa
tenggang waktu sesuai Lampiran IV
Perjanjian  terlampaui, sampai
dengan tanggal undangan serah terima

pertama kali dari PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA.

Dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum
penyerahan fisik tersebut dilakukan, PIHAK
PERTAMA akan memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk
datang ke tempat dan pada hari serta tanggal
yang akan ditentukan kemudian  oleh
PIHAK PERTAMA, untuk
menandatangani BAST. Apabila  dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender
terhitung sejak Tanggal Serah Terima yang
ditetapkan dalam undangan atau yang
ditentukan lain dalam Lampiran IV
Perjanjian, PIHAK KEDUA tidak datang
dan belum berkehendak untuk menerima
unit Sarusun tersebut  dari ~PIHAK
PERTAMA, maka dengan lewatnya waktu
saja sudah menjadi bukti bagi PIHAK
PERTAMA, bahwa PIHAK KEDUA
dianggap telah menerima dengan baik unit
Sarusun tersebut dan bilamana terjadi hal
demikian, maka PIHAK KEDUA dengan
ini memberi kuasa sepenuhnya kepada
PIHAK PERTAMA untuk bertindak atas
nama PIHAK KEDUA menandatangani
semua dokumen yang berhubungan dengan
BAST tersebut. Dengan demikian PIHAK
PERTAMA telah memenuhi kewajiban
untuk menyerahkan unit Sarusun, sehingga
PIHAK KEDUA harus membayar lunas
segala kewajiban keuangan yang masih
terhutang termasuk denda dan/atau sanksi
administrasi (bila ada) dan sejak saat itu
segala resiko dan tanggung jawab atas unit
Sarusun tersebut menjadi beban dan
tanggung  jawab PIHAK  KEDUA
sepenuhnya.

Apabila terjadi keadaan memaksa (force
majeure) sebagaimana dimaksud Pasal 17,

6.1

62,

6.3

Lampiran V Perjanjian
Hal 6 dari 15

yang dapat mengakibatkan keterlambatan
penyerahan unit Sarusun oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA,
maka PIHAK KEDUA tidak dapat
menuntut pembayaran denda atau ganti rugi
atau biaya lain kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
JAMINAN ATAS UNIT SARUSUN

Sejak penandatanganan BAST atau dianggap
telah ditandatangani oleh Para Pihak, maka
risiko atas kerusakan/kemusnahan unit
Sarusun telah beralih kepada PIHAK
KEDUA, sehingga PIHAK PERTAMA
tidak lagi bertanggung jawab untuk menjaga
dan memelihara unit Sarusun, kecuali untuk
Masa Jaminan 100 (seratus) hari kalender
berturut-turut. PIHAK PERTAMA sebagai
penjual tidak mempunyai kewajiban apapun
lagi terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan
Perjanjian ini, kecuali untuk perbaikan-
perbaikan yang wajib dilakukan dan telah
disepakati oleh para pihak. Semua biaya
yang dikeluarkan untuk perbaikan-perbaikan
tersebut  ditanggung  sepenuhnya oleh
PIHAK PERTAMA.

Sejak Tanggal Serah Terima unit Sarusun,
PIHAK KEDUA tunduk dan taat pada
AD/ART, peraturan tata tertib dan atau
peraturan lainnya yang ditetapkan oleh
Perhimpunan Penghuni, atau pihak lain
yang- ditunjuk-.oleh PIHAK PERTAMA
sebagai pengelola sementara.

Terhitung sejak Tanggal Serah Terima unit
Sarusun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.5 diatas PIHAK KEDUA
diwajibkan membayar :

a. Ongkos-ongkos, pajak-pajak serta lain-
lain pengeluaran sehubungan dengan
unit Sarusun tersebut; dan

b. “Biaya Pemeliharaan” yang merupakan
bagian dari ongkos pemeliharaan dan
pengoperasian Kondominium,
termasuk akan tetapi tidak terbatas pada
pajak-pajak, sumber tenaga atau energi,
asuransi, pemeliharaan, kebersihan,
pengelolaan, perbaikan serta ongkos-
ongkos lain sejenis, yang dihitung
secara proporsional berdasarkan luas
unit Sarusun yang bersangkutan
terhadap luas keseluruhan unit Sarusun
yang jumlahnya akan ditentukan oleh
PIHAK PERTAMA sebagai pengelola
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6.4.

sementara sebelum
Perhimpunan Penghuni.

terbentuknya

PIHAK KEDUA menyetujui untuk
menunjuk  PIHAK PERTAMA atau
perusahaan lain yang ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA sebagai pengelola sementara
Kondominium  selama  Perhimpunan
Penghuni belum terbentuk secara sah dan
melaksanakan tugasnya sesuai dengan
AD/ART.

Pasal 7

PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI

Tl

(AJB)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
berjanji dan mengikatkan diri. untuk
membuat dan menandatangani AJB unit
Sarusun dihadapan PPAT, dalam hal telah
dipenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

i, PIHAK KEDUA telah melunasi
pembayaran sebagaimana telah
ditentukan dalam Lampiran-I1I
Perjanjian dan pasal-pasal dalam
Lampiran V Perjanjian ini;

ii. PIHAK KEDUA telah menandatangani
BAST unit Sarusun dengan PIHAK
PERTAMA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 Lampiran 'V Perjanjian
ini dan tidak ada tuntutan apapun
kepada PIHAK PERTAMA atas unit
Sarusun yang diserahkan tersebut;

iii. PIHAK KEDUA telah memenuhi
seluruh persyaratan/ peraturan yang
ditetapkan oleh Pemerintah;

iv. [jin Layak Huni (bilamana
dipersyaratkan oleh peraturan)
sebagaimana dimaksud Pasal 5.2
Lampiran V Perjanjian ini telah
diperoleh oleh PIHAK PERTAMA;

v. Sertipikat telah diperoleh dari Kantor
Badan Pertanahan Nasional (BPN);

vi. PIHAK KEDUA telah melunasi
seluruh biaya untuk proses pengurusan
balik nama Sertifikat keatas nama
PIHAK KEDUA, yang terdiri dari
biaya resmi yang ditentukan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB) yang ditentukan

7.2,

73

7.4.

L

Lampiran V Perjanjian
Hal 7 dari 15

oleh Direktorat Jenderal Pajak serta jasa
pengurusan oleh notaris/PPAT;

PIHAK PERTAMA akan memberitahukan
secara tertulis kepada PIHAK KEDUA
untuk datang ke tempat pelaksanaan jual beli
pada hari dan tanggal yang akan ditentukan
kemudian oleh PIHAK PERTAMA untuk
menandatangani AJB dihadapan PPAT
tersebut.

Segera setelah dilakukan penandatanganan
AJB dihadapan PPAT, maka akan dilakukan
proses balik nama Sertifikat menjadi atas
nama PIHAK KEDUA.

Apabila PIHAK KEDUA membeli unit
Sarusun yang sebagian dananya
menggunakan fasilitas kredit dari Kreditur,
maka pada saat pelaksanaan AJB dihadapan
PPAT, dilaksanakan juga penandatanganan
Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta
dokumen lain yang diperlukan. Selanjutnya
PIHAK PERTAMA akan menyerahkan
seluruh asli dokumen sehubungan dengan
jual beli unit Sarusun, termasuk tidak
terbatas pada dokumen-dokumen antara lain,
AJB, Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
Sertifikat sebagai jaminan kepada Kreditur
pemberi fasilitas kredit.

Apabila dalam jangka waktu 15 (limabelas)
hari efektif terhitung sejak saat seharusnya
dilaksanakanpenandatanganan akta Jual Beli
dihadapan PPAT sebagaimana dimaksud
Pasal 7.1 diatas, PIHAK KEDUA tidak
dapat hadir atau mengutus wakil/kuasanya
dan  tidak memberi kabar  untuk
menandatangani  AJB  tersebut, maka
PIHAK PERTAMA akan (tetapi tidak
berkewajiban) mengirimkan pemberitahuan
kedua secara tertulis kepada PIHAK
KEDUA untuk menandatangani AJB
dihadapan PPAT.

Bilamana dalam jangka waktu 15
(limabelas) hari terhitung dari
pemberitahuan kedua tersebut, PIHAK
KEDUA  tetap tidak  melaksanakan
kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA
dapat memilih sendiri salah satu diantara
tindakan hukum sebagai berikut:

i. PIHAK PERTAMA bertindak untuk
dan atas nama PIHAK KEDUA
melaksanakan pembelian unit Sarusun
tersebut dan untuk mana PIHAK
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7.6.

17

8.1.

KEDUA dengan ini memberi kuasa
sepenuhnya kepada PIHAK
PERTAMA untuk bertindak atas nama
PIHAK KEDUA melaksanakan
pembelian unit Sarusun tersebut dan
menanda-tangani akta jual beli serta
melakukan segala tindakan hukum yang
diperlukan untuk melaksanakan
pembelian tersebut.

ii. PIHAK PERTAMA melaksanakan
haknya untuk memutuskan Perjanjian
secara sepihak sebagaimana diatur
dan ditentukan dalam Pasal 8 Lampiran
V Perjanjian ini.

Resiko-resiko/ kerugian-kerugian/ biaya-
biaya yang timbul sehubungan dengan
ketentuan pasal 7.5 di atas sepenuhnya
menjadi  tanggung jawab _dan wajib
ditanggung dan dibayar oleh =PIHAK
KEDUA atau pihak lain yang menggantikan
kedudukan PIHAK KEDUA.

Setelah penandatanganan akta jual beli unit
Sarusun dihadapan PPAT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.1 Lampiran ini,
PIHAK PERTAMA atau PPAT; atas biaya
PIHAK KEDUA akan mengurus balik
nama, yaitu agar nama PIHAK KEDUA
didaftarkan pada Sertifikat, untuk dan atas
nama serta kepentingan PIHAK KEDUA
dan Sertifikat yang didaftar diatas nama
PIHAK KEDUA akan diserahkan kepada
untuk dimiliki PIHAK KEDUA apabila
setelah setiap dan seluruh harga, tunggakan-
tunggakan, biaya-biaya yang harus dibayar
oleh PIHAK KEDUA' kepada PIHAK
PERTAMA, serta Badan Pengelola telah
lunas.

Para Pihak setuju bahwa walaupun Para
Pihak telah memenuhi kewajibannya dalam
Perjanjian ini dan telah menandatangani
AJB, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal
Perjanjian yang tidak diatur dalam AJB
tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
Oleh karena itu PIHAK KEDUA wajib
menandatangani ~ pernyataan  penegasan
bersamaan dengan penandatanganan AJB.

Pasal 8
PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak untuk setiap
saat memutuskan Perjanjian secara sepihak,
berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

8.1.a.

8.1.c.

Lampiran V Perjanjian
Hal 8 dari 15

PIHAK KEDUA lalai untuk
memenuhi kewajiban pembayaran
sebagaimana diatur dan ditentukan
dalam Lampiran-III Perjanjian dan
kelalaian itu berlangsung terus
selama 7 (tujuh) hari berturut-turut
terhitung sejak saat seharusnya
kewajiban pembayaran
dilaksanakan, dimana lewatnya
waktu saja sudah merupakan bukti
yang cukup akan kelalaian PIHAK
KEDUA tanpa diperlukan suatu
surat peringatan secara resmi atau
surat lain yang serupa dengan itu,
kecuali ditentukan lain pada
Lampiran-III Perjanjian.

PIHAK KEDUA yang
menggunakan Fasilitas Kredit dari
Kreditur wajib mengurus sendiri
kepada Kreditur agar pencairan
Kredit tidak melewati tanggal jatuh
tempo sisa pembayaran.
Keterlambatan pencairan Kredit
tersebut  yang  mengakibatkan
keterlambatan = sisa pembayaran
sebagaimana dicantumkan pada
Lampiran-III Perjanjian ini
merupakan bukti yang cukup
kelalaian PIHAK KEDUA tanpa
diperlukan suatu surat peringatan
secara resmi atau surat lain yang
serupa dengan itu.

PIHAK KEDUA baik atas
permohonan  sendiri atau atas
permohonan pihak lain dinyatakan
pailit atau ditaruh di bawah
pengampuan (curatele) dan masih
ada sisa kewajibannya kepada
PIHAK PERTAMA atau PIHAK
KEDUA mendapat larangan dari
instansi pemerintah yang
berwenang  untuk  melakukan
kegiatan usahanya.

PIHAK KEDUA meninggal dunia
dan dalam jangka waktu 60 (enam
puluh ) hari kalender sejak saat
meninggalnya PIHAK KEDUA,
para ahli warisnya tidak mematuhi
kewajiban sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 10.10 Lampiran V
Perjanjian ini, dimana dengan
lewatnya waktu 60 (enam puluh)
hari kalender terhitung sejak
tanggal PIHAK KEDUA
meninggal dunia, sudah merupakan
bukti yang cukup akan ketidak
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8.3.

sanggupan  para  ahli  waris
melanjutkan  kewajiban  hukum
PIHAK KEDUA sepanjang masih
ada kewajiban-kewajiban yang
harus  dipenuhi oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA.

8.1.e. Seluruh atau salah satu kegiatan
PIHAK KEDUA  dibubarkan
dan/atau kekayaan PIHAK
KEDUA disita, diambil alih atau
dikenakan tindakan lain oleh
Pengadilan dan/atau  Instansi
Pemerintah lainnya dan PIHAK
KEDUA tidak mampu mengambil
tindakan-tindakan untuk
mengamankan kepentingan PIHAK
PERTAMA dalam waktu 14
(empat  belas) hari  kalender
terhitung sejak adanya pembubaran,
pensitaan, pengambilalihan atau
pengenaan tindakan lainnya
tersebut di atas, sepanjang  masih
ada kewajiban-kewajiban yang
harus dipenuhi oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA.

8.1.f. PIHAK KEDUA tidak memenuhi
kewajiban  dan/atau- melanggar
salah satu ketentuan yang tercantum
dalam Perjanjian. ini berikut
lampiran-lampirannya, - antara- lain
yang berkenaan dengan ketentuan
yang diatur dalam- Pasal 7.5
Lampiran V Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA  dalam " rangka
melaksanakan haknya untuk memutuskan
Perjanjian, cukup dengan mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada PIHAK
KEDUA.

Akibat dari pemutusan Perjanjian oleh
PIHAK PERTAMA, maka uang yang telah
dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA antara lain, Booking
Fee, seluruh Uang Muka (Down Payment),
dan 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual,
kecuali ditentukan lain pada Lampiran-III
Perjanjian, serta pajak-pajak antara lain
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah
disetorkan ke Kas Negara tidak dapat
dikembalikan kepada PIHAK KEDUA,
sedangkan sisanya akan dikembalikan
setelah unit Sarusun tersebut terjual kepada
pihak lain. PIHAK PERTAMA tidak

8.4.

8.5.

8.6.

S 7
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berkewajiban untuk memberikan bukti
penyetoran pajak-pajak tersebut.

Unit Sarusun yang menjadi obyek dari
Perjanjian ini tetap merupakan milik
PIHAK PERTAMA sepenuhnya dan oleh
karenanya PIHAK KEDUA berkewajiban
untuk menyerahkannya dalam keadaan
kosong kepada PIHAK PERTAMA
selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat
belas) hari kalender terhitung sejak hari dan
tanggal Perjanjian menjadi batal.

PIHAK KEDUA berhak untuk memutuskan
Perjanjian secara sepihak berdasarkan
alasan-alasan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA lalai untuk
memenuhi kewajibannya menyerahkan
unit Sarusun sebagaimana ditentukan
dalam Lampiran IV  Perjanjian,
sedangkan PIHAK KEDUA telah
memenuhi seluruh kewajibannya kepada
PIHAK PERTAMA.

b. PIHAK  PERTAMA baik atas
permohonan  sendiri  atau  atas
permohonan pihak lain dinyatakan pailit
dan masih ada sisa kewajiban kepada
PIHAK KEDUA yang belum dipenuhi
PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA dalam rangka
melaksanakan haknya untuk memutuskan
Perjanjian ini; dengan terlebih dahulu
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada PIHAK PERTAMA.

Akibat - dari- pemutusan Perjanjian oleh
PIHAK KEDUA, maka seluruh uang yang
telah dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA akan dikembalikan
kepada PIHAK KEDUA tanpa bunga
ditambah denda-denda (bilamana ada),
dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas)
hari kalender terhitung sejak pemutusan

Perjanjian dilaksanakan dengan
ditandatanganinya Surat Pernyataan
Pembatalan  Perjanjian, dan PIHAK

KEDUA telah menyerahkan kembali kepada
PIHAK PERTAMA seluruh dokumen-
dokumen yang asli dan bukti-bukti
pembayaran yang asli yang telah diterbitkan
oleh PIHAK PERTAMA.

Para Pihak dengan ini setuju bahwa
pemutusan Perjanjian secara sepihak ini
tanpa diperlukan campur tangan Hakim
Pengadilan Negeri dan karenanya para pihak
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Kewajiban-kewajiban

dengan ini secara
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
pasal-pasal 1265, 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

tegas melepaskan

Pasal 9
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA

berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Shils

9.2

937

Membayar denda sebagaimana dimaksud
Pasal 5 Lampiran V Perjanjian ini kepada
PIHAK KEDUA (apabila ada).

Menyerahkan Sarusun kepada PIHAK
KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 5.1
dan Pasal 5.5 Lampiran V Perjanjian ini.

Menandatangani akta jual beli unit Sarusun

dihadapan PPAT.

Pasal 10
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan
Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

{0115

110:2:

10235

Memenuhi kewajibannya untuk - melakukan
pembayaran Harga Jual, Notaris/PPAT,
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%
dari Harga Jual atau yang besarnya
ditetapkan oleh Pemerintah, pajak-pajak lain
yang mungkin timbul dikemudian hari
termasuk perubahannya dan biaya akta jual
beli serta seluruh biaya untuk proses
pengurusan balik nama Sertifikat keatas nama
PIHAK KEDUA, yang terdiri dari biaya
resmi yang ditentukan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta
jasa pengurusan oleh Notaris/ PPAT yang
ditunjuk.

Menandatangani  BAST  unit  Sarusun
sebagaimana diatur Pasal 5.5 Lampiran V
Perjanjian ini.

Mempergunakan unit Sarusun sesuai dengan
peruntukkannya  sebagaimana  ditetapkan
dalam Lampiran IV Perjanjian dan tidak
diperbolehkan menggunakan unit Sarusun
untuk kantor serta usaha yang bertentangan
dengan Undang-Undang, kesusilaan,
ketertiban umum.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

00

10.10.

10.11.
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Menandatangani akta jual beli unit Sarusun
dihadapan seorang PPAT.

Memenuhi kewajiban untuk membayar denda
keterlambatan sebagaimana diatur Pasal 4
Lampiran V Perjanjian ini.

Menutup asuransi sebagaimana dimaksud
Pasal 16.6 Lampiran V Perjanjian ini.

Memenuhi kewajibannya untuk membayar
Iuran Pengelolaan (biaya pemeliharaan/
kebersihan/ keamanan lingkungan) dan
Sinking Fund sebagaimana dimaksud dalam
Kontrak Tatib.

Ikut serta dan berpartisipasi dalam keamanan

dan kebersihan di kawasan, termasuk
Penghuni  yang bukan pemilik, yang
menempati unit Sarusun milik PIHAK
KEDUA.

Membentuk dan menjadi anggota
Perhimpunan Penghuni dan karenanya
berjanji dan mengikatkan diri dan tunduk pada
Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah

Tangga - Perhimpunan Penghuni serta
Peraturan Tata Tertib Penghuni
Kondominium.

Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia,
maka para ahli waris PIHAK KEDUA harus
menunjuk wakilnya yang sah selambat-
lambatnya 60 (enampuluh) hari kalender
terhitung sejak PIHAK KEDUA meninggal
dunia, untuk melanjutkan kewajiban hukum
PIHAK KEDUA.

Mengesahkan Badan Pengelola yang ditunjuk
oleh  PIHAK ~ PERTAMA pada saat
Perhimpunan  Penghuni  Tetap telah
terbentuk, sesuai dengan kondisi dan syarat-
syarat yang telah disepakati atau dibuat oleh
PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
HAK PIHAK PERTAMA
Hak-hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai
berikut:
11.1. Menerima  pembayaran = Harga  Jual,
Notaris/PPAT, Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan biaya akta jual beli serta seluruh
biaya untuk proses pengurusan balik nama
Sertifikat ke atas nama PIHAK KEDUA,
yang terdiri dari biaya resmi yang ditentukan
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
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(BPHTB) yang ditentukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak serta jasa pengurusan oleh
Notaris/PPAT yang ditunjuk.

Menuntut dan menerima pembayaran denda
dari PIHAK KEDUA didalam jumlah dan
pada waktu sebagaimana dirinci Pasal 4
Lampiran V Perjanjian ini.

Menunjuk Notaris/ PPAT yang berwenang
untuk melaksanakan akta jual beli unit
Sarusun yang akan ditandatangani oleh dan
diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 12
HAK PIHAK KEDUA

Hak-hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

131

1302,

Menerima penyerahan hak dan penguasaan
fisik unit Sarusun dari PIHAK PERTAMA.

Menuntut dan menerima pembayaran denda
dari PIHAK PERTAMA didalam jumlah dan
pada waktu sebagaimana dirinci Pasal 5.4
Lampiran V Perjanjian ini (apabila ada).

Menerima Sertifikat yang didaftar di atas
nama PIHAK KEDUA dari PIHAK
PERTAMA.

Menjadi anggota Perhimpunan Penghuni.

Pasal 13

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Apabila PIHAK KEDUA ingin mengalihkan
atau memindahkan setiap dan seluruh hak dan
kewajibannya kepada pihak ketiga berdasarkan
Perjanjian ini, sebelum penandatanganan akta
jual beli dihadapan PPAT, maka harus
mendapatkan persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK PERTAMA, persetujuan
mana, dalam hal dimintakan, wajib diberikan
apabila tidak ada dasar yang kuat untuk
menolaknya.

Jika PIHAK KEDUA membayar harga unit
Sarusun yang sebagian dananya menggunakan
fasilitas kredit dari Kreditur dan antara
PIHAK KEDUA dengan pihak Kreditur
timbul masalah, maka PIHAK PERTAMA
atas permintaan Kreditur berhak memblokir
unit Sarusun tersebut. Jika PIHAK KEDUA
ingin mengalihkan atau memindahkan hak dan
kewajiban atas unit Sarusun tersebut, maka

113:3"

13.4.

I8 5
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PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu
meminta persetujuan tertulis dari Kreditur
pemberi fasilitas tersebut.

Setelah memperoleh persetujuan PIHAK
PERTAMA atas pengalihan termaksud pada
Pasal 13.1 di atas, PIHAK KEDUA wajib
memenuhi segala kewajiban administrasi
sebagaimana  ditentukan oleh = PIHAK
PERTAMA, dan membayar biaya
administrasi sebesar 5% (lima persen) dari
Harga Jual ditambah PPN, kecuali ditentukan
lain dalam Lampiran IV Perjanjian atau kalau
pengalihan hak tersebut disebabkan karena
warisan, pengalihan hak kepada suami/istri,
pengalihan hak kepada orang tua/anak, maka
PIHAK KEDUA dibebaskan dari biaya
administrasi tersebut.

Pihak Ketiga yang menerima pengalihan
termaksud pada Pasal 13.1 di atas dari PIHAK
KEDUA terikat sepenuhnya pada ketentuan
dalam Pejanjian ini.

.PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan

atau memindahkan hak dan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan
PIHAK KEDUA.

Pasal 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK
PERTAMA

PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin
sebagai berikut:

14.1.

14.2.

14.3.

Unit Sarusun yang akan dijual dan diserahkan
kepada ~ PIHAK KEDUA  berdasarkan
Perjanjian ini adalah milik dan dikuasai
secara sah oleh PIHAK PERTAMA
sepenuhnya, dan karenanya dapat dijual oleh
PIHAK PERTAMA, dan pada saat dibuat
dan ditandatanganinya akta jual beli
sebagaimana dimaksud Pasal 7 Lampiran V
Perjanjian ini, tidak sedang berada dalam
sengketa dan tidak dikenakan sita jaminan
oleh instansi yang berwenang dan PIHAK
PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA
dari segala tuntutan yang timbul dikemudian
hari.

Unit Sarusun yang akan dijual dan diserahkan
kepada PIHAK KEDUA akan diserahkan
didalam keadaan baik dan layak huni.

Apabila PIHAK PERTAMA menderita
kerugian atau mendapat tuntutan hokum dari
pihak ketiga sebagai akibat dari kegagalannya
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untuk memenuhi ketentuan yang berlaku atau
izin dan persetujuan dari instansi pemerintah
yang disyaratkan, maka PIHAK PERTAMA
akan memberikan kompensasi sepenuhnya
atas resiko hukum tersebut.

Pasal 15

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK

KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin sebagai
berikut:

1518

5.2

15.3.

15.4.

15.5.

PIHAK KEDUA adalah pihak yang cakap
untuk bertindak hukum, tidak berada di bawah
pengampuan dan tidak sedang menjalani
dalam hukuman pidana kurungan berdasarkan
suatu keputusan pengadilan yang berwenang
dan tidak sedang dalam keadaan pailit.

PIHAK KEDUA dapat dan mampu dan
karenanya akan memenuhi dan mentaati setiap
dan seluruh ketentuan sebagaimana dirinci
didalam Lampiran ini tanpa ada yang
dikecualikan, antara lain untuk membayar
Harga Jual, Notaris / PPAT, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya akta jual
beli serta seluruh = biaya untuk proses
pengurusan balik nama Sertifikat keatas nama
PIHAK KEDUA, yang terdiri dari biaya resmi
yang ditentukan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan - (BPHTB) yang
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta
jasa pengurusan oleh notaris/PPAT yang
ditunjuk, kecuali ditentukan lain dalam
Lampiran-IV Perjanjian.

Manakala PIHAK PERTAMA memutuskan
Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 8
Lampiran V Perjanjian ini, maka PIHAK
KEDUA tidak akan mengajukan tuntutan
pidana maupun tuntutan perdata, terhadap dan
karenanya membebaskan PIHAK PERTAMA
sepanjang mengenai hal tersebut.

Manakala PIHAK KEDUA  menjual,
menyewakan, meminjamkan unit Sarusun ini
kepada pihak lain, maka PIHAK KEDUA
berkewajiban menyampaikan dan meneruskan
butir-butir Perjanjian ini kepada penerima hak
dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan hak/
memberikan hak kepada PIHAK PERTAMA
untuk sewaktu-waktu/ setiap saat menetapkan
dan merubah, antara lain: nomer/kode, nama
Kondominium, nama jalan, nama blok,

16.1.

G2

165}

16.4.

16.5.

16.6.

Lampiran V Perjanjian
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nama/nomor lantai, sekalipun sudah terbentuk
Perhimpunan Penghuni Tetap. Perubahan
tersebut cukup dengan pemberitahuan dari
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
tidak berhak untuk menuntut apapun juga atas
perubahan tersebut. Sebaliknya bila PIHAK
KEDUA atau Perhimpunan Penghuni
melakukan perubahan tanpa persetujuan
PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA
berhak untuk menuntut dengan nilai yang akan
ditentukan kemudian oleh PIHAK
PERTAMA.

Pasal 16
ASURANSI

PIHAK PERTAMA wajib mengasuransikan
Kondominium dan bagian-bagiannya, pada
suatu atau beberapa perusahaan asuransi yang
bonafide.

Asuransi_sebagaimana dimaksud Pasal 16.1
Lampiran V Perjanjian ini, khusus mengenai
Kondominium wajib  dilakukan selama
pekerjaan fisik pembangunan Kondominium
sampai dengan dilakukannya penyerahan fisik
Kondominium sebagaimana  dimaksud
Peraturan Rumah Susun kepada
Perhimpunan Penghuni Sementara.

Setiap asuransi sebagaimana dimaksud Pasal
16.1 Lampiran V. _Perjanjian ini adalah untuk
kontraktor all risk dan termasuk asuransi
resiko terhadap  pihak ketiga (third party
liabilities) dan = nilainya sesuai dengan
ketentuan  sebagaimana  ditentukan oleh
PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu.

Premi asuransi sebagaimana dimaksud Pasal
16.1 sepenuhnya menjadi beban dan
tanggungan PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadinya resiko, maka dana yang
diperoleh dari hasil claim asuransi harus
dipergunakan untuk memperbaiki/membangun
kembali Kondominium dan/atau bagian
darinya yang mengalami kerusakan, sehingga
keadaan Kondominium dan/atau bagian
darinya dapat dipulihkan kembali kepada
keadaan sebelum terjadinya resiko.

Terhitung sejak kondisi unit Sarusun diserah
terimakan kepada PIHAK KEDUA, maka
kewajiban untuk mengasuransikan
Kondominium beralih secara otomatis
menjadi kewajiban PIHAK KEDUA, dimana
premi asuransi dimaksud sepenuhnya menjadi
beban dan tanggungan dari PIHAK KEDUA,
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yang dipungut dari PIHAK KEDUA atau
anggota Perhimpunan Penghuni sesuai
dengan Nilai Perbandingan Proporsional.

Pasal 17
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

17.1. Para Pihak secara tegas menyetujui bahwa
PIHAK PERTAMA tidak akan bertanggung
jawab atau dituntut untuk bertanggung jawab
atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk
memenuhi suatu atau beberapa kewajibannya
sebagaimana dirinci di dalam Lampiran ini
khususnya untuk menyelesaikan pembangunan
Kondominium sebagaimana diatur dalam
Pasal 5 apabila keterlambatan atau kegagalan
tersebut diakibatkan oleh kejadian _atau
peristiwa yang secara layak dan patut tidak
dapat dihindarkan/ dielakkan atau berada di
luar kemampuan PIHAK PERTAMA untuk
menghindarkan  kejadian . atau peristiwa
tersebut (“Force Majeure”).

Kejadian atau peristiwa dimaksud, termasuk
tetapi tidak terbatas pada kelangkaan bahan
bangunan, kecelakaan, peristiwa - alam/
kejadian di luar kekuasaan manusia, huru-hara,
epidemi,  kebakaran, - banjir,” eksplosi,
pemogokan, perang, = perubahan peraturan
perundang-undangan, tindakan pemerintah
baik tertulis maupun tidak tertulis, jatuhnya
kapal terbang, kekacauan sosial, bencana alam.

17.2. Didalam hal terjadinya suatu atau beberapa
kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud
Pasal 17.1, Para Pihak secara bersama-sama
maupun masing-masing = sendiri, dengan
dilandasi itikad baik akan melakukan setiap
dan seluruh upaya dan usaha semaksimal
mungkin agar kejadian atau peristiwa tersebut
dapat dihindarkan / berakhir atau paling
sedikit akibat kerugian dari kejadian atau
peristiwa  dimaksud  ditekan = menjadi
seminimal/ sesingkat mungkin.

Pasal 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

18.1. Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat
maupun sengketa yang timbul diantara Para
Pihak sebagai akibat Perjanjian ini dan/atau
setiap dan seluruh perjanjian/dokumen yang
merupakan bagian yang integral dan tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini dengan segala
akibat dan pelaksanaannya, maka Para Pihak
akan menyelesaikan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat. Jika penyelesaian secara
musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak

Lampiran V Perjanjian
Hal 13 dari 15

sepakat untuk memilih penyelesaiannya
melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Surabaya di Surabaya.

18.2. Biaya-biaya yang  dikeluarkan  untuk
kepentingan penyelenggaraan persidangan
akan ditanggung oleh pihak yang mengajukan
tuntutan dan wajib dibayar dengan seketika
dan sekaligus lunas.

18.3. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum
Republik Indonesia.

Pasal 19
PEMBERITAHUAN

Setiap  pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran
permintaan, persetujuan dan bentuk perjanjian lain
sehubungan dengan Perjanjian ini (selanjutnya
disebut sebagai “Pemberitahuan”) akan dilakukan
secara - tertulis ~dan pelaksanaannya  wajib
dilaksanakan. secara langsung, dengan telefax atau
dengan pos tercatat khusus yang seluruh biayanya
telah dibayar terlebih dulu oleh si pengirim.
Pemberitahuan sepenuhnya akan dikirim kepada
alamat sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini
dan jika terjadi perubahan alamat karena PIHAK
KEDUA ' pindah ketempat lain, maka wajib
diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat
perubahan tersebut.

Pasal 20
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

20.1. Ketentuan  tentang  kewajiban PIHAK
KEDUA yang diatur dalam Lampiran V
Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas
dalam Pasal 6.2, Pasal 6.3 dan Pasal 6.4, akan
tetapi tidak diatur dalam Akta Jual Beli yang
akan ditandatangani oleh Para Pihak dihadapan
PPAT (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Lampiran V Perjanjian ini) akan tetap
mengikat PIHAK KEDUA setelah
penandatanganan Akta Jual Beli tersebut.

20.2. Para Pihak setuju:

a) Bahwa meskipun diatur ketentuan dalam
Pasal 2 dan Pasal 7 Lampiran V
Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA
(Penjual) tidak menjamin bahwa PIHAK
KEDUA (Pembeli) dapat memiliki hak
dengan Hak Guna Bangunan atas Tanah
Bersama dan bahwa PIHAK KEDUA
mengetahui bahwa berdasarkan peraturan
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20.4.

20.5.

yang berlaku saat ini PIHAK KEDUA
tidak dapat mamiliki hak tersebut.

b) Bahwa Para Pihak membuat Perjanjian
ini dengan pengertian bahwa Undang-
Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960
dan Undang-Undang Rumah Susun No.
16/1985 akan berubah dengan
memberikan peluang kepada pembeli
asing dan bahwa pengaturan ini bersifat
sementara adanya dan dengan
memperhatikan Pasal 13.1 PIHAK
KEDUA dapat mengalihkan hak-haknya
dalam Perjanjian ini kepada pembeli
warga negara Indonesia.

c) Jika PIHAK KEDUA memilih hanya
menikmati saja unit Sarusun dari pada
memiliki hak kepemilikan yang sah akan
tetap berada pada Penjual dengan suatu
perjanjian tersendiri diantara Para Pihak.

d) Pajak-pajak dan biaya-biaya, serta ongkos-
ongkos berkenaan dengan pengalihan hak
atas unit Sarusun kepada pembeli atau
wakil yang ditunjuk oleh Pembeli atau
kepada Pihak Ketiga yang membeli unit
Sarusun tersebut menjadi - tanggungan
Pembeli termasuk pajak yang timbul
apabila hak kepemilikan tersebut tetap
berada pada PIHAK PERTAMA.

Rencana tapak, gambar arsitektur, denah dan
potongan Kondominium beserta _masing-
masing bangunan yang merupakan bagian dari
padanya adalah sebagaimana yang dapat
dilihat pada kantor pusat PIHAK PERTAMA,
PIHAK PERTAMA mencadangkan haknya
untuk melakukan segala perubahan pada
rencana tapak, gambar arsitektur, denah dan
potongan Kondominium atau bagian-bagian
daripadanya, kecuali atas unit Sarusun yang
menjadi obyek Perjanjian ini, dan PIHAK
KEDUA dengan ini memberikan
persetujuannya dan melepaskan segala hak
yang mungkin dimilikinya untuk mengajukan
keberatan apapun atas perubahan tersebut.

Para Pihak menyetujui bahwa PIHAK
PERTAMA adalah pemilik dan pemegang hak
penuh atas tempat parkir yang terletak di
Kondominium dan tempat parkir tersebut
tidak dapat dianggap sebagai atau merupakan
bagian dari Benda Bersama, kecuali di
kemudian hari ditentukan sebaliknya oleh
peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA setuju dan tidak keberatan
bahwa PIHAK PERTAMA tetap mempunyai

20.6.
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Lampiran V Perjanjian
Hal 14 dari 15

hak untuk memasang papan tanda (billboard)
atau tanda-tanda yang memuat nama atau tanda
Kondominium atau nama lain yang ditetapkan
oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke
waktu, di luar, di atas, atau melekat pada tanah,
taman, jalan muka atau pada semua tempat

umum atau di Bagian Bersama, Tanah
Bersama dan Benda Bersama pada
Kondominium.

Dengan penandatanganan Perjanjian ini

PIHAK KEDUA setuju untuk menggunakan
nama Kondominium atau nama lain yang
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dari

waktu ke waktu sebagai nama dari
Kondominium dan berjanji untuk tetap
menggunakan nama Kondominium

sebagaimana disebut pada butir 1 Perjanjian
atau nama lain tersebut yang ditetapkan oleh
PIHAK PERTAMA, dan berjanji untuk tidak
mengubah nama tersebut walaupun telah
terbentuk Perhimpunan Penghuni.

PIHAK KEDUA setuju dan tidak keberatan
bahwa hanya PIHAK PERTAMA atau Pihak
Ketiga  yang  ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA vyang berhak untuk memasang
papan tanda (billboard) atau plakat-plakat
untuk keperluan reklame (advertorial) pada
tempat-tempat umum atau di Bagian
Bersama, Tanah Bersama dan Benda
Bersama di Kondominium dan berjanji untuk
tidak melakukan suatu tindakan apapun yang
dapatmenghalangi PIHAK PERTAMA untuk
melaksanakan haknya tersebut baik sekarang
maupun untuk nantinya, walaupun
Perhimpunan Penghuni telah dibentuk.

PIHAK KEDUA setuju bahwa selama
pembangunan Kondominium dan selama unit
Sarusun belum diserahkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau
pembayaran Harga Jual (berikut PPN) belum
dilunasi oleh PIHAK KEDUA, PIHAK
KEDUA tidak berhak untuk meminta
perubahan atas design, spesifikasi, dan/atau
konstruksi unit Sarusun yang dipilihnya
berdasarkan Perjanjian ini dan PIHAK
KEDUA setuju bahwa setelah unit Sarusun
diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA atau PIHAK KEDUA telah
melunasi Harga Jual (berikut PPN), maka
setiap perubahan apapun atas unit Sarusun
tersebut oleh PIHAK KEDUA harus dengan
persetujuan  tertulis Badan  Pengelola
Kondominium tersebut.

PIHAK KEDUA juga setuju dan mengetahui
bahwa pembangunan unit Sarusun yang
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dilakukan oleh PIHAK PERTAMA adalah
dengan spesifikasi standar sesuai spesifikasi
dalam Lampiran II Perjanjian, sedangkan
untuk spesifikasi renovasi, PIHAK KEDUA
setuju dan dengan ini menunjuk/menyerahkan
pelaksanaannya pada Kontraktor untuk
melakukan pekerjaan tambah sesuai dengan
spesifikasi renovasi sebagaimana ditentukan
dalam Lampiran I SPK.

Atas kewajiban pembayaran dari PIHAK
KEDUA yang belum/akan jatuh tempo,
berikut denda dan bunga (bilamana ada),
PIHAK PERTAMA berhak untuk
mengalihkan hak tagih kepada pihak lain,
tanpa diperlukan adanya persetujuan dari
PIHAK KEDUA dan tanpa mengurangi hak
dan kewajiban dari PIHAK KEDUA, tapi
cukup dengan memberitahukan . kepada
penerima hak yang menerima pengalihan.

Perjanjian ini tidak berakhir dengan
meninggalnya atau bubarnya salah satu pihak
dalam Perjanjian ini, akan tetapi diteruskan
dan beralih kepada ahli waris, penerus hak dan
kewajiban atau pengganti hak dan kewajiban
dari pihak yang meninggal atau bubar.

Perjanjian ini  menggantikan  seluruh
kesepakatan Para Pihak baik yang dibuat
secara tertulis maupun lisan yang telah ada
sebelumnya, dan memuat seluruh kesepakatan
Para Pihak tentang penjualan unit Sarusun
dan Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan
kesepakatan tertulis oleh dan di antara Para
Pihak, kecuali yang secara jelas dinyatakan
sebagai hak PIHAK PERTAMA.

Para Pihak sepakat bahwa batalnya demi
hukum atau pembatalan salah satu ketentuan
dalam  Perjanjian  ini  tidak  akan
mengakibatkan batalnya atau pembatalan
ketentuan-ketentuan lain di dalam Perjanjian
ini, dan Para Pihak berkawajiban untuk
mengganti ketentuan yang batal atau yang
dibatalkan tersebut dengan suatu ketentuan lain
yang sah menurut hokum dan sejauh dan
sedapat mungkin mencerminkan dan tujuan
komersil dari ketentuan yang batal atau
dibatalkan tersebut.

Sekalipun PIHAK PERTAMA telah
memberikan jaminan sepenuhnya kepada
PIHAK KEDUA, akan tetapi mengingat
kondisi secara umum usaha Real Estate yang
beresiko terhadap tuntutan Pihak Ketiga
dikemudian hari, dimana mengakibatkan
tuntutan Pihak Ketiga tersebut terhambat
penyelesaiannya, maka PIHAK PERTAMA

Lampiran V Perjanjian
Hal 15 dari 15

dengan itikad baik, menyatakan
bertanggungjawab  dan  bersedia  untuk
mengembalikan seluruh pembayaran yang telah
dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA ditambah dengan ganti
rugi maksimal sebesar 5% (lima persen) dari
Harga Jual. Dalam hal demikian, maka
PIHAK KEDUA dengan itikad baik wajib
untuk mengembalikan/menyerahkan kembali
unit Satuan Kios/Kios kepada PIHAK
PERTAMA dengan membebaskan PIHAK
PERTAMA dari tuntutan berupa apapun juga
dikemudian hari. Hak opsi untuk membatalkan
Perjanjian ini sepenuhnya berada ditangan
PIHAK PERTAMA.

20.15. Semua Lampiran pada Perjanjian ini dan

segala perubahannya merupakan bagian yang
sah dan merupakan suatu kesatuan yang tak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

20.16. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia

dan setiap penafsiran dari Perjanjian hanya
dapat didasarkan kepada teks Perjanjian
Bahasa Indonesia. Adapun jika dibuat dalam
bahasa lain-hanya berfungsi sebagai referensi
saja.

000
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Lémpira.n VI Perjanjiah
Halaman 1 dari 3

KONTRAK TENTANG PELAKSANAAN TATA TERTIB KONDOMINIUM

Bahwa dalam angka 2 Perjanjian diatur, bahwa PIHAK KEDUA wajib mengikuti Kontrak Tatib dan bersedia
mematuhi/mentaati semua Peraturan Tata Tertib yang berlaku di Kondominium tersebut.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengikuti dan mentaati/
mematuhi Kontrak Tatib, sebagai berikut :

1. RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA telah mempersiapkan dan menyusun Peraturan Tata Tertib Hunian sesuai dengan
kebutuhan Kondominium dan memberlakukannya secara umum di Kondominium, dan PITHAK KEDUA
dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima peraturan tata tertib sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Kontrak Tatib ini yaitu Peraturan Tata Tertib Hunian (selanjutnya disebut Peraturan Tatib),
untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA dan/atau semua pihak yang menggunakan,
menikmati dan memiliki unit Sarusun tersebut.

Atas pelaksanaan dari Peraturan Tatib tersebut di atas, PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri pula
untuk selalu mentaati seluruh ketentuan yang diatur lebih rinci oleh PIHAK PERTAMA dan atau Badan
Pengelola sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Hunian atau House Rule yang berlaku sebagai
Addendum Peraturan Tatib ini. Addendum Peraturan Tatib ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan dan ditetapkan secara berkala oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA setuju bahwa
Addendum Peraturan Tatib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Tatib ini.

2. BERLAKUNYA KONTRAK TATIB

PIHAK KEDUA berjanji dan sanggup untuk melaksanakan seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang
tercantum dalam Kontrak Tatib berikut Peraturan Tatib ini terhitung sejak tanggal ditandatanganinya
Kontrak Tatib, dan Kontrak Tatib ini tidak akan berakhir oleh karena sebab apapun, termasuk namun tidak
terbatas karena terjadinya pengalihan kepemilikan maupun telah terbentuk Perhimpunan Penghuni Tetap
dan PTHAK KEDUA wajib menyatakan dalam Rapat Perhimpunan Penghuni bila diperlukan.

3. KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Peraturan Tatib yang berlaku
di Kondominium.

2. PIHAK PERTAMA wajib mengevaluasi dan meningkatkan kualitas dari Peraturan Tatib tersebut.

3. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan penyempurnaan atas
Peraturan Tatib tersebut. PIHAK PERTAMA akan memberitahu dan menyampaikan secara tertulis
dengan surat khusus atau melalui media komunikasi yang diterbitkan (bilamana ada) yang diedarkan
secara luas kepada semua PIHAK KEDUA atas segala perubahan-perubahan dan penyempurnaan
Peraturan Tatib tersebut sebulan sebelum effektif diberlakukan.

4. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi Kontrak Tatib ini, PIHAK PERTAMA berhak
memberikan sanksi dan menuntut ganti rugi kepada PIHAK KEDUA sesuai yang dibuat dan
diberlakukan oleh masing-masing badan dan/atau instansi yang terkait seperti yang ditetapkan dalam
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Halaman 2 dari 3

Lampiran Kontrak Tatib. Dan tanpa mengurangi hak PIHAK PERTAMA menggunakan hak pilih
(opsi) untuk memutuskan Perjanjian, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Akibat dari pemutusan Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan tentang
pemutusan Perjanjian pada pasal 8 khususnya butir 3 dan atau pasal-pasal lain dari Lampiran V
Perjanjian.

Apabila PTHAK KEDUA tidak memenuhi Kontrak Tatib setelah dilaksanakannya Akta Jual Beli, maka
PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menyerahkan asli Sertipikat, menyegel atau menutup operasi,
menghentikan semua layanan, menutup jalan' masuk, memutuskan saluran telepon dan listrik ke jaringan,
mencarikan pihak lain untuk membeli atau menyewa dengan harga yang dipandang wajar oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib menerimanya, kecuali PIHAK KEDUA mentaati kembali
Kontrak Tatib dan menyelesaikan semua kewajibannya. Untuk itu PIHAK KEDUA dengan ini
membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan berupa apapun juga.

4. KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1.

PIHAK KEDUA wajib menjalankan, melaksanakan dan mentaati seluruh isi Kontrak Tatib ini berikut
lampirannya yaitu Peraturan Tatib berikut perubahan-perubahan dan penyempurnaannya, sebagaimana
yang dibuat dan diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA di Kondominium tersebut yang diatur dalam
Addendum Peraturan Tatib.

PIHAK KEDUA wajib secara aktif mengikuti dan menerima perkembangan dari hasil perubahan-
perubahan Peraturan Tatib tersebut. .

Dalam hal terjadi peralihan hak kepemilikan maupun penghunian kepada pihak ketiga, maka PIHAK
KEDUA wajib memberitahukan kepada Pihak Ketiga dan/atau Penghuni baru mengenai Kontrak Tatib
berikut Peraturan Tatib yang berlaku di Kondominium tersebut. Apabila terjadi peralihan hak
kepemilikan maupun penghunian dari PIHAK KEDUA kepada pihak lainnya, maka segala kewajiban
dan hak PIHAK KEDUA dalam Kontrak Tatib ini beralih dan diteruskan oleh Pihak Ketiga dan/atau
Penghuni baru tersebut.

PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi dan membayar ganti rugi yang ditetapkan dan diberlakukan
oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati, melanggar Kontrak Tatib dan
Peraturan Tatib tersebut.

PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan dan masukan-masukan kepada PIHAK PERTAMA untuk
meningkatkan dan memperbaiki kualitas Peraturan Tatib yang diberlakukan di Kondominium.

PENGAWASAN

Untuk mengawasi operasional sehari-hari atas ketaatan PIHAK KEDUA terhadap Kontrak Tatib berikut
Peraturan Tatib tersebut, PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lainnya sebagai Badan Pengelola,
termasuk hak untuk mengganti, meminta pertanggung jawaban, merubah dengan menambah, mengurangi
Peraturan Tatib dan Addendum Peraturan Tatib tersebut. Untuk itu PIHAK PERTAMA adalah satu-
satunya yang berhak menunjuk dan menentukan Badan Pengelola, dengan syarat-syarat dan kondisi yang
wajib ditaati oleh Perhimpunan Penghuni yang nantinya terbentuk dan dengan Kontrak Tatib ini PIHAK
KEDUA tidak berhak/ melepaskan hak untuk menentukan Badan Pengelola maupun melalui Perhimpunan
Penghuni.

Paraf ........ ........
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Halaman 3 dari 3

6. FORCE MAJEURE

Keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Tatib ini oleh Para
Pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan manusia (force majeure), seperti huru hara, peperangan,
kebakaran, bencana alam, maka keterlambatan atau kegagalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai
kesalahan dari Para Pihak tersebut.

7. LAIN-LAIN

1

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Kontrak Tatib ini akan diatur kemudian dalam
suatu perjanjian tambahan / addendum, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari
Kontrak Tatib ini.

Kontrak Tatib ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan kata-kata yang dicetak
tebal dalam Kontrak Tatib berikut lampirannya mempunyai pengertian seperti yang tercantum dalam
Daftar Istilah pada lampiran Perjanjian.

Dengan ditandatanganinya Kontrak Tatib ini, maka Para Pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri
untuk mentaati Kontrak Tatib ini berikut seluruh lampirannya.

. Kontrak Tatib ini tidak dapat berakhir dan mengikat kapanpun-dan kepada siapapun juga yang

menggantikan kedudukan PIHAK KEDUA, sekalipun sudah sudah dilaksanakan AJB dan terbentuk
Perhimpunan Penghuni Tetap.

PIHAK PERTAMA berhak mengalihkan Kontrak Tatib ini, dengan cara cukup memberitahukan
pengalihan tersebut kepada PIHAK KEDUA dan atau Penghuni.
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Lampiran VII Perjanjiali
Halaman 1 dari 5

PERATURAN TATA TERTIB HUNIAN (PERATURAN TATIB)

KERAPIHAN, KEBERSIHAN,
KEINDAHAN

PIHAK KEDUA dan/ atau Penghuni wajib
menjaga dan  memelihara  kerapihan,
kebersihan serta keindahan unit Sarusun,
walaupun unit Sarusun tersebut belum dihuni,
dengan beban dan biaya sendiri. Dan turut
serta menjaga dan memelihara lingkungan
sekitarmnya maupun fasilitas umum lainnya
seperti taman, tempat bermain dan sebagainya.

Sampah harus dibuang pada tempat dan/ atau
lokasi yang telah disediakan/ ditentukan oleh
Badan Pengelola, bila tidak ditempatkan
pada tempat yang telah ditentukan oleh Badan
Pengelola, PIHAK KEDUA  wajib
membersihkan dan membuang sendiri keluar
dari Kondominium.

FUNGSI UNIT SARUSUN

Setiap unmit Sarusun harus dipergunakan
sesuai peruntukannya/ fungsinya yaitu sebagai
hunian dan tidak diperkenankan untuk
dipergunakan sebagai tempat judi, mabuk-
mabukan, perbuatan asusila, atau segala
macam perbuatan yang melanggar hukum dan/
atau peraturan pemerintah atau kesusilaan
pada umumnya.

Unit Sarusun tidak diperkenankan untuk
digunakan sebagai tempat penyimpanan atau
gudang bahan-bahan yang mudah terbakar dan
meledak, seperti petasan, bensin, minyak
tanah, oli / pelumas, gas dan bahan beracun
serta berbahaya lainnya.

Badan Pengelola berhak masuk kedalam unit
Sarusun dengan &tau taipa’ iziin atau
pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK
KEDUA dan atau Penghuni baik pada jam
operasional maupun diluar jam operasional,
jika terjadi keadaan darurat.

BANGUNAN UNIT SARUSUN

Apabila setelah serah terima PIHAK
KEDUA dan/ atau Penghuni hendak
merubah bagian dalam bangunan unit
Sarusun yang bersifat tidak mengganggu
struktur dan utilitas bangunan, termasuk

pembuatan interior, hal ini hanya dapat
dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat
ijin tertulis dari Badan Pengelola dan pihak
lain yang berkepentingan/ berwenang.
PIHAK KEDUA dan/ atau Penghuni harus
membayar uang jaminan yang tidak berbunga
kepada Badan Pengelola, dimana- uang
jaminan tersebut akan dikembalikan setelah
selesai merubah bagian dalam bangunan unit
Sarusun dan perhitungan uang jaminan
berdasarkan luas unit Sarusun. Badan
Pengelola akan membantu pengurusan
perijinan yang diperlukan dengan biaya
ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan/ atau
Penghuni.

Kontraktor dan/ atau tukang-tukang yang
melaksanakan pekerjaan perubahan/ renovasi
bagian dalam bangunan unit Sarusun hanya
diperkenankan untuk bekerja sesuai yang
ditetapkan oleh Badan Pengelola. Tukang
tidak diperbolehkan untuk tinggal/ menginap
pada unit Sarusun.

Tanpa izin tertulis dari Badan Pengelola,
kendaraan yang memasok bahan bangunan
dengan bobot melebihi 8 (delapan) ton tidak
diperkenankan memasuki lokasi
Kondominium.

Segala- macam bentuk sampah, puing, barang-
barang bekas lainnya, serta bahan (material)
yang dihasilkan dan dipergunakan untuk
pekerjaan perubahan bagian dalam bangunan
unit Sarusun harus segera dibersihkan dan
dirapihkan setiap hari selesai bekerja. Segala
bentuk sampah, puing dan barang-barang
bekas lainnya harus dibuang oleh PIHAK
KEDUA dan/ atau Penghuni dan/atau
kontraktor yang ditunjuk oleh PIHAK
KEDUA dan/ atau Penghuni yang
mengerjakannya diluar wilayah
Kondominium dan atas tanggungan biaya
PIHAK KEDUA dan/atau Penghuni
dan/atau  kontraktor yang ditunjuk oleh
PIHAK KEDUA dan/ atau Penghuni.
Apabila peraturan ini tidak ditaati, maka
Badan Pengelola berhak memindahkan
segala bentuk sampah, puing-puing dan
barang-barang bekas lainnya dan’ biaya
tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA
dan/ atau Penghuni, dengan memotong dari
uang jaminan, bila masih tidak mencukupi,
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maka akan ditagih kepada PIHAK KEDUA
dan/ atau Penghuni.

Kontraktor yang ditunjuk oleh PIHAK
KEDUA dan/ atau Penghuni untuk
melakukan renovasi, baik pekerjaan sipil,
mekanikal, elektrikal, harus memiliki ijin dan
pengalaman dari pihak yang berwenang. Jika
dipandang perlu Badan Pengelola dapat
meminta ganti, yang memenuhi persyaratan
yang ditetapkan Badan Pengelola.

Badan Pengelola yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA berhak menetapkan tata
cara dan prosedur lebih lanjut mengenai
renovasi bangunan unit Sarusun.

Lantai dan dinding hanya boleh ditambahkan
finishing tanpa melobangi, membor dan
merusak beton dari lantai serta merubah atau
mengganggu sambungan gempa pada dinding
(dilitasi). :

Pekerjaan plafon hanya boleh ditambah -

finishing dan tidak boleh merusak instalasi
yang ada di plafond, AC, pemadam
kebakaran.

IURAN PENGELOLAAN DAN SINKING
FUND

Setiap bulan PIHAK KEDUA dan/ atau
Penghuni wajib membayar biaya Iuran
Pengelolaan dan Sinking Fund yang telah
ditetapkan oleh Badan Pengelola.

Pembayaran Iuran Pengelolaan dan
Sinking Fund dimaksud pada butir 5.a di
atas mulai dihitung sejak Tanggal Undangan
Serah Terima.

Pembayaran Iuran Pengelolaan, Sinking
Fund, tidak termasuk perbaikan biaya
kerusakan yang disebabkan oleh PIHAK
KEDUA dan/ atau Penghuni, juga tidak
termasuk pemasangan utilitas tambahan atas
Sarusun yang dimohon PIHAK KEDUA
dan/atau Penghuni, pemasangan utilitas lain
dan iuran serta biaya-biaya lainnya (bilamana
ada) atas unit Sarusun tersebut menjadi beban
PIHAK KEDUA dan/atau Penghuni.

Lampiran VII PerjAanj ian
Halaman 2 dari 5

d. Biaya-biaya (rekening) pemakaian listrik,

telepon, air dan pemakaian jasa lain yang
tersedia, dibayarkan langsung kepada
Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Telkom
dan perusahaan/ pihak lain yang menyediakan
jasa tersebut, kecuali PIHAK PERTAMA .
dan/atau Badan Pengelola sudah melakukan
koordinasi pengelolaan dengan penisahaan
dan/atau instansi-instansi tersebut dan Badan
Pengelola setiap saat dapat melakukan
pemeriksaan atas jaringan maupun meter yang
terpasang didalam Sarusun.

Badan Pengelola diberi hak dan wewenang
penuh oleh  PTHAK KEDUA dan/ atau
Penghuni untuk mereview, menentukan dan
merubah besamya biaya Iuran Pengelolaan
dan Sinking Fund disesuaikan dengan
perubahan komponen biaya, seperti adanya
kenaikan upah, terjadi inflasi dan hal-hal lain
yang dapat mempengaruhi perubahan
besarnya biaya Iuran Pengelolaan dan
Sinking Fund, juga diberi wewenang untuk
menetapkan tanggal penagihan, tanggal jatuh
tempo pembayaran dan denda keterlambatan
pembayaran.

Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan
pembayaran Iuran Pengelolaan dalam waktu
1-(satu) bulan, maka PIHAK PERTAMA
dan/atau  Badan Pengelola berhak untuk
memutus aliran listrik, AC dan air. Apabila
PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi
kewajibannya untuk membayar Iuran
Pengelolaan dalam waktu 3 (tiga) bulan
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal serah terima yang pertama dari
PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA
bersedia untuk menanggung dan membayar
denda yang akan dikenakan oleh PIHAK
PERTAMA, sebesar 5 (lima) kali dari total
outstanding Iuran Pengelolaan yang harus
dibayar serta pemblokiran dan penutupan
akses masuk menuju dan keluar dari unit
Sarusun. Iuran Pengelolaan yang tertunggak
berikut denda tersebut tetap merupakan
hutang PIHAK KEDUA yang wajib dibayar
kepada PIHAK PERTAMA dan/atau Badan
Pengelola.

Iuran Pengelolaan yang terhutang berikut
denda tersebut tetap merupakan hutang
PIHAK KEDUA  kepada PIHAK
PERTAMA.
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KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Badan Pengelola menyediakan petugas-
petugas keamanan yang bertugas selama 24
(duapuluh empat) jam, dengan sistem
pengamanan lingkungan terpadu untuk seluruh
Kondominium.

Untuk menghindari segala kemungkinan lain
yang tidak dikehendaki atas unit Sarusun
maupun segala isinya, pada malam hari, atau
unit Sarusun tidak beroperasi, maka pintu-
pintu harus dalam keadaan terkunci.

Badan Pengelola sama sekali tidak
bertanggung jawab terhadap kehilangan,
kerusakan atau musnahnya benda-benda milik
PIHAK KEDUA dan/atau Penghuni.

Melaporkan kepada Badan Pengelola jika
tejadi  kecurian = atau  hal-hal  yang
mencurigakan didalam unit Sarusun.

PIHAK KEDUA dan/atau Penghuni wajib
menyediakan alat. pemadam api ringan
(APAR) type A-B-CC dengan volume 3 — 5
kg dalam jumlah yang cukup dan penempatan
harus dilakukan sesuai dengan peraturan
keselamatan serta —memperhatikan = masa
berlakunya.

Dilarang menutup dan memindahkan fire
hydrant, tabung alat-alat pemadam kebakaran,
spinkler (bilamana ada), meter listrik/air/gas
(bilamana ada), perlengkapan AC, baik
dengan barang dagangan, lemari dll.

Kantin/restoran/cafetaria wajib memilih bahan
bakar dan perlengkapan memasak yang aman
dan wajib dimintakan persetuyjuan Badan
Pengelola.

Petugas keamanan diberi hak untuk
melakukan pemeriksaan barang dalam jumlah
besar dan menghentikannya bila dipandang
perlu untuk proses lebih lanjut.

KERIBUTAN DAN
LAINNYA

GANGGUAN

7.

Lampiran VII Perjanjian
Halaman 3 dari 5

PIHAK KEDUA dan/atau Penghunj tidak
diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan
yang dapat menimbulkan gangguan terhadap
Penghuni lainnya, antara lain mengadakan
aktivitas perbaikan/renovasi yang dapat
menimbulkan suara bising dan getaran di
lingkungan sekitarnya. Setiap kegiatan yang
dapat menimbulkan gangguan harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari lingkungan

sekitarnya dan Badan Pengelola.
Untuk  tidak mengganggu  keamanan
pengunjung, Badan Pengelola berhak

menentukan jam pengiriman barang dagangan
masuk kedalam unit Sarusun, maupun
pengeluaran barang dagangan dari
Kondominium.

Apabila Penghuni lainnya merasa terganggu
dengan adanya kegiatan-kegiatan sebagaimana
dimaksud pada butir 7.a tersebut di atas, maka
dipersilakan untuk -melaporkannya kepada
petugas keamanan dari Badan Pengelola.

TOLERANSI SESAMA PENGHUNI

Apabila timbul masalah antar Penghuni,
maka  hendaknya  diusahakan  untuk
diselesaikan secara  musyawarah dan
kekeluargaan semaksimal mungkin. Bilamana
masalah tersebut tidak dapat diatasi oleh
pihak-pihak yang bermasalah, maka dapat
~ disampaikan kepada petugas keamanan
Badan Pengelola.

Apabila musyawarah tidak tercapai,
keputusan Badan Pengelola harus diterima
tanpa syarat diantara pihak yang bertikai.
Untuk menjaga ketertiban, keharmonisan,
keamanan serta kenyamanan antara
Penghuni Kondominium yang memiliki
jenis aktifitas yang berbeda, maka Badan
Pengelola akan menyusun dan menetapkan
Petunjuk Teknis yang akan mengatur
hubungan diantara sesama Penghuni
Kondominium maupun antar pemilik unit
Sarusun yang aktifitasnya berbeda satu sama
lainnya.

Dilarang menyuap petugas Badan Pengelola

dan petugas sub kontraktor yang ditunjuk
Badan Pengelola dengan  maksud
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mendapatkan  perlakuan  khusus  untuk
merugikan Penghuni lain.

d.  Volume suara sound system (audio, vidio dll)
harus dikontrol sehingga tidak menggangu
Penghuni lainnya.

e. Atas pelanggaran butir 8. b, c dan d, Badan
Pengelola akan melakukan tegoran baik
secara lisan maupun tertulis, bahkan apabila
diperlukan akan memberikan sanksi lainnya
yang tidak diatur dalam Peraturan Tatib ini.

8. SARAN DAN KELUHAN

Penghuni mempunyai hak dan kewajiban yang
sama dan seimbang untuk menjaga nama baik
Kondominium yang diidam-idamkan sebagai
Kondominium yang aman, ramah, indah dan
bersih. Setiap saran, kritik, maupun keluhan dari
Penghuni yang dapat membantu terpeliharanya
citra Kondominium tersebut sangat diharapkan.
Untuk maksud tersebut Penghuni dapat
menyampaikan saran, kritik, atau keluhan baik
lisan maupun tertulis kepada Badan Pengelola.

9. KEADAAN DARURAT

a. Dalam keadaan darurat Badan Pengelola atau
petugas-petugas yang bekerja untuk- Badan
Pengelola dapat memasuki unit Sarusun
tanpa izin ataupun pemberitahuan terlebih
dahulu, baik unit Sarusun tersebut dalam
keadaan berpenghuni atau ditinggalkan dalam
keadaan kosong oleh PIHAK KEDUA
dan/atau Penghuni.

b Yang dimaksud dengan - keadaan darurat
adalah bilamana terdapat kobaran api
(kebakaran) atau bencana alam, terjadi
keributan/perkelahian,  perbuatan  tindak
kejahatan / pidana, atau terdapat kejadian-
kejadian lain yang dicurigai sebagai perbuatan
tindak pidana / kejahatan.

¢ Dalam keadaan darurat tertentu, misalnya
terjadi kebakaran, petugas-petugas
pertolongan dapat memasuki unit Sarusun
yang bersebelahan. Segala kerusakan yang
timbul sebagai akibat dari dilakukannya
tindakan-tindakan dalam keadaan darurat akan
menjadi resiko PIHAK KEDUA.

Lampiran VII Perjanjian
Halaman 4 dari §

10. PERBAIKAN

a. Apabila terjadi kerusakan pada benda
bersama, bagian bersama yang disebabkan
kelalaian/ kesengajaan PIHAK KEDUA dan/
atau Penghuni, maka PIHAK KEDUA dan/
atau Penghuni wajib membiayai perbaikan
atas kerusakan tersebut. .

b. Untuk pemeliharaan, pemeriksaan dan
perbaikan Bagian Bersama dari unit
Sarusun, yang mana Badan Pengelola atau
petugas-petugas yang bekerja untuk Badan
Pengelola harus memasuki unit Sarusum,
maka PIHAK KEDUA dan / atau Penghuni
harus mengijinkannya memasuki unit Sarusun
tersebut untuk setiap waktu atau waktu-waktu
tertentu  (berkala) dan  atas  dasar
pemberitahuan yang diberikan sebelumnya
pada jam-jam kerja (kecuali .dalam
hal/keadaan darurat dimana pemberitahuan
tidak disyaratkan).

11. KEHILANGAN DAN BENCANA

a. PIHAK PERTAMA  dan/atau Badan
Pengelola tidak bertanggung jawab terhadap
kehilangan, atau kerusakan, atau musnahnya
benda-benda milik PIHAK KEDUA dan/atau
Penghuni yang disebabkan oleh kebakaran,
kecurian, perampokan, atau bencana alam
lainnya.

b. . PIHAK KEDUA dan/atau Penghuni wajib

untuk mengasuransikan bangunan dan seluruh
benda miliknya untuk jenis asuransi kebakaran
ataupun kehilangan / kerusakan, hal itu dapat
memberikan rasa tentram dan akan dapat
menutup biaya ganti rugi bilamana -terjadi
kebakaran atas bangunan maupun kehilangan/
kerusakan benda-benda milik PIHAK
KEDUA dan/atau Penghuni.

12. PERUBAHAN DAN PENGALIHAN

a. PIHAK PERTAMA dan/atau Badan
Pengelola berhak merubah (menambah dan /
atau mengurangi) untuk memperbaukx
menyempurnakan Peraturan Tatib ini.
Setiap perubahan akan diberitahukan oleh
Badan Pengelola kepada PIHAK KEDUA
dan/atau Penghuni secara tertulis selambat-
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lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan
. effektif berlaku.

b. Apabila PIHAK PERTAMA mengganti
Badan Pengelola, maka penggantian tersebut
akan diberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK KEDUA dan/atau Penghuni.

13. PERLENGKAPAN KHUSUS

Lemari besi/brankas atau barang berat lainnya
tidak boleh ditempatkan disembarang tempat,
harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan
Badan Pengelola. Lemari besi/brankas tidak bisa
ditempatkan, bila membahayakan struktur
Kondominium.

14. KORESPONDENSI

Setiap berita atau pemberitahuan kepada PIHAK
KEDUA dan atau Penghuni akan disampaikan
oleh Badan Pengelola pada alamat korespondensi
yang tercantum dalam Perjanjian, sedangkan
untuk unit Sarusun yang telah dihuni akan
disampaikan pada alamat unit Sarusun yang ada
di Kondominium, kecuali Badan Pengelola
menerima pemberitahuan tertulis secara khusus
mengenai alamat korespondensi lain yang ditunjuk
oleh PIHAK KEDUA dan atau Penghuni.
Apabila terjadi peralihan hak, maka pihak yang
mengalihkan dan yang menerima peralihan atas
unit Sarusun tersebut, wajib melapor kepada
Badan Pengelola  mengenai peralihan hak
tersebut.

000

Lampiran VII Perjanjian
Halaman 5 dari 5

Paraf ........ ...
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Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dan ditandatangani, pada hari ini

[ Lampiran 4: Contoh Surat Perintah Kerja

|

SURAT PERINTAH KERJA
No. __ /SPK- [ [0 _

,2tanggal
, bulan ,tahun dua ribu

( / /200 ), oleh dan antara :

11

Nama
Pekerjaan

Alamat KTP

No. KTP

Alamat Korespondensi :

E-mail
No. Telpon / Fax
No. NPWP

selanjutnya disebut “PTHAK KEDUA” (Pembeli).

PT. : , Suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di dan
beralamat koresponden di :

Telepon:

Fax. : A

selanjutnya disebut “KONTRAKTOR?;

dan untuk tindakan penandatanganan Perjanjian ini, KONTRAKTOR diwakili secara sah oleh :

keduanya bertindak selaku Kuasa Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT.
T berdasarkan Surat Kuasa No. tertanggal

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

12

Bahwa PIHAK KEDUA telah mengikatkan diri untuk membeli dari PT.
(“PIHAK PERTAMA?”), satu dan lain berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sarusun

(“Perjanjian”) Nomor : /PPJB- " 20 tanggal / /20, atas 1
unit Sarusun yang terletak di Unit ’ ANo¥ terletak di desa/ kelurahan
kecamatan kota ° . Jln. :

Timur, -setempat dikenal dengan Kawasan °
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2. Unit Sarusun yang telah dibeli oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan
Perjanjian tersebut adalah dengan spesifikasi standard dan karenanya perlu dilakukan pekerjaan
tambah, sehingga menjadi Sarusun dengan spesifikasi renovasi, seperti pada Lampiran I SPK ini,
untuk itu PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan pasal 20.9 Perjanjian telah menunjuk
KONTRAKTOR sebagai pelaksana atas pekerjaan tambah tersebut.

3. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dengan KONTRAKTOR telah ditandatangani Perjanjian
Pelaksanaan Proyek, dimana KONTRAKTOR bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan
tambah atas spesifikasi standard Sarusun yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KEDUA dengan ini memberikan perintah kerja
kepada KONTRAKTOR dan KONTRAKTOR menerima tugas tersebut dari PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan pekerjaan renovasi/pekerjaan tambah, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :

1. Semua definisi yang digunakan dalam SPK ini berikut Lampirannya, mengacu pada
definisi sebagaimana diatur pada Lampiran V Perjanjian, kecuali diatur secara berlainan
dalam SPK ini.

2. Biaya pelaksanaan pekerjaan tambah atas unit Sarusun tersebut diatas adalah sebesar
sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II SPK ini. Biaya tersebut sudah termasuk jasa-
jasa dan pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan SPK ini.

3. Pembayaran atas biaya pekerjaan tambah wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada
KONTRAKTOR melalui PTHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 3 Lampiran V Perjanjian.

4. Setelah selesai dilakukan pekerjaan tambah sesuai dengan spesifikasi renovasi dalam
Lampiran 1 SPK, maka KONTRAKTOR ataupun melalui kuasa kepada PIHAK
PERTAMA wajib menyerahkan unit Sarusun tersebut kepada PIHAK KEDUA, pada
tanggal sebagaimana ditentukan dalam Lampiran IV Perjanjian dan dilakukan serah terima
sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Lampiran V Perjanjian.

5. Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang yang diminta oleh PIHAK KEDUA sendiri diluar
dari spesifikasi renovasi yang ditentukan dalam Lampiran I SPK, sehingga mengakibatkan
tertundanya penyelesaian pekerjaan tambah dan mengakibatkan keterlambatan serah terima
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Lampiran IV Perjanjian, maka
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak berhak
untuk menuntut denda keterlambatan berupa apapun juga, baik kepada PIHAK PERTAMA
maupun KONTRAKTOR.

6. Lampiran-lampiran dalam SPK ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dengan Perjanjian.
Demikian SPK ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditanda
tangani .

PIHAK KEDUA KONTRAKTOR
PT. N
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Lantai
Nomor Unit

Type

Luas Semi - Gross

LAMPIRAN | SPK
UNIT - TIPIKAL

l SPESIFIKASI RENOVASI

Ruang tamu/ruang keluarga

* Lantai : Homogenous Tile 60x60

. Dinding : Bata/beton ringan diplester aci + finish cat tembok
* Plafond : Beton ekspose

i Pintu : Pintu panel kayu meranti

Kamar tidur

* Lantai : Homogenous Tile 60x60

* Dinding : Bata/beton ringan diplester aci + finish cat tembok
= Plafond : Beton ekspose

* Pintu : Double multipleks

Kamar mandi

» % % B B »

Dapur

o
®
-

Lantai : Keramik 30 x 30
Dinding : Keramik 30 x 30
Plafond : Gypsum waterproofing finish cat
Pintu : Double multipleks + melaminto (sisi dalam)
Sanitair : Exlocal
Sanitary Ware
o 1Br : Shower
¢« 2BRdan3BR
- Utama : Bathtub
- Anak : Shower
Lantai : Homogenous Tile 60x60
Dinding : Bata/beton ringan diplester aci + finish cat tembok
Plafond : Beton ekspose
Sink : Hanya instalasi

Service area

* Lantai : Keramik 30x30 + keramik 20x20

* Dinding : Bata/beton ringan diplester aci + finish cat tembok
* Plafond : Beton ekspose

* Pintu : Double multipleks

Daya Listrik

% 1Br : 4400 VA

* 2Br 17700 VA

* 3Br : 8800 VA

* Genset : Full back-up

* Metering : KWH meter per-unit apariment

Features

* Instalasi listrik dan titik lampu

* Fire detector dan sprinkler

* Instalasi telepon (tidak termasuk penyambungan line), titik pada ruang tamu/keluarga
* Instalasi air bersih dan air kotor

Instalasi AC di kamar tidur dan ruang tamu/ruang keluarga.
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Konsultan yang Melakukan Perencanaan

adalah :
1.Arsitektur :DP -
PT.
2.Struktur :PT
3.Mekanikal P
4 Elektrikal 2 PTI
5.Plumbing :PT:

‘Pihak Pertama/Pengembang berhak untuk melakukan perubahan-perubahan pada spesifikasi atas Sarusun,
dengan maksud untuk meningkatkan mutu/kualitas dari Sarusun, atas biaya dari Pihak Pertama/Pengembang dan
Pihak Kedua wajib mengikuti serta tidak berhak untuk menolak atas perubahan tersebut.

Apabila Pihak Kedua memeriukan spesifikasi-yang berbeda (seperti; kapasitas listrik, exhaust, floor drain dli),
maka merupakan kewgjiban Pihak Kedua untuk mengurus sendifi kepada Pengelola, setelah Gedung dan
fasilitasnya telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pengelola dan tidak ada jaminan dapat dipenuhinya
kebutuhan-kebutuhan tersebut, kecuali berada pada area yang sudah ditetapkan sebelumnya®.
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Lampiran 5. Copy Putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Pdt/2005

PUTUSAN
No. 840 K/Pdt/2005
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara :
NGARIJAN SALIM, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No.
26-A Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota
Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada OKNAZRIN
MADJRUL, SH., Advokat, berkantor di Jalan Seroja [1/169
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2004 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;
melawan:
1. FEBRINA SIONADER ;
2. BEE ROBIN, bertempat tinggal di Jalan Thamrin No. 112,
Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota
Medan.
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil :
Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli
No. 103 tertanggal 28 Juli 1297 yang dibuat oleh dan dihadapan Andreas Ngikut
Meliala, SH. Notaris di Medan, Penggugat merupakan pemilik yang sah dan
berhak penuh atas sebidang tanah seluas + 1589 m2 (seribu lima ratus
delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kabupaten Deli
Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia sebagaimana lebih jelas
diuraikan dalam Surat Ukur No. 1828/08/1994 tanggal 26 Agustus 1994, dan
terhadap tanah mana Alas Haknya adalah berupa Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 417 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang tanggal 26 Agustus 1994, dengan batas-batas sebagaimana
dalam gugatan ;
Bahwa oleh karena objek tanah terperkara, yang diperoleh Penggugat
berdasarkan Akta Pengikatan Diri Melakukan Jual Beli tertanggal 28 Juli 1997

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 840 K/Pdt/2005
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sesuai dengan alas haknya yang sekarang ini berada pada Penggugat yaitu
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.417 terletak di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Rbg huruf f jo.Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku
Il yang, diterbitkan oleh MA-RI Tahun 1994, halaman 116 s/d 117 cukup wajar
dan sangat beralasan menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan aquo
pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, karena objek yang disengketakan yang
merupakan milik Penggugat adalah menyangkut objek/benda tidak bergerak
yang berada diwilayah hukum Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada
melakukan hubungan hukum atas objek tanah terperkara milik Penggugat,
dimana berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Desember 1998 yang
dilegalisasi oleh Andreas Ngikut Meliala, SH. Notaris di Medan dengan memakai
Legalisasi Nomor : 3.289/1989 (Mono) ada ditentukan bahwa harga jual beli
atas objek bidang tanah milik Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat
kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 311.755.307,00 (tiga ratus sebelas juta
tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) ;

Bahwa adapun cara dan pelaksanaan pembayaran yang harus
dilakukan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian jual bel
tanggal 11 Desember 1998 sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah
dengan cara pembayaran mencicil/mengangsur yang harus dibayar setiap
bulannya oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana besarnya pembayaran
yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat perbulannya sebesar Rp.
11.480.937,00 (sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga
puluh tujuh rupiah) terhitung dari sejak tanggal 28 Oktober 1998 sampai dengan
tanggal 28 Agustus 2002, yang berarti lamanya dan baru akan berakhir/jatuh
tempo pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 28 Agustus
2002 ;

Bahwa sistem dari pada pelaksanaan pembayaran yang dilakukan
Tergugat sebagaimana yang telah disepakati cleh kedua belah pihak tersebut di
atas (ic Penggugat dengan Tergugat) adalah dengan jalan Tergugat harus
melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dengan menyetorkan
sejumlah cicilan pembayaran yang telah disepakati tersebut kepada Bank
Pesona dahulu Bank Utama Cabang Medan sebagai kompensasi/pengganti
atas pembayaran seluruh hutang Penggugat kepada Bank Utama Cabang

Medan sampai dengan lunas (selama 46 angsuran/kredit) yang seluruhnya
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harus mencapai sebesar Rp. 311.755.307,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus
lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) ;

Bahwa akan tetapi meskipun Tergugat diwajibkan untuk membayar
atas pembelian bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan cara harus
melakukan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 11.480.937,00 (sebelas
juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)
dengan menyetorkan pada bank Pesona d/h Bank Utama Cabang Medan
sebagai kompensasi atas pembayaran hutang Penggugat kepada Bank Pesona
dahulu Bank Utama Cabang Medan sampai dengan lunas (46 kali cicilan),
ternyata tidak dapat dilaksanakan pembayarannya oleh Tergugat untuk setiap
bulan berjalan, karenanya telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan
ingkar janji (wanprestasi) atas Surat Perjanjian Jual beli tanggal 11 Desember
1998 ;

Bahwa adapun prestasi yang baru dijalankan/dipenuhi Tergugat dalam
melaksanakan pembayaran secara mencicil yang baru disetorkan kepada Bank
Pesona dahulu Bank Cabang Medan adalah sebesar Rp. 84.512.811,00
(delapan puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sebelas
rupiah) untuk dua kali cicilan masing-masing tertanggal 28 Desember 1998
sebesar Rp. 34.442.811,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua
ribu delapan ratus sebelas rupiah) dan tanggal 28 Nopember 2002 sebesar Rp.
50.070.000,00 (lima puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) dan sejak pembayaran
tersebut (tanggal 28 Nopember 2002) Tergugat sudah tidak pernah lagi
melakukan pembayaran secara mengangsur setiap bulannya untuk disetorkan
kepada Bank Pesona dahulu Bank Utama Cabang Medan ;

Bahwa oleh karena dari sebab ternyata Tergugat cukup terbukti tidak
pernah lagi melakukan pembayaran atas apa yang diperjanjikan dalam
Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Desember 1998, vyaitu dengan tidak pernah
melakukan penyetoran kepada Bank Pesona dahulu Bank Utama Cabang
Medan untuk setiap bulannya sampai dengan lunas, sehingga untuk
menghindari adanya tuntutan yang dilakukan oleh pihak Bank Pesona dahulu
Bank Utama Cabang Medan atas seluruh hutang Penggugat terhadap diri
Penggugat, yang Jaminannya adalah sebidang tanah milik Penggugat sesuai
dengan perolehan yang dimiliki Penggugat yang didasarkan pada Akta
Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli No. 103 tanggal 28 Juli 1997 yang
dibuat oleh dan dihadapan Andreas Ngikut Meliala, SH. di Medan sesuai
dengan alas hak dari tanah tersebut yang sekarang berada pada Penggugat

yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 417, maka Penggugat secara langsung
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telah melunasi seluruh hutangnya tersebut kepada Bank Pesona dahulu Bank
Utama Cabang Medan ;

Bahwa oleh karena sudah cukup terbukti secara hukum adanya itikad
yang tidak baik dari Tergugat dalam hal ini karena Tergugat sudah tidak lagi
melakukan pembayaran secara mencicil atas pembayar hutang Penggugat
kepada Bank Pesona dahulu Bank Utama Cabang Medan, maka sangat wajar
dan cukup beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan terhadap diri
Tergugat dalam hal untuk memintakan Pembatalan dan atau memintakan tidak
sah dan ftidak berkekuatan hukum pengikatan Perjanjian Jual Beli antara
Penggugat dengan Tergugat tertanggal 11 Desember 1998 yang di Legalisasi
oleh Andreas Ngikut Meliala, SH. Notaris di Medan dengan daftar legalisasi
Nomor : 3.289/1998 (Mono) berikut dengan memintakan Pembatalan dan atau
memintakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum surat kuasa antara
Penggugat dengan Tergugat tertanggal 11 Desember 1998 vyang juga
dilegalisasi oleh Andreas Ngikut Meliala, SH. Notaris di Medan kepada
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai Instansi/Lembaga yang berwenang
untuk itu, sebagaimana hal tersebut secara juridis ada diatur dan ditemukan
dalam pasal 1266 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata ;

Bahwa untuk itu terhadap pembayaran dari pembelian atas bidang
tanah milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada bagian posita di
atas yang hanya baru berjumlah kurang dari 1/3 dari seluruh jumlah pelunasan
pembayaran yang telah dilakukan Tergugat vaitu sebesar Rp. 84.512.811,00
(delapan puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sebelas
rupiah), maka dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara
ini yang meminta pembatalan dan atau memintakan tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum ke-2 (dua) surat di atas yaitu : Perjanjian Jual Beli antara
Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Desember 1998 dan Surat Kuasa
tanggal 11 Desember 1998, yang masing-masing di Legalisasi oleh Andreas
Ngikut Meliala, SH. Notaris dengan Daftar Legalitas Nomor : 3.289/1998 (Mono)
dan Nomor : 3.290/1998 (Mono), cukup adil dan wajar bagi Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat agar
menerima penyerahan uang miliknya dari Penggugat sebesar Rp.
84 .512.811,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delapan
ratus sebelas rupiah) ;

Bahwa oleh karena objek tanah terperkara yang merupakan milik
Penggugat sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan (Beziter Recht)

Penggugat serta belum adanya levering/penyerahan yang sah atas objek
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terperkara dari Penggugat kepada Tergugat dan juga terbukti adanya
pembayaran secara contante handeling yang dilakukan Tergugat terhadap
Penggugat atas objek terperkara milik Penggugat, akan tetapi oleh karena atas
haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 417 yang juga berada pada
Penggugat dan dalam kekuasaannya yang sah, secara administrasi belum
beralih/dibalik namakan menjadi atas nama pemegang Hak Penggugat, maka
untuk menghidari adanya penyulitan proses perolehan balik nama atas Sertifikat
Hak Guna Bangunan No. 417 menjadi atas nama pemegang Hak Penggugat,
dengan ini dimohonkan secara mutatis-mutandis dalam gugatan aquo baik pada
bagian Posita maupun pada bagian Petitum Gugatan Penggugat Kiranya
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Jo.Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo secara ex officio dapat menentukan dengan
memberikan hak kuasa berdasarkan putusan dalam perkara ini kepada
Penggugat untuk dapat melaksanakan/melakukan suatu tindakan hukum yang
sah didepan/ dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk
itu dalam upaya proses peralihan/pembalik nama atas Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 417 menjadi atas nama Pemegang Hak “Penggugat” ic.
FEBRINA SIONADER & BEE ROBIN} ;

Bahwa untuk menjamin agar terhadap objek tanah terperkara milik
Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian jual beli antara
Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Desember 1998 tidak menjadi beralih
kepada Tergugat, meskipun Penggugat yang dalam gugatannya ada
memintakan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk menyatakan batal
atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perjanjian jual beli tanggal 11
Desember 1998 serta menyatakan batal dan atau tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum surat kuasa tanggal 11 Desember 1998, maka untuk
menghindari adanya tindakan ilegal dan perbuatan melawan hukum yang
dilakukan Tergugat terhadap objek tanah terperkara milik Penggugat kepada
pihak lain dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap
barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Penggugat
teristimewa terhadap bidang tanah objek terperkara yang terletak di Kabupaten
Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia seluas + 1.589 m2
(seribu lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi) ;

Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan

Penggugat dalam perkara aquo adalah berdasarkan hukum serta didasarkan
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atas bukti-bukti autentik yang berlaku mengikat, sempurna dan menentukan

sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka

atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan sekali bagi

Majelis Hakim aquo untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat

dijalankan terlebih dahulu dengan serta-merta, meskipun ada perlawanan,

banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang penggugat
kemukakan pada bagian posita di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai
berikut :

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunnya ;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan berhak penuh atas
sebidang tanah seluas + 1589 m2 (seribu lima ratus delapan puluh
sembilan meter persegi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang,
Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia sesuai dengan surat Ukur No.
1828/08/1994 tanggal 26 Agustus 1994 serta sesuai dengan alas hak
bidang tanah dimaksud yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
417 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang tanggal 26 Agustus 1994 ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji
(wanprestasi) kepada Penggugat atas pembayaran secara mencicil yang
harus dilakukan Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian
jual beli tertanggal 11 Desember 1998 yang dilegalisasi oleh Andreas
Ngikut Meliala, SH. Notaris di Medan Dengan Daftar Legalisasi No.
3.289/1998 (Mono) ;

4.  Menyatakan batal dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum vyaitu
surat perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11
Desember 1998 dengan Daftar Legalisasi Nomor : 3.289/1998 (Mono) dan
surat kuasa tanggal 11 Desember 1998, yang diperbuat oleh Andreas
Ngikut Meliala, SH. Notaris di Medan dengan Legalisasi Nomor
3.290/1998 (Mono) ;

5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam
perkara ini sah dan berharga ;

6. Menghukum Tergugat agar menerima penyerahan uang miliknya dari
Penggugat sebesar Rp. 84.512.811,- (delapan puluh empat juta lima ratus

dua belas ribu delapan ratus sebelas rupiah) ;
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7. Memberikan Hak kuasa berdasarkan putusan dalam perkara ini kepada
Penggugat untuk dapat melaksanakan/melakukan suatu tindakan hukum
vang sah didepan/dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah yang
berwenang untuk itu dalam upaya proses peralihan/pembalik nama atas
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 417 menjadi atas nama Pemegang Hak
Penggugat (ic FEBRINA SIONADER & BEE ROBIN) ;

8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
dengan serta-merta, meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi
(Uitvoerbaar bij voorraad) ;

9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diputus
dengan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et
bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Kompetensi Mengadili :

Bahwa setelah membaca dan menelaah gugatan yang diajukan oleh
Penggugat tertanggal 20 Pebruari 2003, maka telah didapat hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa kedudukan hukum Penggugat dan maupun Tergugat yakni di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Medan ;

2. Bahwa Akta Perjanjian Jual beli tertanggal 11 Desember 1998 dan maupun
Surat Kuasa yang bertautan dengan jual beli tersebut di perbuat di Medan
dan dilegalisasi di Kantor Notaris di Medan ;

3. Bahwa oleh karenanya pengadilan yang paling pas untuk gugatan ini adalah
Pengadilan Negeri Medan dan bukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat saat ini ;

Bahwa oleh hal tersebut telah beralasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Tentang Exceptio Pluriumlitis Consortium :
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Bahwa Penggugat telah memaparkan secara tegas dimana keberadaan
sertifikat tanah tersebut dari awalnya, yakni berada di tangan Bank Utama
Cabang Medan qq. Bank Pesona Cabang Medan, yang tentunya saat ini Bank
tersebut ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) karena
telah dilikuidasi ;

Bahwa dari paparan yang diajukan oleh Penggugat tersebut lebih
memberikan kesan gugatan dimaksud harus bersifat kumulasi subjektif artinya
adanya keharusan orang lain atau badan yang mempunyai kaitan dalam
perkara tersebut, sehingga oleh karenanya untuk kesempurnaan dan tuntasnya
permasalahan yang sedang dihadapi, maka Bank Pesona d/h Bank Utama
Cabang Medan dan saat ini BPPN harus diikutsertakan sebagai pihak dalam
perkara ini, untuk menjawab secara pasti kebenaran skenario yang
dimaksudkan oleh Penggugat, termasuk alat pembayaran yang dipergunakan
kepada Bank Pesona tersebut, seperti contohnya cek dan ataupun giro yang
diterima oleh Bank Pesona Cabang Medan (BPPN) Dan ternyata. Penggugat
tidak melibatkan dan tidak mengikutsertakan Bank Pesona Medan atau saat ini
BPPN sebagai salah satu Tergugat ;

Bahwa selain itu secara tegas Penggugat telah memohonkan
kehadapan Majelis Hakim, agar dapat membatalkan Surat Perjanjian dan Surat
Kuasa yang kesemuanya dilegalisasi oleh Notaris Andreas Ngikut Meliala, SH.
dimana Notaris tersebut tidak pula ikut dilibatkan sebagai Tergugat dalam
perkara ini, sehingga sangat sukar untuk menghukum seseorang ataupun suatu
badan yang tidak dilibatkan di dalam suatu perkara ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, gugatan yang diajukan oleh
Penggugat belum sempurna para pihaknya dan oleh karenanya Majelis Hakim
yang menyidangkan perkara ini mempunyai alasan hukum yang kuat untuk
menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk
verklaard) ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa segala apa yang Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam

konpensi kemukakan di atas, seberapa perlu dianggap telah diulangi di dalam
rekonpensi ini (mutatis mutandis) ;

Bahwa sesuai dengan perjanjian jual beli dan kuasa tertanggal 11
Desember 1998, yang diperbuat oleh Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat
dalam konpensi dengan Penggugat dalam rekonpensi Tergugat dalam konpensi

telah memberikan hak secara hukum kepada Penggugat dalam rekonpensi ;
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Bahwa perjanjian jual beli dan kuasa sebagaimana dimaksud adalah
autentik, yakni yang dilegalisasi oleh seorang Notaris, Andreas Ngikut Meliala,
SH. sehingga dengan demikian mempunyai konsekwensi hukum yang pasti,
terutama oleh Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi ;

Bahwa sesuai dengan perjanjian dan kuasa dari Tergugat dalam
rekonpensi yang didasari oleh dan bersumber dari Akte Pengikatan Diri Untuk
melakukan Jual Beli No. 103, tanggal 28 Juli 1997, serta diikuti dengan
pembayaran dan pelunasan yang Penggugat dalam rekonpensi miliki, secara
hukum memberikan hak kepada Penggugat dalam rekonpensi untuk menuntut
hak-hak yang dijamin oleh hukum bagi Penggugat dalam rekonpensi sehingga
oleh karenanya beralasan hukum yang kuat bagi Penggugat dalam rekonpensi
untuk mengajukan gugatan rekonpensi ini ;

Bahwa sesuai dengan perjanjian jual beli tetanggal 11 Desember 1998
yang bersumber dari Akte Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli No. 103,
tanggal 28 Juli 1997, mempunyai titel sebagai undang-undang bagi pihak-pihak
tersebut (vide pasal 1338 ayat | KUHP Perdata) ditentukan pula secara tegas
bahwa yang berhak untuk mengambil sertifikat, objek terperkara di Bank
Pesona/saat ini BPPN adalah Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam
konpensi dan bukan Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi
sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonpensi saat ini, sehingga
dengan demikian tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam
rekonpensi saat ini, sehingga dengan demikian tindakan dan perbuatan yang
dilakukan oleh Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi adalah
suatu tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum baik perdata maupun
pidana, sehingga oleh karenanya undang-undang/hukum memberikan hak
kepada Penggugat dalam rekonpensi untuk menuntutnya ;

Bahwa sehubungan dengan perjanjian jual beli dan kuasa yang dimiliki
olenh Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi dengan
pembayaran-pembayaran (pelunasan) yang Penggugat dalam rekonpensi
lakukan, maka adalah kewajiban Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam
konpensi untuk memenuhi kewajibannya yakni menyerahkan tanah beserta
Sertifikat sebagai alas hak atas tanah tersebut kepada Penggugat dalam
rekonpensi/Tergugat dalam konpensi beserta Akte Pengikatan Diri Untuk
Melakukan Jual Beli No. 103 tanggal 28 Juli 1997 tanpa adanya dalih/alasan
apapun dan dengan serta merta pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam mempunyai alasan hukum untuk menyatakan bahwa perjanjian
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jual beli tertanggal 11 Desember 1298 beserta kuasa tertanggal 11 Desember
1998 adalah syah secara hukum ;

Bahwa untuk menghindarkan dan mengantisipasi kemungkinan-
kemungkinan Sertifikat No. 417/Deli Serdang beserta dengan tanahnya beralih
kepada pihak lain, maka dengan ini dimohonkan kehadapan Majelis Hakim yang
mulia agar berkenan meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sertifikat
tersebut dan menempatkannya dibawah kekuasaan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam ;

Bahwa sesuai dengan alat bukti yang Penggugat dalam rekonpensi
sampaikan, yakni yang bernilai autentik, maka mempunyai alasan hukum yang
kuat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara itu
dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun
adanya banding, kasasi ataupun verzet (perlawanan) ;

Bahwa selain dari hal tersebut, sesuai dengan tindakan dan perbuatan
Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi telah menimbulkan
banyak kerugian terhadap diri Penggugat dalam rekonpensi yang antara lain
Penggugat harus menghadiri persidangan ini yang tentunya menyita waktu
Penggugat, termasuk biaya yang harus Penggugat keluarkan, sehingga dapat
dinilai dengan rupiah sebesar Rp 20000000000 (dua ratus juta rupiah)
disamping itu juga sudah menjadi kenyataan dengan adanya gugatan terhadap
diri penggugat, penggugat mendapat malu yang menurunkan kredibilitas dan
nama baik penggugat dalam rekonpensi di kalangan pengusaha di Medan,
dimana nama baik penggugat ini sebenarnya tidak dapat diukur dengan rupiah,
namun untuk kasus ini dengan berat hati tergugat harus dituntut sebesar Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga jika dijumlah secara
keseluruhannya tuntutan yang penggugat dalam rekonpensi ajukan kepada
Tergugat dalam rekonpensi berjumlah Rp. 5.200.000.000,00 (lima milyar dua
ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dalam rekonpensi secara
seketika ;

Bahwa sehubungan dengan dalil dan alasan yang Penggugat dalam
rekonpensi kemukakan tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadapan
Majelis Hakim vyang terhormat agar berkenan mengambil putusan dalam
rekonpensi ini sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonpensi Penggugat dalam rekonpensi untuk
keseluruhannya ;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh

juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atas tanah beserta sertifikat
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H.G.B. No. 417, Surat Ukur tertanggal 26 Agustus 1994 No. 1823/08/1994
tertulis atas nama PT.Mestika Mandala Perdana, serta Akte Pengikatan
Diri Untuk Meletakan Jual Beli No. 103, tanggal 28 Juli 1997 dan
menempatkannya dibawah kekuasaan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam ;

3. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dijalankan terhadap tanah
terperkara atas permohonan Penggugat adalah tidak syah dan tidak
berharga dan oleh karenanya memerintahkan kepada juru sita Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam untuk mengangkat kembali sita tersebut ;

4. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tertanggal 11 Desember 1998
beserta kuasa tertanggal 11 Desember 1998 adalah syah secara hukum ;

5. Menyatakan bahwa Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam
konpensi melakukan wanprestasi/ingkar janji ;

6. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untuk
menyerahkan Sertifikat HG.B. No. 417 untuk tanah seluas 1.589 m2
kepada Penggugat dalam rekonpensi secara seketika, serta Akte
Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli No. 103 tanggal 28 Juli 1997
sebagai dasar Tergugat dalam rekonpensi melakukan perjanjian untuk jual
beli kepada Penggugat dalam rekonpensi ;

7.  Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp.
5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah) sebagai kerugian
materil dan moril (nama baik) Penggugat yvang diakibatkan oleh tindakan
dan perbuatan Tergugat dalam rekonpensi ;

8. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untuk
membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam rekonpensi
sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas
keengganan Tergugat dalam rekonpensi untuk melaksanakan putusan
dalam perkara ini ;

9.  Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

10. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun
adanya kasasi maupun perlawanan/verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Atau :

Bahwa andaikata Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon
putusan seadil-adilnya ;
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Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 18/Pdt.G/2003/PN.Lp tanggal 6

Agustus 2003 yang amarnya sebagai berikut :
DALAM KONPENSI :
TENTANG EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

TENTANG POKOK PERKARA :

1.
2.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam dengan Penetapan No. 03/CB/2003/18/Pdt.G/2003/PN.LP
tanggal 12 Maret 2003 dan telah dilaksanakan dengan Berita Acara Sita
Penjagaan (Conservatoir Beslag) pada hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2003
atas tanah sengketa tidak sah dan tidak berharga dan harus
dianggap/dicabut.

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul
dalam perkara ini, sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 894.000,00

(delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

DALAM REKONPENSI

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam
konpensi untuk sebagian.

Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanggal 11 Desember 1998 beserta
kuasa tanggal 11 Desember 1998 adalah syah secara hukum.

Menyatakan bahwa Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam
konpensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janiji.

Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untuk
menyerahkan Sertifikat HG.B No. 417 untuk tanah seluas 1589 m2
kepada Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi secara
seketika, serta Akte Pengikatan Diri untuk melakukan jual beli No. 103
tanggal 28 Juli 1997 sebagai dasar Tergugat rekonpensi/Penggugat dalam
konpensi melakukan jual beli kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat
dalam konpensi.

Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untuk
membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam gugatan rekonpensi sebesar
“NIHIL.

Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untuk
membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam

rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu
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rupiah) setiap hari atas keengganan Tergugat dalam
rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untuk melaksanakan putusan
perkara ini.

7. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun
adanya Banding, Kasasi maupun perlawanan/verzet (uitvoerbaar Dbij
voorraad).

8. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi
selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan
Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya No. 343/Pdt/2003/PT.Mdn.
tanggal 29 Januari 2004 yang amamya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat konpensi/Tergugat
rekonpensi/Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 6 Agustus

2003 Nomor : 18/Pdt.G/2003/PN-LP, yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian.

- Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi kepada
Penggugat/Pembanding atas pembayaran secara mencicil yang harus
dilakukan Tergugat/Terbanding sebagaimana vyang ditentukan dalam
perjanjian jual beli tertanggal 11 Desember 1998 vang dilegalisasi oleh
Andreas Ngikut Meliala, SH. Notaris di Medan dengan daftar legalisasi
Nomor 3.289/1998 (Mono) ;

- Menyatakan batal dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, vaitu
surat perjanjian jual beli antara Penggugat/Pembanding dengan
Tergugat/Terbanding tanggal 11 Desember 1998, dengan daftar legalisasi
Nomor : 3.289/1998.- (Mono) dan surat kuasa tanggal 11 Desember 1998,
yang diperbuat oleh Andreas Ngikut Meliala, SH. Notaris di Medan dengan
legalisasi No. 3.290/1998 (Mono) ,

- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sah dan

berharga ;
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- Menghukum Tergugat/Terbanding agar menerima penyerahan uang miliknya
dan Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 84.512.811,- (delapan puluh
empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sebelas rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak guagatan rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

-  Menghukum Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi/Terbanding, untuk
membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding ini sebesar Rp. Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Pemohon kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 Juni 2004 kemudian
terhadapnya cleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan perantaraan
kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2004 diajukan
permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2004 sebagaimana
ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/Pdt.G/2003/PN.LP yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti
oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang
pada tanggal 19 Juli 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon
Kasasi/Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juli 2004

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-
undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tinggi Medan, telah sangat keliru, serta
telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tersebut yang
termuat di dalam kesimpulan pertimbangan hukumnya pada halaman 10
(sepuluh) alinea terakhir isinya sama sekali tidak mempunyai dasar hukum
serta pertimbangan yang dapat diterima oleh akal sehat, seperti halnya yang

telah paksakan oleh judex facti dengan penekanan pada cara pembayaran
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secara mencicil adalah pendapat yang sangat keliru, dan sangat kaku, serta
tidak memberikan kesan yang adil (hanya keberpihakan pada Termohon kasasi
belaka) serta tidak sebagai institusi yang berkeinginan mencari dan menggali
hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, sehingga
dapat dipastikan pendapat tersebut sebagai pendapat yang sama sekali tidak
didasari oleh hukum dan undang-undang yang berlaku ;

Bahwa Pemohon kasasi katakan demikian, karena judex facti dalam
memberikan pertimbangannya sama sekali tidak didasari dari suatu fakta dan
data yang benar menurut ilmu hukum dan lebih memberikan kesan bahwa
putusan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut adalah putusan
sesuka hati belaka, karena yang sebenarnya terjadi adalah tidak adanya dan
tidak pernahnya Pemohon kasasi melakukan perbuatan wanprestasi, hal ini
tidak akan terjadi seandainya saja judex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
benar-benar mempelajari dan menelaah dengan benar apa isi perjanjian jual
beli tersebut, akan tetapi dikarenakan judex facti Majelis Pengadilan Tinggi
hanya baru mempunyai iimu dan pengetahuan yang sangat minim sekali,
sehingga memberikan putusan yang salah dan lari dari hukum vyang
seharusnya ;

Bahwa seandainya judex facti membaca dan menelaah dengan benar
apa yang akan diputuskannya tersebut, tentunya judex facti akan menemukan
bahwa perjanjian tersebut tidak ada memuat adanya syarat batalnya dan
ataupun dapat dibatalkan oleh pihak Termohon kasasi sebagaimana yang
tercantum dalam perjanjian jual beli tanggal 11 Desember 1998 “Apabila cicilan
tersebut tidak terlaksana pembayaran pada waktunya berturut-turut selama 3
(tiga) bulan, yaitu setiap tanggal 28, maka pihak kedua wajib dikenakan denda™)
alinea selanjutnya “denda tersebut dihitung berdasarkan perhitungan bunga
bank tersebut”. Sehingga dengan ketentuan yang termaktub di dalam perjanjian
tersebut bahwa seandainyapun terjadi keterlambatan pembayaran cicilan
dimaksud kepada bank, konsekwensi hukumnya adalah denda sesuai dengan
bunga vang ditetapkan oleh pihak Bank dan bukan pembatalan jual beli
sebagaimana yang diinginkan oleh judex facti Majelis Hakim Tinggi tersebut,
karena dengan adanya perjanjian yang diikuti dengan kuasa secara tegas dari
Termohon kasasi kepada Pemohon kasasi (baca T1 dan T2 tersebut) telah
beralihnya hak dan kewajiban kepada Pemohon kasasi dan bukan lagi kepada
Termohon kasasi, sehingga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan
melanjutnya kredit/cicilan ke bank yang bersangkutan adalah Pemohon kasasi

sesuai dengan maksud/makna isi perjanjian tersebut, dimana asal usul maka
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dibuatnya perjanjian dan kuasa tersebut (T1 dan T2) adalah dikarenakan
Termohon Kasasi tidak mampu lagi untuk melanjutkan kredit/cicilan terhadap
pembelian tanah objek perkara dimaksud kepada Bank, sehingga terancam
akan diambil alih oleh pihak Bank dan dengan ketidak mampuan keuangan
Termohon Kasasi tersebutlah, ianya (Termohon Kasasi) datang untuk
memohon agar kredit tanah tersebut dilanjutkan saja oleh Pemohon Kasasi dan
Pemohon Kasasi setuju yang diikuti dengan penerimaan sejumlah uang oleh
Termohon Kasasi sebagaimana dibuktikan dalam bukti T3 dan T4, vyang
selanjutnya baru dibuatkan surat perjanjian beserta kuasa (T1 dan T2 serta
bukti tanda pembayaran lainnya) guna meyakinkan pihak Bank bahwa
kredit/cicilan terhadap tanah (objek perkara tersebut) akan berlanjut/berjalan
terus dan selanjutnya yang melakukan pembayaran terhadap bank adalah
Pemohon Kasasi, sebagaimana telah dibuktikan dipersidangan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam, dengan pengeriian lainnya bahwa hubungan hukum
terhadap pihak Bank dalam menyelesaikan kredit/cicilan tersebut adalah
Pemohon Kasasi dan bukan Termohon Kasasi lagi, artinya bahwa hubungan
hukum untuk dan terhadap objek perkara dengan Termohon kasasi telah
terputus, oleh karenanya tidak ada alasan dan dasar hukum bagi judex facti
untuk membatalkan perjanjian dan kuasa tanggal 11 Desember 1998 tersebut,
sehingga dengan demikian pula telaah hukum yang diberikan oleh judex facti
Majelis Hakim Tinggi Medan tersebut tidak pas dengan ilmu hukum, yang
mengakibatkan salahnya judex facti dalam menerapkan hukum untuk itu
sebagaimana yang terjadi saat ini ;

Bahwa selain itu pula, adalah suatu kesalahan yang mendasar dari
Judex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang menutup mata sama
sekali, dimana wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon kasasi dengan
mengambil Sertifikat tanah vang diperjual belikan tersebut dari tangan
Bank/BPPN Medan, yang masih dalam posisi kuasa yang belum dibatalkan,
dimana seharusnya Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai hak lagi
dengan ditanda tanganinya surat perjanjian dan kuasa dari Termohon kasasi
kepada Pemohon kasasi (baca bukti T1 dan T2), akan tetapi mungkin
dikarenakan adanya kesamaan keinginan antara pihak Termohon Kkasasi
dengan judex facti, sehingga hal ini nampaknya sengaja tidak diungkapkan oleh
judex facti ;

Bahwa perjanjian jual beli secara tegas dengan memakai ketentuan
adalah salah satu bentuk perjanjian yang banyak dipergunakan, namun dalam

kebiasaan bangsa Indonesia, adanya perjanjian jual beli yang diperbuat tidak
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secara tegas, cukup dengan kwitansi tanda terima yang memuat apa yang ingin
dimaksud dari tanda terima tersebut, misalnya untuk pembayaran “A” yang
dibenarkan juga oleh undang-undang, yakni perjanjian yang disepakati antara
kedua belah pihak saja dan hal ini yang terjadi di antara Pemohon Kasasi
dengan Termohon Kasasi, yang telah dibuktikan pada persidangan tingkat
pertama di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana objek yang diperjanjikan
secara tegas tanggal 11 Desember 1998 (bukti T1) sama dengan identik
dengan objek yang diperjanjikan antara pihak yang sama (baca bukti T3 dan
T4) sehingga perbuatan hukum tersebut adalah tetap dalam koridor hukum
yang berlaku bagi bangsa Indonesia ;

Bahwa dengan adanya penerimaan uang pembayaran terhadap objek
perkara tersebut, dari Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi maupun yang
dibayarkan kepada Bank/BPPN dari perjanjian atas objek/subjek yang sama
(bukti T1, T3, T4 dan bukti lainnya) yang sampai saat ini tidak dibatalkan dan
tidak pula dikembalikan oleh Termohon kasasi, telah membuktikan bahwa
Pemohon kasasi telah melakukan prestasi yang dituntut, dengan pengertian
lainnya Pemohon Kasasi tidak melakukan wanprestasi sebagaimana yang
dimaksudkan oleh judex facti Majelis Hakim Tinggi Medan tersebut ;

Bahwa dengan pendapat yang sempit dan kaku serta memihak yang
ditunjukkan oleh judex facti Majelis Pengadilan Tinggi Medan tersebut,
membuktikan bahwa sesungguhnya judex facti tidak mampu untuk menggali
hukum yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat Indonesia, serta
sangat tidak memberikan keadilan sebagaimana harapan hukum Indonesia,
sehingga oleh karenanya pula pendapat yang sedemikian rupa harus
dibatalkan/ditolak ;

2. Tentang Amar ke 3 Judex Facti (tidak sah dan batal serta tidak berkekuatan
hukum Surat Perjanjian Jual Beli dan Kuasa tanggal 11 Desember 1998 ;

Bahwa terhadap amar putusan Judex facti Pengadilan Tinggi sama
sekali tidak mengandung kebenaran hukum dan terbukti dalam memberikan
putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai yang dapat
dipedomani, disesuaikan dengan ilmu hukum dan diikuti bagi dunia praktisi
hukum ;

Bahwa judex facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar
atau dengan pengertian lainnya salah dalam menerapkan hukum yang

semestinya
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Bahwa judex facti dalam memberikan putusannya dalam
pertimbangannya pada halaman 11 alinea pertama hanya berdasarkan
perkataan “ternyata dan terbukli tidak diaplikasikan dengan semestinya” ;

Bahwa pendapat yang sedemikian rupa bukanlah suatu pendapat
hukum yang benar sesuai dengan ilmu hukum yang dapat diikuti oleh praktisi
hukum, akan tetapi adalah pendapat yang asal jadi atau asal-asalan saja,
sehingga sangat dikhawatirkan kebenarannya, dimana seharusnya judex facti
dalam memberikan putusannya harus terlebih dahulu memberikan alasan
hukum yang jelas, rasional, sehingga dapat dipertimbangkan secara hukum dan
bukan dengan praktek yang ditunjukkan oleh judex facti tersebut ;

Bahwa adalah sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum
untuk membatalkan perjanjian jual beli dan kuasa tanggal 11 Desember 1928
dimaksud, (bukti T1 dan T2) karena apapun alasan judex facti apakah telah
dilangsungkannya pembayaran ataupun tidak dilangsungkannya pembayaran,
jual beli telah terjadi (vide pasal 1458 KUHPerdata) dan sesuai dengan
perjanjian tanggal 11 Desember 1998 tersebut, tidak dengan semudahnya
judex facti untuk menyatakan batal dan tidak sahnya perjanjian dimaksud,
apalagi jika judex facti membaca dan menelaah dengan benar isi perjanjian
tersebut tidak satupun adanya kata kalimat syarat dan ataupun dapat
dibatalkannya perjanjian dimaksud, apalagi Termohon Kasasi telah menerima
uang pembayaran secara lunas dari Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah
dibuktikan dipersidangan dan hal yang sedemikian rupa tidak dibenarkan oleh
undang-undang untuk dibatalkan (baca pasal 1464 KUHPerdata) sedangkan
didalam perjanjian tanggal 11 Desember 1998 tersebut, hanya mengisyaratkan
denda bagi Pemohon Kasasi dan bukanlah pembatalan, sehingga dengan
demikian adalah terlalu maju dan diluar khalayak hukum yang ada judex facti
membatalkan perjanjian dan kuasa tersebut, sehingga dengan pendapat dan
putusannya tersebut judex facti salah dalam menerapkan hukum yang benar,
sehingga harus pula diluruskan ;

3. Tentang amar ke 5 judex facti "Menghukum terbanding untuk menerima
penyerahan uang miliknya"

Bahwa pendapat judex facti Pengadilan Tinggi tersebut sangat
emosional dan irrasional serta tidak mempunyai dasar hukum sama sekali,
karena didalam peranjian jual beli tanggal 11 Desember 1998 tidak ada
diperjanjikan untuk pembatalan uang sebagaimana yang dimaksudkan oleh
judex facti Pengadilan Tinggi dan hal tersebut telah diatur secara tegas oleh

undang-undang (baca pasal 1464 KUHPerdata) ;
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Bahwa pendapat judex facti Pengadilan Tinggi tersebut malah semakin
tidak jelas dasar hukumnya dan sama sekali tidak dapat diterima oleh akal yang
sehat, karena uang yang akan dikembalikan sebagaimana yang dipaksakan
oleh judex facti Pengadilan Tinggi tidak jelas asal usul serta jumlahnya, karena
uang yang diterima oleh Termohon Kkasasi maupun yang telah diterima oleh
Bank/BPPN jauh melebihi dari jumlah uang yang dipaksakan oleh judex facti
tersebut, sehingga sangat-sangat tidak dibenarkan oleh ilmu hukum dan tidak
pernah terjadi dalam dunia praktisi hukum, sehingga pendapat yang miring dari
judex facti tersebut harus dikesampingkan/ditolak ;

4. Tentang Putusan Rekonpesi ;

Bahwa pendapat judex facti membatalkan putusan judex facti
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan menolak gugatan rekonpensi sama
sekali tidak berdasar ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum yang cukup dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmu hukum, pertimbangan dan putusan judex facti Pengadilan
Negeri tersebut perlu untuk dipertahankan, karena pada pemeriksaan perkara
tersebut telah terbukti secara tuntas dan sempurna hak yang harus dimiliki oleh
Pemohon Kasasi, yakni dengan mempedomani alat bukti yang disampaikan
secara sempurna oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dapat dibaca dan
ditelaah dalam Berita acara Persidangan ;

Bahwa dengan pendapat yang miring dari judex facti Pengadilan Tinggi
tersebut, terlihat secara nyata dan kental adanya kesamaan keinginan antara
judex facti Pengadilan Tinggi Medan dengan Termohon Kasasi, yang berakibat
bahwa judex facti Majelis Hakim Tinggi Medan dengan Termohon Kasasi, yang
berakibat bahwa judex facti Majelis Hakim Tinggi Medan telah salah
menerapkan hukum dengan benar, sehingga oleh karenanya harus diluruskan
oleh Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex facti
telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- biarpun ada pembayaran sebelum perjanjian jual beli tanggal 11 Desember
1998, tetapi karena dalam kwitansi tanda terima oleh Penggugat disebutkan
sebagai pembayaran tanah seluas 1.529 m2 di Helvetia (sama dengan tanah
dalam perjanjian jual beli tersebut dan tidak ada bantahan Penggugat), maka

pembayaran itu adalah bagian dari pembayaran harga tanah dimaksud.
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- Pembayaran setelah lewat waktu dan atau yang dilunasi sebelum adanya
gugatan Penggugat (nota-bene jumlahnya relatif kecil dari keseluruhannya),
karena telah diterima dengan baik dan tidak dikembalikan oleh Penggugat
kepada Tergugat, maka pembayaran itu adalah pembayaran yang sah dan
tidak dapat didalilkan sebagai wanprestasi.

- Tergugat secara riil telah melunasi jumlah pembayaran harga tanah sesuai
surat perjanjian jual-beli 11 Desember 1998.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tanpa periu
mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, putusan Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 29 Januari 2004 No. 343/Pdt/2003 PT.Mdn, yang membatalkan
putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Agustus 2003 No.
18/Pdt.G/2003/PN.LP tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta
Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan
Negeri yang telah tepat dan benar dan menjadikan sebagai pertimbangan
sendiri akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah
ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka

Termohon kasasi/Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam

perkara ini dihukum membayar semua biaya perkara, baik dalam tingkat

pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004,
Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NGARIJAN
SALIM tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 343/Pdi/2003
PT.Mdn tanggal 29 Januari 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam No. 18/Pdt G/2003/PN LP tanggal 6 Agustus 2003 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
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2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam dengan Penetapan No. 03/CB/2003/18/Pdt.G/2003/PN.LP tanggal 12
Maret 2003 dan telah dilaksanakan dengan Berita Acara Sita Penjagaan
(Conservatoir Beslag) pada hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2003 atas tanah
sengketa tidak sah dan tidak berharga dan harus dianggap/dicabut.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam

konpensi untuk sebagian.

2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanggal 11 Desember 1998 beserta
kuasa tanggal 11 Desember 1998 adalah syah secara hukum.

3. Menyatakan bahwa Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi
telah melakukan wanprestasi/ingkar janiji.

4. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untuk
menyerahkan sertifikat H.G.B No. 417 unituk tanah seluas 1.589 m2 kepada
Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi secara seketika,
serta Akte Pengikatan Diri untuk melakukan jual beli No. 103 tanggal 28 Juli
1997 sebagai dasar Tergugat rekonpensi/Penggugat dalam konpensi
melakukan jual beli kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat dalam
konpensi.

5. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untuk
membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam gugatan rekonpensi sebesar :
NIHIL.

6. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untuk
membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam rekonpensi
fTergugat dalam konpensi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
setiap hari atas keengganan Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam
konpensi untuk melaksanakan putusan perkara ini.

7. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya
Banding, Kasasi maupun perlawanan/verzet (uitvoerbaar bij voorraad).

8. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi
selebihnya.

Menghukum Termohon Kasasi / Penggugat / Pembanding untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000 - (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 oleh PROF. DR. VALERINE J.L.
KRIEKHOFF, SH.,MA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
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Agung sebagai Ketua Majelis, ANDAR PURBA, SH. dan | MADE TARA, SH.
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH. . MH. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
ttd./ ttd./

ANDAR PURBA, SH. PROF. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH.,MA
ttd ./

| MADE TARA, SH

Biaya kasasi : Panitera Pengganti,

1. Meterai ...................... Rp. 6.000,- ttd ./

2. Redaksi................. Rp. 1.000,- PRIPAMBUDI TEGUH, SH.,MH

3. Administrasi kasasi ........... Rp. 493.000,-

Junmlefi. ST Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP. 040030169
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I Lampiran 6: Copy Surat Pemberitahuan No. 114/Pengda-Kab.Tng/INI-T/V1/2007 '

PENGURUS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
KABUPATEN TANGERANG

.=

— —

Nomor : 114/Pengda-Kali. Tng/INI-T/VI/2007
Lamp :1 bundel
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth,

Rekan-rekan Notaris

Anggota lkatan Notaris Indonesia Kabupaten Tangerang
Di

Tangerang.

Assalamu*alaikum.Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Semoga Rekan-rekan Nataris Anggota lkatan Notaris Indonesia Kabupaten
Tangerang senantiasa dalam keadaan sehat, lancar dalam menjalankan tugas

dan dalam lindungan Tuhdn Yang Maha Esa. Amin.
Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan KONFERDA INI TANGERANG tanggal 06 Juli 2006 telah
terbentuk PENGURUS, DAERAH (PENGDA) KABUPATEN TANGERANG
IKATAN NOTARIS INDONESIA (IN1), dan seianjutnya pada tanggal 25 Juli
2006 dibentuk susunan lengkap kepengurusan PENGDA KABUPATEN
TANGERANG INI periode 2006-2009;

2. Berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil Dephukham Provinsi Banten nomor
: W20.247.PW.07.02 tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan
Kepala Kanwil Dephukham nomor : W28-008.PW.07.02.Tahun 2005
tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten
Tangerang tanggal G2 Maret 2006, telah dibentuk MPD NOTARIS .
KABUPATEN TANGERANG yang. pelantlkannya dilaksanakan pada
tanggal 31 Juli 2006 se(rta mulal menjalankan tugas per 01 September 2006;

Alamat Sekretariat :
MPD NOTARIS KABUPATEN TANGERANG
Bumli Serpong Damal Sektor VII, Blok RK No.6 Serpong, Tangerang
Tilp.021-5386247, Fax.021-5386246;

Laporan bulanan menpenal Salinan Daftar Akta, Daftar Legalisasi, Daftar
Pendaftaran (Waarmerking) dan Daftar Protes disampaikan- pada MPD
NOTARIS KAB TANGERANG selambat-lambatnya pada tanggal 15 setiap
bulannya (contoh laporan terlampir);

SEKRETARIAT :
RUKO PURI MUTIARA SERPONG A. 03 JL. RAYA SERPONG KM. 10 - TANGERANG 15325
TELP. (021) 923 5627, 0812 9277343 0817760131 FAX. (021) 563125670
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PENGURUS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
KABUPATEN TANGERANG

2. CONTOH PENUTUP AKTA

CONTOH PENUTUP AKTA YANG DIBACAKAN KEPADA

PENGHADAP DAN SAKSI (Dalam Bahasa Indonesia)
Penghadap séya, Notaris kenal.
: DEMIKIANIAH AKTA INI .

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari dan

tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. tuan SANJAYA, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal 19
(sembilan belas) Juli 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),
Wargé Négara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan
Cikini Raya nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 321908769.290881;

2..nona ENI ROHANI, Tangerang, pada tanggal 19 (sembilan belas) Juli
1971 (sehibu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Cikini Raya
nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurehan
Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 32'1908769.290881;

keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi; —

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi,

maka akta iniiditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris; -

Dilangsungkan

CONTOH PENUTUP AKTA YANG TIDK DIBACAKAN KEPADA
PENGHADAP DAN SAKSI (Dalam Bahasa Indonesia)
Penghadap saya, Notaris kenal.
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada
hari dan tanggal tersebut .dalam kepala - akta ini, dengan

dihadiri oleh :. _ A

1. tvan SANJAYA, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal 19
(sembilani belas) Juli 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),
Warga Negare Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan
Cikini Raya nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 321908769.290881,

2. nona ENI ROHANI, Tangerang, pada tanggal 19 (sembilan belas) Jull
1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negaré
Indonesia; bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Cikini Raya
nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan
Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 321908769.290881,

keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi;

Setelah akta' ini dibaca sendir, diketahui, dan dipahami isinya oleh

penghadap dan saksi, maka akta ini segera dibubuhi peraf pada setiap

halaman dan iditandatangani oleh penghadap, saksi, dan saya, Notaris;

Dilangsungkan

SEKRETARIAT :
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PENGURUS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
KABUPATEN TANGERANG

3. Kanwil Dephukham Provinsi Banten berwewenang untuk :

a. melakukan pengesahan (Fian 1), persetujuan (Fian 2), dan pelaporan
(Fian 3) serta pemberitahuan (Fian 3) untuk Perseroan Terbatas (PT)

melalui SISMINBAKUM;

Dokumen Pisik (Fian 1, Fian 2, dan Fian 3) dibuat dalam rangkap 2 (dua)
dan dikirimkan ke :

1. Menteri Hukum dan HAM Rl Cq. Kakanwil Dephukham Provinsi

Banten di Serang;
2. Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktur Perdata di Jakarta;

b. menerima dan megkukan pendaftaran selain Perseroan Terbatas (PT),
diantaranya CV, UD dan bentuk badan usaha lainnya;

Dalam pengajuan pendaftaran tersebut disertakan :

1. Surat Permohonan kepada KAKANWIL DEPHUKHAM PROVINSI
BANTEN di Serang;

Salinan Akta Pendirian dan/atau perubahan;

ljin Domisili Perusahaan yang dilegalisir;

NPWP Perusahaan yang dilegalisir; -

KTP para pengurus yang dilegalisir;

ATl

Alamat KANWIL DEPHUKHAM PROVINSI BANTEN :
JI.Brigjen KH.Syam'un nomor 44D Serang, Banten
Tilp.0254-2177025, Fax.0254-207644.

4. Rekomendasi PP-INI yang ditetapkan di Makasar, pada tanggal 14 Juli 2005
dalam PEMBUATAN AKTA berkenaan dengan berlaku Undang Undang
Jabatan Notaris (UUJN), yaitu sebagai berikut :

1. CONTOH KEPALA AKTA

Pada hari ini, Senin, tanggal sebelas Juli dua ribu lima (11-07-2005); —
Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); ——————————
Berhadapan dengan saya, SULISTYAWATI, Sarjana Hukum,Notaris di
kabupaten Tangerang, dengan dihadiri saksi yang nama-namanya akan

disebut dalam akhir akta ini :

4 SEKRETARIAT :
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PENGURUS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
KABUPATEN TANGERANG

CONTOH PENUTUP AKTA YANG DIBACAKAN KEPADA
PENGHADAP YANG MENURUT KETERANGANNYA KURANG
' PAHAM BAHASA INDONESIA

Penghadap saya, Notaris kenal.
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari dan
tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. tuan SANJAYA, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal
19 (sembijlan belas) Juli 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh
satu), Wdrga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang,
Jalan Ciklni Raya nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
012, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 321908769.290881;

2. nona ENI ROHANI, Tangerang, pada tanggal 19 (sembilan belas)
Juli 1971 :(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara
Indonesia; bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Cikini Raya
nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Wararga 012, Kelurahan
Menteng, iKecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3211908769.290881;

keduanya pegawai Notanis, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi;

Setelah akta lini saya, Notans bacakan kepada penghadap dan saksi,

dan seberapa periu oleh saya, Notaris djelaskan dalam bahasa Inggris

kepada penghadap tuan MICHAEL tersebut yang menurut
keterangannya kurang psham behasa Indonesia, maka akta ini
ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris; -

Dilangsungken

3. KALIMAT YANG DIPAKAI UNTUK MELAKSANAWKAN KEWENANGAN
NOTARIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL_ 15 AYAT 2
UUJN, y

Nomor : ; A

Melihat dan mengesahkan tanda tangan dari .

1. Tuan NAGASAKI OHARA, lahir di Tokyo, Jepang, pada tanggal 7
Januari 1975, Pengusaha, pemegang paspor Jepang nomor
120186737, Warga Negara Jepang, untuk sementara ini berada di
Tangerang;

2. Tuan SUDIRMAN, lahir di Tangerang, pada tanggal 23 Agusts 1976,
Pengusaha, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Raya Serpong
nomor 245, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan
Pakulonah Barat, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 2310190.01871, Warga Negara Indonesia,

Pada tangal dua belas Juli 2005, oleh saya, SULISTYAWATI, Sarjana

Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang

_Notaris Kabupaten Tangerang,

( SULISTYAWATI, SH)

SEKRETARIAT :
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PENGURUS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
KABUPATEN TANGERANG

4. KALIMAT YANG DIPAKAI UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN

NOTARIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 15 AYAT 2.B UUJN :

Nomor :
Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas Juli dua ribu
lima, oleh saya, SULISTYAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten

Tangerang.
Notaris Kabupaten Tangerang,

( SULISTYAWATI, SH)

5. KALIMAT YANG DIPAKAI UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN
NOTARIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 15 AYAT 2.D
UUJN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Mengesahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, oleh
saya, SULISTYAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, surat
mana kemudian aslinya dikembalikan oleh saya, Notaris kepada yang berhak.
Tangerang, dua puluh lima Juni dua ribu lima.

Notaris di Kebupaten Tangerang,

(SULISTYAWATI, SH)

. 6. KALIMAT YANG DIPAKAI UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN
. NOTARIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 2.C

UUJN
et
KOPI SURAT DIBAWAH TANGAN
) JUDUL DOKUMEN
Yang bertandatangan dibawah ini :
a. SANJAYA;
b. ANANTA;

Berturut-turut dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. DAMAI
SEKALI, berkedudukan di Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PEMBERI
KUASA, dengan ini memberikan kuasa kepada : Tuan SUHADI, selanjutnya
disebut sebagai PENERIMA KUASA. ’
KHUSUS
1. untuk menandatangani surat-surat dan/atau dokumen dokumen yang
berkaitan dengan kegiatan PT. DAMAI SEKALI; --
2. Dalam situasi yang penting dan mendesak berdasarkan pertimbangan
PENERIMA KUASA, tanpa permintaan tertulis dari PEMBERI KUASA,
melakukan tindekan-tindakan hukum yang diperlukan, sebagaimana
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PENGURUS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
KABUPATEN TANGERANG

|

PEMBERI KUASA akan melakukannya jika PEMBERI KUASA sendiri ada,
ini diberikan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Kuasa ini diberikan dan diterima atas jabatan PEMBERI KUASA dan

PENERIMA KUASA;
2. Kuasa ini dapat dihentikan atau diakhiri oleh PEMBERI KUASA setiap

saat dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan
terlebih dahdlu dari PENERIMA KUASA. Surat Kuasa ini diberikan
dengan hak $ubstitusi dan beriaku terhitung mulai tanggal 24 Juni 2005.
Tangerang, 24 Juni 2005
PEMBERI KUASA
Meteria temple enam ribu rupiah
Tanda tangan tidak terbaca, SANJAYA, Direktur Utama
Tanda tangan tidak terbaca, ANANTA, Direktur
PENERIMA KUASA
Tanda tangan tidak terbaca, SUHADI
Dikeluarkan sebagai salinan yang sah dan surat tersebut diatas, oleh saya,
SULISTYAWATI, Sarjana Hukum, Notars di Kabupaten Tangerang, surat
mana yang bermeterai cukup diperiihatkan dan setelah saya, cocokkan dengan
salinan ini, maka surat tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Tangerang, 25 Juni 2005

Notaris di Kabupaten Tangerang,

(SULISTYAWATI, SH)

5. Sesuai Pasal 6 (5) Anggaran Rumah Tangga INI maka setiap anggota
berkewajiban untuk membayar uang pangkal, iuran bulanan dan
sumbangan lainnya yang ditetapkan oleh Perkumpulan.

PENGDA KAB.TANGERANG INI iuran bulanan sebesar Rp.30.000, per-

bulan.
Perkumpulan juga menetapkan adanya uang duka sebesar Rp.25.000,-

perbulan yang diperuntukan bagi ahli waris dari Rekan Notaris yang
meninggal dunia.

Adapun pembayaran dapat dilakukan melalui BENDAHARA PENGDA,
yaitu Rekan Not. LINDA HARTONO, SH secara langsung maupun melalui

rekening di :

BCA ALAM SUTERA Norek. : 6040168409
atas nama LINDA HARTONO, SH.

SEKRETARIAT :
RUKO PURI MUTIARA SERPONG A. 03 JL. RAYA SERPONG KM. 10 - TANGERANG 15325
TELP. (021) 923 5627, 0812 9277343, 0817760131 FAX. (021) 53125670

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.



PENGURUS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
KABUPATEN TANGERANG

Bantuan dapat diserahkan melalui :

SEKRETARIAT PENGDA KAB.TANGERANG
JI.Raya Serpong KM 10 Ruko Puri Mutiara Serpong A.03
Serpong, Tangerang
(Kantor Rekan TITI SULISTYOWATI, SH)

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan
kerjasama yang baik, kamji ucapkan terima masih.
Wassalamu'alaikum.Wr.Wb

Tangerang, 12 Juni 2007
Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)

" /
HARSONO, SH
Ketua

SEKRETARIAT :
‘RUKO PURI MUTIARA SERPONG A. 03 JL. RAYA SERPONG KM. 10 - TANGERANG 15325
TELP. (021) 923 5627, 0812 9277343, 0817760131 FAX. (021) 53125670

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.



PENGURUS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)
KABUPATEN TANGERANG

REKOMEUNDASTI
Nomor : 114/Pengda-Kab.Tng/Rek/VI/2007

PENGURUS DAERAH KABUPATEN TANGERANG IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)

1. Setelah membaca Surat Permohonan guna mendapatkan Rekomendasi-
untuk diangkat sebagai Anggota Ikatan Notaris Indonesia atas -
nama TITI SULISTYOWATI, Sarjana Hukum, tertanggal --------—---
14 Juni 2007, -=-------mmcmmme e ===

2. Setelah mengadakan Penelitian terhadap Persyaratan-Persyaratan
Pemohon, yang turut dilampirkan dalam Surat dimaksud dalam ---
Butir (1) diatas, yaitu befupa : ~--=-------m-mmmem e me
a.Fotocopy Surat Keputusan dari Departemen Hukum dan Perundang

Undangan Republik Indonesia, tentang syarat-syarat ---------
Pengangkatan Notaris; —-——-s--—-—cc-c-mmom e
b.Bukti-bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana diharuskan ---
oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik =------
Indonesia dalam surat Keputusan tersebut; ------------------

terbukti dijumpad/tidak dijumpai hal-hal yang bertentangan atau -
melanggar ketentuan-ketentuan INI terhadap keanggotaan Pemochon, -

oleh karenanya :

--Maka kami PENGURUS DAERAH KABUPATEN TANGERANG IKATAN NOTARIS --
INDONESIA (INI)., menyatakan dengan ini memberi/ tidak—memberi ---

REKOMENDASINKkepada Pemohgh, Yaibtlll : fe-----—--—-S== =—=F-————-———c—=

Nama : TITI SULISTYOWATI, Sarjana Hukum.
Jabatan : Notaris/PPAT.
Alamat : Ruko Puri Mutiara Serpong A 3 Km. 10,

Jalan Raya Serpong - Kabupaten Tangerang.

Untuk dapat/tidek—depat diterima sebagai Anggota Ikatan Notaris -
Indonesia (INI) Daerah Kabupaten Tangerang. =---—--------—————————-

--Demikian REKOMENDASI ini diberikan untuk dipergunakan sesua1 ==
dengan kebutuhannya, dimaksud dalam isi Surat Permohonan. -------

Tangerang, 14 Juni 2007

PENGURUS DAERAH KABUPATEN TANGERANG
IKATAN NOTARIS INIJONESIA (INI)

(HARSONO SH.) : : (TITI SULISTYOWATI, SH.)
Ketua Sekretaris

SEKRETARIAT :
‘RUKO PURI MUTIARA SERPONG A. 03 JL. RAYA SERPONG KM. 10 - TANGERANG 15325
TELP. (021) 923 5627, 0812 9277343, 0817760131 FAX. (021) 63125670

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.



CONTOH PENUTUPAN BUKU

Unleh Buku .
1. Waanuerking
2. Legalisasi
3. Daoflar Proies

Pada Hari am ... . . ... tanggal ool bulan ...l tahun
cobuku oo ... ditowp dengan jumlah ... .............dokumen.
Tangerang, ......... Mei 2007
Stempel&'I'i‘D
Nama Notaris

imeiar AKTA

oty U1 . tanggal... ...bulan... ..{ahun .. ..,buku daftar
aka diintup dengan mmluh Akm Dan 1eluh dxerun lnpomn Daftar Wasmt sesuai dengan
ketenwaan Pasal 16 ayai (l) hurul 1 Undang-Uudang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris tanggal ... oo I NOSEPT" SR S ..

Tangerang, .........Mei 2007

Stempel & TTD
Nama Notans -

N

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.



KOP SURAT

Tangerang,

Nomor :

Kepada Yth.
Ketua Majelis Pengawas Daerah

Notaris Kabupaten Tangerang

BSD Sektor VII,
J1. Raya Serpong Blok RK No. 6

Serpong — Tangerang.

Perihal : Penyampaian Laporan Bulanan Notaris periodebulan. . .............
Tehun ...... s

Dengan hormat,

- Menunjuk ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 71 huruf d. Undang-Undang
Nomor 30 Tehun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka bersama surat ini dengan hormat

kami sampaikan :

1. Salinan Daftar Akta bulan.............. TAhun RNy A,

2. Salinan Dafiar Surat Dibawah Tangan Yang Disahkan (legalisasi), bulan . . .. . ..
Tehun ... . .ot..o.. ...

Tahun.........

Demikian untuk menjadi maklum adanya.
Atas perhatiannya tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
Notaris,
Cosemas snmam i s & %o )
Tembusan :
- Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan HAM RI

di Serang - Banten..

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.



SALINAN DAFTAR AKTA

BULAN. -« - a5e s s miare TAHUN: . <o s s e
No. No. Tanggal Sifat Akta Nama Penghadap
Urut | Bulanan Akta Dan/Atau Yang Diwakili/
Kuasa

Tangerang, tanggal ...........

Notaris,

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.




SALINAN DAFTAR LEGALISASI
(BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN)

BULAN ... ......oiiiinnnn. FAHUINE © s i as e she s
No. Tanggal Sifat Surat Nama Yang
Urut Menandatangani Dan/Atau
Yang Diwakili/Kuasa
Tangerang, tangeal . v s covvvenne
Notaris,
K oo 0 s o b s e s 8 S e g )

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.




SALINAK DAFTAR PENDAFTARAN
(BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN)

No. | Tanggal Tanggal Sifat Surat Nama Yang
Urut Didaftarkan Menandatangani Dan/Atau
Yang Diwakili/Kuasa

Tangerang, tanggal .............

Notaris,

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH Ul, 2011.




SALINAN DAFTAR PROTES

BULAN .oy swomas s 3 0 TAHUN ...... ...ccovnnn

Tanggal- Tanggal

Nomor | Nomor | Tanggal Yang Yang Wesel/ Jatuh Waktu
Urut Akta Ditagih | Menagih | Cheque | Wesel/ Cheque

Tangerang, tanggal ...

Notaris,

Peran dan tanggungjawab..., Saraswati Atmowidigdo, FH UI, 2011.
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